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MOTTO

“Hai orang — orang yang beriman jadilah kamu orangyang benar — benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhalap dirimu sendiri, atau ibu
bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tegugat atau yang terdakwa)
kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatanya, maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari lebenaran, dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi sksi maka sesungguhnya Allah

maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

! R.H.H. Soeharjo, 1978lqur'an Dan Terjemahannya Quran Surat Annisa’ A¢85 Yayasan
Penyelenggaraan Penterjemahan / Penfsiran Alquléd@rta
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RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI
DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan Mahkamah Agung RI No0.1958 K/Pid.Sus/2009)

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini merupstkatu kejahatan
yang sering terjadi, dan kebanyakan dialami oleankgerempuan utamanya
terjadi pada anak. Tindak pidana kekerasan dalamamuangga yang terjadi akhir
— akhir ini merupakan perwujudan dari salahnya geam bahwa kekerasan
tersebut merupakan suatu upaya untuk mendidik @emberikan teguran agar
kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Berkaitangdn banyaknya kekerasan
yang terjadi terdapat suatu kasus yang dilakukah si ibu (Hartati Binti Abdul
Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempggdl Jalan Manuntung
Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kasupnajam Pasir Utara)
yang melakukan pemukulan terhadap anak tirinya YERarwatiningtias Tuti
Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutip&kta Kelahiran No.
3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) yang rbeiwan adanya luka
memar dan lebam sesuai dengdisum Et RepertumSesuai dengan kasus
tersebut diatas maka dalam skripsi ini terdapaetzgia permasalahan yang akan
dibahas yaitu pertama, apaké&isas Unus Testis Nullus Teshsa diterapkan
pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangggingzt dalam putusan
ini hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang salluke apakah akibat hukum jika
suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim sdakai dengan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, Untumlengkaji dan
menganalisa apakafisas Unus Testis Nullus Tesbssa diterapkan atau tidak
pada perkara pidana khususnya pada tindak piddeadsan dalam rumah tangga
pada kasus dalam putusan ini, dan kedua Untuk nagirgdgn menganalisa akibat
hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seoraagiril yang tidak sesuai
dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsiadalahYuridis
Normatif Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengannerapkan kaidah - kaidah

Xii



atau norma - norma dalam hukum positif, maksudmgdad penelitian ini dikaji
berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yateketan dihubungkan
dengan kenyataan yang aB&ndekatan masalah yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Pangne UndanganStatute
Approacl) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneladang - undang
dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu atata fAaukum dengan
permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kddungan Pendekatan
Konseptual Conceptual Approagh yaitu pendekatan yang beranjak dari
pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yandebgbang dalam ilmu
hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahigeargertian - pengertian
hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hykogirelevan dengan isu
yang dihadapi. Bahan hukum yang diguanakan adaahrbhukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Kesimpulannya yang dapat diambil dari permasalajerg ada adalah
Asas Unus Testis Nullus Teshissa diterapkan pada tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan inetsgbut didasarkan pada
Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 Ayat (2) dan (3) Kitaldahg — Undang Hukum
Acara Pidana serta Pasal 55 Undang — Undang NofdmaBun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedaakjkat hukum yang
ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat ddekim tidak sesuai dengan
surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Uadatah batal demi hukum,
hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitalldhg — Undang Hukum Acara
Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinyenketn dalam Pasal 197
Ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidarengakibatkan putusan
batal demi hukum, mengenai alasan pada putusdraiwa putusan yang dibuat
oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan padsaP297 Ayat (1) huruf c, d
dan e Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana ymug intinya berkaitan
dengan pembuktian dengan alat bukti begam Et Reperturyang dibuat oleh

orang yang tidak mempunyai jabatan atau keahlizmkumembuatnya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan sesuatu yang terpenting daldoptkita, bayangkan
saja jika seseorang tidak mempunyai keluarga, nsl@ah bisa dipastikan
hidupnya tidak akan menentu. Dalam benak kita pagitampang ingin memiliki
rumah tangga yang harmonis, namun dewasa ini hakket sangat sulit
diwujudkan karena masing—masing anggota dalam rumaaigga memiliki
keinginan yang berbeda sehingga dimungkinkan adpesselisihan.

Kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak yauatsa
serius bagi korban, terlebih lagi jika korbannyaalan anak,
dimana terjadi proses pembelajaran dan akan berkalui
modeling. Anak yang dibesarkan dengan tindak kesegraakan
menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Misalsgarang
anak laki-laki tinggal bersama ayah pelaku kekerasahadap
ibunya, maka anak tersebut akan berlaku sama yaitaerung
menggunakan cara yang sama kepada pasangannyanddike
hari. (Herkutanto, 2000:12)

Terkait dengan pemaparan Herkutanto tentang kekedsdéam rumah
tangga tersebut diatas maka pada skripsi ini akaaji dnengenai putusan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khysusentang kekerasan
dalam rumah tangga. Selain mengkaji mengenai puthHs&im yang didasarkan
pada satu alat bukti dalam skripsi ini akan membgahangenai akibat hukum
yang ditimbulkan apabila suatu putusan tidak sedaagan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang terpentingnugroses peradilan
baik dalam perkara pidana, perkara perdata mauplamd perkara yang
berhubungan dengan perkara tata usaha negara. Omizses peradilan yang
berkaitan dengan perkara pidana adanya keberhafalam proses persidangan
sangat tergantung pada alat bukti yang terungkayp dimunculkan dalam tingkat
peradilan terutama yang berkenaan dengan saksenidedn dalam suatu proses
peradilan pidana sangat dimungkinkan akan terungéppbila saksi yang

dihadirkan telah memberikan keterangan yang menmdukdanya tindak pidana.



Peran dari saksi selama ini masih jauh dari yarardpkan
dalam rangka mengungkap kebenaran pada prosesilgerad
pidana dan tidak jarang baik masyarakat maupuragpanegak
hukum kurang memperhatikannya padahal saksi meampalat
bukti yang utama dalam Kitab Undang - Undang Hukbeara
Pidana. littp:/pemantauperadilan.cordiakses pada tanggal 03
Desember 2010 pukul 22.30 WIB)

Terkait kurang diperhatikannya peran saksi dalanses peradilan pidana

oleh penegak hukum baik jaksa penuntut umum mau@kim menyebabkan
banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengasarml alat bukti tidak
mencukupi, padahal kasus tersebut bisa dibuktikaryd dengan seorang saksi
dengan ditambah adanya alat bukti yang lain. Bexkailengan alat bukti saksi
terdapatAsas Unus Testis Nullus Testis dimana dalam pengertiannya pada intinya
menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, jikaddta dalam kasus apak#isas
Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan mengingat dalam perkara hanyapeatd
satu alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulldari
adanya perbuatan hukum. Akibat hukum yang merupakan
tindakan dari subjek hukum mengenai suatu perigtivkaim bisa
berbentuk yang dikehendaki (menguntungkan) maupangy
tidak dikehendaki (merugikan). (Soepomo, 2001:79)

Perbuatan hukum bisa dilakukan dengan adanya sexbhuatan yang
menyangkut pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa teetlmum maupun suatu
putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tejatuesda akibat hukumnya.
terkait dengan akibat hukum tersebut maka dalaipsikni akan dikaji mengenai
akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusamgyalibuat oleh Majelis
Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jesantut Umum.

Surat dakwaan dalam proses peradilan pidana dileat oleh
Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kemampuan untuk
membuatnya, dalam pembuatan surat dakwaan harus ada
wewenang oleh Undang-Undang agar surat dakwaagbters
memperoleh kekuatan yang tetap dan tentunya memsyaat—
syarat pembuatan surat dakwaan. Penuntutan dalam@at su
dakwaan merupakan hal dasar dalam sistem peragdizana
utamanya dalam proses persidangan. (Ansorie Sab888;121)

Dikatakan sebagai hal dasar karena putusan Hakintinga harus
berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat olea Jdnuntut Umum, namun

bagaimana putusan Hakim tersebut dapat dikatakemps®a atau mempunyai



kekuatan yang tetap bila surat dakwaan sebagar g@sabuatan putusan oleh
Hakim terdapat kesalahan akibat ketidak cermatah ekorang Jaksa Penuntut
Umum sebagai pejabat yang secara teknis sudah mmmigmasih terdapat

kekeliruan dan ketidak cermatan.

Terkait dengan surat dakwaan dalam kasus ini J&esantut Umum
mendakwakan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul fR@2 Tahun, Tempat
Lahir Wajo, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama IslBempat Tinggal Jalan
Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Renddabupaten Penajam
Pasir Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tanggakelaangsaan Indonesia)
dengan 2 (dua) pasal yaitu diancam dengan Pasaya4(1) Undang—Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeras@mCRumah Tangga
(dakwaan kesatu), serta diancam dengan Pasal 80 (&yandang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bgdmamun dalam
Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdalengash Pasal 44 ayat (1)
Undang—-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlgaluinak, hal ini tentu
saja berbanding terbalik dengan yang didakwaamadeuh terdakwa dimana dalam
tuntutan Pasal 44 ayat (1) Undang—Undang Nomor 2Bufi 2002 Tentang
Perlindungan Anak tersebut tidak memuat ketentudang. Berkaitan dengan
penulisan penuntutan dalam surat dakwaan yang 8dakai dengan apa yang
didakwakan maka akan dikaji mengenai akibat hukangyimbulkan tersebut.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yanguéldakoleh Hakim
dalam sidang di pengadilan terbuka yang dapat bepgmidanaan maupun
berupa bebas atau lepas. Suatu putusan Hakim haeosenuhi syarat—syarat
yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang—tnéakum Acara Pidana.
Berkaitan dengan pembuatan putusan yang tidak isdsngan ketentuan dalam
Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum A&adana tentu saja terdapat
akibat hukumnya, maka dalam penulisan skripsi kanamengkaji mengenai
akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusataki sesuai dengan surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan uraian diatas ada suatu contals kas1g akan dibahas
dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai perkgaag diputus oleh Mahkamah
Agung tentang kekerasan dalam rumah tangga ya#lk sebagai korban tindak



pidana dalam perkara No. 1958 K/Pid.Sus/2009. Dapartusan Mahkamah
Agung tersebut permohonan kasasi terdakwa Hariati Bbdul Rouf ditolak
oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwlex facti tidak salah menerapkan
aturan hukum serta putuspudex facti tidak bertentangan dengan hukum.

Pada awalnya sebelum terjadi pemukulan, hari Minggunggal 10
Februari 2008 sekitar jam 18.00 WITA si ibu (HartBinti Abdul Rouf, 32
Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tingdah Januntung Rt.13
Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupatexpae®asir Utara) untuk
selanjutnya disebut terdakwa, menyuruh anak tirif@ny Purwatiningtias Tuti
Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipakia Kelahiran No.
3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) untuknjsieya disebut korban,
untuk pergi ke pasar mengambil jeruk, namun kagnanak terlambat maka
pemukulanpun terjadi di rumahnya sendiri, tepatdyadepan kamar si ibu.
Perlakuan ibu tersebut menyebabkan pembengkakam nahdng bawah kanan,
dan juga terjadi pembengkakan pada pipi kanan demfgertai memar, hal
tersebut diperoleh berdasarkan visum yang dibuaeh diswa yang sedang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Mahkamah Agung dalam hal ini mengadili dengan nmegermohonan
kasasi dari pemohon kasasi Hartati, Binti Abdul Réan menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 Septen#t®)8 Nomor
139/Pid.B/2008/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tirl{gimantan Timur di
Samarinda Nomor 10/PID/2009/PT.KT.SMDA yang tetagmpidana terdakwa,
dengan dasar pertimbangan bahwa alasan kasadivterdidak dapat dibenarkan
karena mengenai berat ringannya pidana dalam enkiamerupakan wewenang
judex facti yang tunduk pada kasasi. Hakim dalam pertimbatejarmenyatakan
bahwa putusafudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
atau Undang-Undang, sehingga dalam hal ini Mahkawghng mengadili
sendiri dengan menyatakan menolak kasasi dari pemkhsasi atau terdakwa
Hartati Binti Abdul Rauf tersebut

Dari pemaparan latar belakang diatas maka pemujis imenelaah dan
membahasnya dalam skripsi dengan jutRNALISIS YURIDIS PUTUSAN
HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA



PENUNTUT UMUM ( PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958 K
/ PID.SUS /2009 )".

1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makagsadahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. ApakahAsas Unus Testis Nullus Testis Bisa Diterapkan Pada Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengingat DRalgasan Ini
Hanya Terdapat 1 (Satu) Alat Bukti Yang Sah ?
2. Apakah Akibat Hukum Jika Suatu Putusan Tidak SeBamigan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah melipditia hal yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apak@atas Unus Testis Nullus
Testis bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidanaudmya pada
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga padas kdalam
putusan ini;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jikatsuputusan
yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuaigale surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

1.4. Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penyusunan skrgmilah metode
penelitian. Metode penelitian ini digunakan untugn@mukan, mengembangkan
dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedwg panar dan tepat serta
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peter Mahmud Marzuki, (2010:39) menyatakan bahwtaeepenelitian
sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, phingum maupun doktrin -
doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi d&a juntuk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai ppsskdialam menyelesaikan

masalah yang dihadapi.



1.4.1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsiadalahYuridis
Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:3%)ridis Normatif artinya
permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikalamd penelitian ini
difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah aiauan- norma dalam hukum
positif, maksudnya adalah penelitiana ini dikajidasrkan peraturan Perundang -

Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan laanygang ada

1.4.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalamiggmnskripsi ini

adalah :

a. Pendekatan Perundang - Undanga8atgte Approach) vyaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undamglang dan
regulasi yang bersangkutpaut dengan isu atau fakkam dengan
permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.

b. Pendekatan KonseptualCdnceptual Approach) yaitu pendekatan
yang beranjak dari pandangan - pandangan dan dekiioktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan igdie yang
melahirkan pengertian - pengertian hukum, konskpnsep hukum,
dan asas - asas hukum yang relevan dengan isudylzeddppi. (Peter
Mahmud Marzuki, 2010:93).

1.4.3. Sumber Bahan Hukum
Bahan - bahan hukum yang digunakn dalam penuliggapss ini adalah
sebagai berikut :
a. Sumber Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang bersifattoritatif artinya mempunyai
otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dariuRdang-Undangan, catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Uadadgn putusan-putusan
Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsineiiputi :

1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukumrg\c
Pidana
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Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perligan
Anak

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah
Agung

Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kegaksa
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghap
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kelmasa
Kehakiman

Undang — Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peambah
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 1986 Tentang Pamad
Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/PID.SUS/2009

b. Sumber Bahan Hukum Skunder

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yangabuknerupakan

dokumen - dokumen resmi, meliputi buku - buku t@kterature), kamus hukum,

jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadiater Mahmud Marzuki,

2010:141). Bahan hukum yang digunakan dalam skiipsneliputi buku-buku

teks (iterature) yang berkaitan dengan hukum Indonesia, komenkamentar

atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan ahagahg dibahas.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode ataa catuk

menemukan jawaban atas permasalahan yang dibamhasesPmenemukan

jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Retemud Marzuki
(2010:171) dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halhal yang tidak

relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas.

2) Pengumpulan bahan - bahan hukum.

3) Melakukan telaah permasalahan yang akan dibahas.

4) Menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan gidoadnas.

5) Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yaadn bangun didalam

kesimpulan.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumafiangga
2.1.1. Pengertian Dan Unsur — Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut pakar hukum diriedia masih belum
ada kesepakatan pendapat. Ada yang menggunak&h iperbuatan pidana,
tindak pidana atau dengan istilah lain, namunaistperbuatan pidana dan tindak
pidana lebih sering digunakan dalam Tata BahasanBang - Undangan di
Indonesia.

Soedirdjo (1985:13) menulis dalam bukunya, bahweng@rbaru

akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahdragaémana

salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yidiak

dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuakan

menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsug yhlarang,

atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengaangid

sedangkan mengenai sifat dari perbuatan terselaut diketahui
dengan adanya unsur melawan hukum.

Maksud dari pernyataan Soedirdjo mengenai pengetiredak pidana
adalah bahwa seseorang yang telah melakukan sediugtan yang didalamnya
mengandung unsur kesalahan, unsur yang melakukdugian yang dilarang,
terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbyang dilarang tersebut
serta terdapat sifat melawan hukum. Mengenai sielawan hukum maksudnya
adalah bahwa suatu perbuatan tersebut yang dilakolked subjek hukum diatur
dalam suatu Undang — Undang tertentu dan Undanghdamd) tersebut juga
memuat ancaman pidana atau sanksi pidana. Dapat dilgtakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh statanahukum dilarang dan
diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingatvealarangan ditujukan kepada
perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yamgbdlkan oleh kelakuan
sesorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukamd&emrang yang
menimbulkan kejadian itu.

Menurut Rusli Muhammad (2006:25-26), tindak pidaamalah
perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbyatdensifat
melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bdgkuymya
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



Berkaitan dengan pengertian tindak pidana menungliRMuhammad
maka maksud dari tindak pidana tersebut adalah d®adwatu perbuatan yang
dilakukan oleh subjek hukum tersebut bisa dikenaka@ana atau ancaman
pidana, adapaun ancaman pidana yang dimaksud askdaki dengan Pasal 10
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu pidanaogofpidana mati, pidana
penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pitéanbahan (pencabutan hak-
hak tertentu, perampasan barang — barang terfggrigumuman putusan Hakim).
Unsur yang harus ada menurut Rusli Muhammad daladak pidana adalah
adanya unsur kesalahan yang berlaku bagi subjeknylang melakukan tindak
pidana, selain itu dalam tindak pidana juga haresnomat adanya unsur dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. Istilah pggtamgjawaban pidana
mempunyai pengertian bahwa subjek hukum yang mietaktindak pidana harus
mampu menjalankan tanggungjawabnya secara pidana.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tindak pidiates maka dalam
penulisan skripsi ini akan menggunakan pengertisdak pidana menurut Rusli
Muhammad karena dalam pengertiannya terdapat adamysur dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana sedangkan gelagertian tindak pidana
menurut Soedirdjo tidak menyinggung mengenai pggangjawaban pidana bagi
subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukung yaelakukan tindak
pidana. Jadi tindak pidana memiliki pengertian bahswatu perbuatan yang
dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan teksdbarang oleh hukum,
diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut sel@rardi juga mengandung
unsur adanya kesalahan dan perbuatan tersebut dasatanggungjawabkan
secara pidana bagi yang melakukannya.

Berdasarkan pada pengertian tindak pidana diatds niea pengertian
tindak pidana tersebut diaplikasikan terhadap kaseka disini terdapat suatu
perbuatan yang dilakukan oleh ibu (Hartati Bintidtib Rouf) berupa pemukulan
sebanyak dua kali terhadap anak tirinya (Enny Ptimngtias Tuti Binti Agus
Dradi Purnomo), diman perbuatan tersebut dilaralp Undang — Undang
utamanya Pasal 44 ayat (1) Undang — Undang Nomora2®in 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pertsidtandiancam dengan
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pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda palinggdlai5.000.000., (lima belas
juta rupiah), dan si ibu bisa mempertanggungjawabya secara pidana.

Setelah diuraikan mengenai pengertian dari tindadara dari pakar
hukum pidana, maka selanjutnya akan diuraikan meaigesur—unsur yang ada
dalam tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapalgragan dari pakar hukum
pidana mengenai unsur — unsur yang ada dalam tipata, pandangan dari
beberapa pakar hukum pidana. Menurut Lamintang 7(193), unsur — unsur
tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan;

Maksud;
Perencanaan,;

Sifat melanggar hukum;

o 0Pp

Kausalitas.

Berdasarkan uraian unsur — unsur tindak pidana yi#temukakan oleh
Lamintang mempunyai maksud bahwa unsur kesengajeasebut harus
memenuhi rumusan Undang — Undang dan juga unsusudattan perencanaan
tersebut harus melawan hukum. Sedangkan unsur silanggar hukum
mempunyai maksud bahwa seseorang tersebut harakukah suatu perbuatan
yang bertentangan dengan Undang — Undang, sedangkamr kausalitas
mempunyai maksud bahwa harus ada hubungan antata sodakan dengan
kenyataan yang ada.

Unsur — unsur tindak pidana menurut Wirjono Proikjob
(2003:28) adalah sebagai berikut :

1) Adanya subjek tindak pidana;

2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;

3) Adanya sebab akibaC@usaal Verband);

4) Adanya unsur sifat melawan huku@nfechtmatigheid);

5) Adanya kesalahan

6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan subjek tindak p@asdalah subjek
hukum yang meliputi manusia maupun badan hukumnyadgerbuatan dari
tindak pidana mempunyai maksud adanya tindakan vyaglgs yang
mengakibatkan kerugian entah bagi orang lain, badd&um maupun negara.
Unsur sebab akibat mempunyai maksud bahwa adanybugian yang

menyebabkan dampak yang nyata bagi yang merasgikain) adanya unsur sifat
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melawan hukum mempunyai maksud bahwa perbuatagbtdrenelanggar suatu
norma yang ada dalam Undang - Undang. Unsur kemalatempunyai maksud
bahawa disini yang melakukan kesalahan dapat diksareksi dan tidaka ada
alasan pemaaf. Sedangkan unsur dapat dipertangguatgfan mengandung arti
bahwa perbuatan subjek tersebut bisa dipertanguabjen secara pidana bagi
seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan ruaswnsur tindak
pidana yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikordaun alasannya adalah
karena unsur yang dipaparkan sangat relevan dekasurs yang dikaji oleh
penulis. Selain itu menurut penulis adanya unsbalseakibat sangat penting
mengingat suatu akibat tidak akan terjadi tanpayalaebab.

Jika dikaitkan dengan kasus, maka unsur — unsudakirpidana yang
dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan unsastt tindak pidana diatas
sesuai dengan rumusan yang dikemuakan oleh Wirtnodjodikoro. Adapun
unsur — unsur tersebut meliputi adanya orang yaetakukan sebagai subjek
tindak pidana, adanya perbuatan yang dalam faktatisefleksikan dengan
perbuatan terdakwa menampar korban, adanya akdrag ditimbulkan yaitu
terdapat luka lebam yang diderita, adanya sifabma&h hukum dapat dibuktikan
bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam Undang — hnépddan yang terakhir

adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secaaglihgi terdakwa.

2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalasyanakat, dan ini
adalah salah satu bentuk konflik yang biasa terjdtkkerasan terhadap
perempuan dan anak merupakan tindakan yang marugi&rempuan maupun
anak baik secara fisik dan nonfisik.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yarasdy perselisihan
pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semuéidald serta merta disebut
sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Napaila konflik tersebut
berakibat pada suatu perbuatan yang terindikasiyadansur — unsur melawan
hukum maka perbuatan tersebut bisa dipertangguagjeam secara pidana,
misalnya perbuatan seorang ibu yang memukul anakayena alasan kesal

sehingga terdapat luka.
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Undang — Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengaapkiskerasan
Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 maka kekedsdam rumah tangga
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terpmampuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaka $isksual, psikologi, atau
penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-ha yengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuakubertindak, rasa tidak
percaya, atau penderitaan psikis berat pada sespotandang-Undang ini
merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk ngaitéerjadinya kekerasan
dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan d&®amah Tangga, dan
melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruarajgd
dibentuk tidak bertujuan untuk mendorong percetaian
sebagaimana sering dituduhkan orang namun Undadg#dn
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini josttujuan
untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang besraarb
harmonis dan sejahtera dengan mencegah segal&k hekierasan
sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku eesan
dalam Rumah Tangga (Mufidah, 2006:14).

Menurut Pasal 5 Undang — Undang Nomor 23 Tahun ZDé&dtang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disethdkara bentuk—bentuk
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatiéaa sakit, jatuh

sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo. Pasal 6);

2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuatukubertindak,
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikist [pada seseorang
(Pasal 5 jo. Pasal 7);

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yangpéepemaksaan
hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual deagantidak
wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubung&susak dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuententu (Pasal 5 jo.
Pasal 8), yang meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tert@dag yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
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b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seadany lthgkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan ksialedan atau
tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan measdant orang
dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukamgyberlaku
bagi yang bersangkutan atau karena persetujuarpatgnjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemelihakepada orang
tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiapngoraang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan carabatasi dan
atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dtduar rumah
sehingga korban berada di bawah kendali orangherg®asal 5 jo.
Pasal 9).

Pasal 2 ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahum ZDéntang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyakstema Lingkup
rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

a. Suami, isteri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dergang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungaah,d
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalamy ynenetap
dalam rumah tangga;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan npertam
rumah tangga tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalemah tangga
merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sgal@am lingkungan rumah
tangga secara melawan hukum yang berakibat timaybeyderitaan baik secara
fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah ganglan juga termasuk
didalamnya hal — hal yang mengakibatkan ketakutéangnya rasa percaya diri,
penderitaan psikis berat kepada seseorang. Penbtettsebut bisa dikenakan
pertanggungjawaban pidana bagi siapa saja melakysan

Jika dikaitkan dengan kasus ini maka perbuatarakevd yang merupakan
ibu tiri korban adalah suatu perbuatan kekerasdandaumah tangga karena

perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkup rumamgdanya sendiri, dan
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perbuatan tersebut menyebabkan atau berakibat fiade secara fisik dan
psikologis pada korban. Jika dilihat dari faktard@lam melakukan perbuatan
terdakwa berada dalam keadaan sengaja, maka ajdbagnbuatan terdakwa bisa

dikenai pertanggungjawaban pidana.

2.1.3. Unsur — Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika dilihat dari Bab | Ketentuan Umum Undang — &mgl Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan DalamatRUeangga, Pasal 1
angka 1 yang dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Taaggdah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuag, bgaakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sekgs#tologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuékukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaraeamélakum dalam lingkup
rumah tangga.

Unsur — Unsur yang ada dalam Undang — Undang N@®diahun

2004 Pasal 1 angka 1 tersebut adalah sebagi béMaufidah,

2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;

2. Berakibat kesengsaraan, penderiataan secara fs&ksual,
psikologis, dan penelantaran rumah tangga;

3. Secara melawan hukum;

4. Dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hal ini yang dimaksud setiap perbuatan saegoaalalah perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukdanmddéingkup rumah tangga
atau dilakukan kepada salah satu anggota keluaagamyka dapat dikatakan hal
ini berkaitan dengan subjek hukum. Mengenai Maksdari berakibat
kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mentahi dislalah perbuatan yang
dilakukan tersebut berakibat bagi korbannya sedaka memar, tidak bisa
bekerja karena sakit yang diderita sakit mentat, ydang lainnya.

Melawan hukum disini mempunyai maksud bahwa dala&mbymtannya
seseorang dikenakan pidana karena perbuatan terselaln diatur dalam
Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyainggaagjawaban pidana.
Mengenai unsur dalam lingkup rumah tangga disinmményai maksud bahwa

setiap prilaku yang dilakukan oleh orang siapa $ak itu laki-laki maupun
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perempuan, tua ataupun muda, masih keluarga, ggasgudara majikan, teman
dan sebagainya yang berada dalam lingkup rumalyaategsebut.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannsur—unsur yang
ada dalam kekerasan rumah tangga adalah :

a. Setiap perbuatan;

b. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisilsual, psikologis,

dan penelantaran rumah tangga;

c. Secara melawan hukum;

d. Dalam lingkup rumah tangga.

Adapun unsur — unsur diatas jika dikaitkan dengasuk adalah sudah
terpenuhi, karena dalam kasus ini terdapat suatwptan yang dilakukan oleh
terdakwa dalam lingkup rumah tangganya sendiri yaagpkibat penderitaan
secara fisik dan psikologis. Adapun perbuatan tevdayang dilakukan secara
melawan hukum disini bisa diartikan bahwasannyayman terdakwa diatur
dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasahy&t (1) Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ungkufimumah tangga jika
dikaitkan dengan kasus menurut penulis sudah tatpedarena sesuai dengan
pengertian dari lingkup rumah tangga menurut Passlat (1) Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeras@mCRumah Tangga
adalah :

a. Suami, isteri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dergang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungaah,d
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalamy ynenetap
dalam rumah tangga;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan nperdstam
rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Roofemukul Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo meakan suatu perbuatan yang
dilakukan didalam lingkup rumah tangga, karenaranttartati Binti Abdul Rouf
dengan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradurnomo terdapat hubungan

keluarga hasil dari perkawinan. Selain itu mengenulis Enny Purwatiningtias
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Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan anak tiari Hartati Binti Abdul

Rouf, maka unsur lingkup rumah tangga sudah tetgenu

2.1.4. Unsur — Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan

Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menBakweepada
terdakwa dengan 2 (dua) pasal sekaligus denganadakyang bersifat alternatif,
karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum masih @e&ngan perbuatan
terdakwa. Adapun pasal-pasal yang didakwakan kejgadakwa adalah sebagai
berikut :

1. Dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatudidaicam dengan pidana
dalam Pasal 44 ayat (1) Undang — Undang Repubtilloriesia Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamhRliar@gga yang
berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuataketasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalaal Bdsuruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahan denda paling banyak
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Adapmsur—unsurnya adalah
sebagai berikut :

a. Adanya subjek tindak pidana

b. Adanya perbuatan dari tindak pidana
c. Adanya sebab akibat

d. Adanya sifat melawan hukum

e. Adanya kesalahan

f. Adanya pertanggungjawaban pidana

2. Dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur @dencain dengan pidana
dalam Pasal 80 ayat (1) Undang — Undang Repubtilloriesia Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbseagai berikut :
“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerastau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, diptkangan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/aenda paling banyak Rp
72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Adapunsur — unsurnya
adalah sebagai berikut :

a. Adanya subjek tindak pidana
b. Adanya perbuatan dari tindak pidana
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c. Adanya sebab akibat
d. Adanya sifat melawan hukum
e. Adanya kesalahan

f. Adanya pertanggungjawaban pidana

2.2.Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan
2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yamg kiaga dan
dipertahankan secara mantap oleh Jaksa PenuntutmUnSwrat dakwaan
merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan penaaiksli sidang pengadilan
dan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalammi&yawarah untuk
mengambil putusan.

Pengertian surat dakwaan menurut Ansorie Sabua®0(121)
adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana vatekwakan
terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yangkddari hasil
penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di dejomg
pengadilan.

Dari pengertian surat dakwaan diatas mempunyai mtakshwa dalam
penyusunannya harus sesuai dengan unsur — undek foidana yang dilakukan
oleh terdakwa karena surat dakwaan merupakan dag#« menjatuhkan putusan
dalam proses peradilan pidana. Pembuatan suratagakiersebut diperoleh atas
dasar adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihakgyberwenang dan
kemudian menarik kesimpulan tentang tindak pidapa yang dilakukan oleh
terdakwa.

Dengan demikian yang dimaksud surat dakwaan adalatu surat yang
memuat perumusan tentang tindak pidana yang didakw&epada terdakwa
dengan berisikan identitas terdakwa, waktu, terdpgakukan tindak pidana, dan
dalam perumusan tersebut harus dilakukan secaraatejelas, dan lengkap
sesuai yang disyaratkan dalam Undang — Undang itenk@engan tindak pidana
yang dilakukan, dakwaan dan alat bukti, serta tantipidananya. Kecermatan
dan kejelasan dalam pembuatan surat dakwaan mesgjsuitu yang penting bagi
seorang Jaksa Penuntut Umum. Peranan surat dakmem@empati posisi sentral
dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilarsekaligus membatasi ruang

lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampkemahiran dan kejelian



18

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaagatindak pidana yang
dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pgab Undang - Undang
Hukum Pidana dan pasal — pasal lain yang mengandisigy pidana. Selain itu
peran dari surat dakwaan adalah sebagai pertimbadtaieim dalam menjatuhkan
putusan yang sesuai dengan tindak pidana yanguédakoleh terdakwa.

Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapamimakan
perkara yang diputus bebas atau lepas dari sagaiatan hukum.
Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa Hhyéu
berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaandi(An
Hamzah, 2005:163).

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa apahkilam penyusunan surat
dakwaan terdapat kekeliruan yang berupa ketidalat@amnmmaka terdapat akibat
hukum. Akibat hukumnya bisa berbentuk perkara ydipgtus bebas atau lepas
dari segala tuntutan. Selain adanya akibat hukusebat terdapat akibat lain
yang ditimbulkan yang berkaitan dengan upaya petdukialam surta dakwaan.

Kecermatan dan kejelasan seorang Jaksa PenuntutmUmialam
menuliskan dan menjabarkan dakwaannya menjadi éating disini, karena
dalam hal ini merupakan salah satu dasar pertingrahgkim dalam menjatuhkan
pidana. Kecermatan dan kejelasan mengenai tindtlopiyang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum dalam membuat suatu surat dakdiatur dalam pasal
143 ayat (2) huruf b Kitab Undang — Undang HukunaracPidana.

2.2.2. Syarat — Syarat Surat Dakwaan
Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat sdsagian Pasal 143
ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidaaagymenyebutkan bahwa
surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatarsgata berisi :
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal ,|gbmis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaangka,;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengemakipidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpaakipidana itu
dilakukan.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:122) surat dakwaanushar
memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayéitéb
Undang - Undang Hukum Acara Pidana Yaitu :
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a. Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebuti@na
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahirjsetelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaantka.

b. Syarat material, Dalam surat dakwaan harus beniaian
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanag ya
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tipdddna
dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakpenuntut
umum harus bersifat cermat atau teliti terutanmy\lzerkaitan dengan penerapan
peraturan perundang - undangan yang berlaku, et terjadi kekurangan dan
atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya swativdan atau unsur - unsur
dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara taengenai hal - hal sebagai
berikut :

a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan ngalasurat
pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undaogubh Acara
Pidana);

b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nehisidem atau
kadaluwarsa;

c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ddipgrtanggung-
jawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum &€adana);

d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Wntadak pidana
yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan perayafatmil dan
materiil seperti yang ada dalam berkas perkard pesyidikan;

e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembudaP,
tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum |(FaGaKitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakywenuntut
umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tinddénpi atau delik yang
didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsumsur delik harus dapat
dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian faktduatan yang dilakukan
oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian ungasur atau pengertian yuridis
tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam Ipgaiag didakwakan harus
dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentula fa&tbuatan atau perbuatan

materiil yang dilakukan oleh terdakwa.
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Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan inasyasyarat material
dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermatutang jelas. Hal ini dapat
dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaeguliskan tuntutan bukan
mengandung unsur pidana yaitu menuntut dengan Bdsakat (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungark Ateaitu saja dalam hal
ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kuralag jgang mengakibatkan

syarat materialnya tidak terpenuhi.

2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ktiderdapat
ketentuan atau pasal - pasal yang mengatur teritantyk dan susunan surat
dakwaan. Sehingga dalam praktik penuntutan, masimgsing Jaksa Penuntut
Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnyatsdipgngaruhi oleh
strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalamidrik pnasing - masing.

Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberagduk surat
dakwaan, antara lain sebagai berikut (Hari Sasarig#@6:115) :
a.Dakwaan Tunggal
b. Dakwaan Alternatif
c. Dakwaan Subsider
d. Dakwaan Kumulatif
e.Dakwaan Kombinasi

Ad.a. Dakwaan tunggal memiliki pengertian bahwawdennya hanya
satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunaebila berdasarkan hasil
penelitian terhadap materi perkara hanya satu kiqmdana saja yang dapat
didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikeatu perbuatan saja,
tanpa diikuti dengan dakwaan - dakwaan lain. Damaemyusun surat dakwaan
tersebut tidak terdapat kemungkinan yang bersitatratif, atau kemungkinan
untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai perigga) maupun
kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkomibi@astindak pidana
dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaarapait dlikatakan sederhana,
yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhndgtam pembuktian dan
penerapan hukumnya.

Ad.b. Dakwaan yang berbentuk alternatif mempunyengertian bahwa
dalam dakwaan tersusun dari beberapa tindak piglang didakwakan antara

tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yaag bersifat saling
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mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa didaketah dari satu tindak

pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwatgsadak pidana saja. Biasanya
dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasdinmbangan penggunaan
dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umumnbefakin benar tentang

kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkada tindak pidana tersebut,
maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dikwaan digunakanlah

bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demildgpergunakan dalam hal
antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengaalikkasi tindak pidana yang

lain menunjukkan corak atau ciri yang sama ataupiabersamaan misalnya,
pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelg@anbunuhan atau

penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagafkdeapun ciri khusus

dalam dakwaan ini adalah Jaksa menggunakan katausaiatau”.

Ad.c. Pengertian dari dakwaan yang berbentuk sabsidalah dakwaan
yang dipergunakan apabila suatu akibat yang ditikalou oleh suatu tindak
pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketenpidana. Keadaan
demikian dapat menimbulkan keraguan pada JaksanBernuUmum, baik
mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun meagepasal yang
dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwasatu tindak pidana saja,
oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memilih untekyasun dakwaan yang
berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang dimndengan pidana pokok
terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindin@ yang diancam dengan
pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnyangekuensi pembuktiannya,
jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaarbgelga tidak perlu dibuktikan
lagi. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat raphetindak pidana, tetapi
yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindd&ra yang didakwakan itu.

Ad.d. Dakwaan kumulatif mempunyai maksud bahwa a@elw ini
dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yangkukela beberapa tindak
pidana atau beberapa orang yang melakukan satktpidana. Dalam dakwaan
ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidanalggls. Biasanya dakwaan
akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan duaedarusnya. Jadi, dakwaan

ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasikbaimulasi perbuatan maupun
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kumulasi pelakunya. Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal sekaligus
dengan menerapkan kata sambung “dan”.

Ad.e. Dakwaan kombinasi mempunyai pengertian babevauk dakwaan
ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dendakwaan alternatif
ataupun dakwaan subsidiair. Berdasarkan pada hEbdmntuk surat dakwaan
yang dipaparkan oleh Sasangka maka dalam putusadapat disimpulkan
bahwasannya yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Urdalam surat
dakwaannya adalah berbentuk alternatif, hal iniabidilihat pada surat
dakwaannya yang disana memuat kata “atau”, darirfiguga patut diketahui
bahwasannya kata atau merupakan ciri khas dari amkwang bersifat alternatif.
Selain itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum menggonaurat dakwaan
berbentuk alternatif ini adalah karena Jaksa megygmgm perbuatan terdakwa
masih ragu — ragu dan belum jelas tentang kuadifidan pasal yang diterapkan
dalam surat dakwaannya.

2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan
2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana membeiianr pengertian
Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dantd Pasal 13. Di dalam
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dapatrditean perincian tugas
penuntutan yang dilakukan oleh seorang jaksa.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana membedakan

pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan PenUmwim

dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntui pedtara

(Andi Hamzah 2005:71). Di dalam Pasal 1 butir @glitskan hal

itu sebagai berikut:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang olemgrgadang
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum sertaaksalnakan
putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuaitsoinin
tetap;

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenand ole
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut diatas, maka dapatikdkasimpulan bahwa
pengertian “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, ggdan“Penuntut Umum”
menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsiomlg diangkat dan

diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukaragugenuntutan, jaksa
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bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakierdasarkan alat bukti

yang sah serta demi keadilan dan kebenaran bekdasKetuhanan Yang Maha

Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 3aksntiasa bertindak

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keaganiamopanan dan

kesusilaan serta wajib menggali nilai - nilai kemmsinan hukum dan keadilan
yang hidup dalam masyarakat (Penjelasan Pasal 8igndUndang No.16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkenurut Undang —

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ripuiolonesia mengenai

pengertian Jaksa (Pasal 1 angka 1) dan PenuntumUfasal 1 angka 2) sebagai

berikut :

a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewgobeh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap t&trta wewenang
lain berdasarkan undang-undang.

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenany Gdledang-Undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakaatppan hakim.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Jaksa Penuntuin adalah
pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UndandJndang untuk
melakukan penuntutan, melaksanakan putusan peageaatéu penetapan Hakim
dan wewenang lainnya. Penuntutan menurut Pasabkaan Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan Penuftotum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negewy ymrwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undandengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidaerggpdilan.

Pasal 2 Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2004 Teriajaksaan,
menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan selain sdbagzaga yang melakukan
penetapan Hakim juga mempunyai kedudukan sebagkube

a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalandang-
Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga petabrigang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntstata
kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

b. Kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka;
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c. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan Ja&santut Umum
adalah sebagai lembaga pemerintah yang melakukarasa@an Negara dibidang
penuntutan yang dilakukan secara merdeka dan tidplsahkan. Secara merdeka
maksudnya dalam penuntutannya tidak ada intervelasi pihak manapun
termasuk pemerintah. Kedudukan Jaksa Penuntut Udalam kasus ini adalah
sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenatgk melakukan
penuntutan kepada subjek hukum yang dianggap niedakiindak pidana secara
merdeka dan tidak terpisahkan, maksudnya dalam npetamnya tidak ada

intervensi atau campur tangan dari pihak manapuametguk pemerintah.

2.3.2. Azas — Azas Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang Jaksa Penuntut Umungasebiat
pemerintah untuk melakukan penuntutan, maka dalarkuid Acara Pidana
dikenal asas — asas penuntutan. Asas penuntutailimggap penting dan harus
diperhatikan pada saat seorang Jaksa Penuntut Ummetakukan tugas
penuntutan.

Bahwa Penuntut Umum adalah alat pemerintah yangudses
melakukan penuntutan terhadap seserang atau ba#tamhyang
dianggap melakukan tindak pidana, dimana dalam aterian
tugas penuntutan ini menganut 2 (dua) azas yaitui (Bhsangka,
1996:109) :

a. Asas legalitas

b. Asas oportunitas

Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutannya menggunaksas
oportunitas, adapun maksudnya adalah penuntut undaikndiharuskan menuntut
seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jedtekukan suatu tindak
pidana yang dapat dihnukum. Menurut asas ini, JBesaintut Umum tidak wajib
menuntut seseorang yang melakukan suatu tindakngidgka menurut
pertimbangannya apabila orang tersebut dituntun akerugikan kepentingan
umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yatakaokan tindak pidana
dapat tidak dituntut. Sedangkan yang dimaksud Aegalitas adalah Penuntut
Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggdup alasan bahwa

yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hulkiémurut asas ini, Jaksa
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Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang dida&lah melakukan tindak
pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakawadak sesuai
dengan azas legalitas, dimana dalam perkara insaJdkenuntut Umum
beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuataraktiq@idana yang
disesuaikan dengan fakta — fakta dari penyidik.aBat dari tindakan penyidik
maka dalam hal ini jaksa melakukan penuntutan tiEghaterdakwa karena

menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukduatmn pidana.

2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perka Pidana

Apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang suddédsasemaka
Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putésdusan Pengadilan
dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu ju@ga g@ada hari lain yang
sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Unerdakwa, dan atau
Penasihat Hukum (Pasal 182 ayat (8) Kitab Undardndang Hukum Acara
Pidana).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup maka Haldngadakan
musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan gabika perlu
musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksnadieat
Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan rusidgng
(R. Soeroso, 2009:134).

Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (33Kiindang — Undang
Hukum Acara Pidana bahwa dalam musyawarah KetuainHakMajelis
mengajukan pertanyaan. Adapun dalam hal membepkaanyaan dimulai dari
Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua sedangfang terakhir
mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua maj@tissemua pendapat
harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputitsan
didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesusjutemoukti
dalam sidang pengadilan (Pasal 191 Kitab Undangnealdg
Hukum Acara Pidana). Putusan pengadilan hanya samh d
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan didasaang
terbuka untuk umum (R. Soeroso, 2009:134).

Maksud yang ingin dikemukakan oleh Soeroso dalaripé&un diatas
adalah bahwa suatu putusan yang dibuat oleh sedtakign harus berdasarkan
pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Perumiuin sebagai pejabat yang
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mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Selain litlasarkan pada surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pengucapannya pugusan harus
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum aghrdan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

A. Pengertian Putusan Pengadilan

Sebelum membicarakan putusan akhir perlu kita keté#lahwa pada
waktu Hakim menerima suatu perkara dari Penuntututdrndapat diterima,
Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputaddmr (vonis) tetapi
merupakan ketetapan. Putusan merupakan suatu feanygang dikemukakan
oleh Hakim pada saat proses pemeriksaan dianggégsage pada saat
pengucapannya harus dilakukan secara terbuka unukn.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara PidansaPa& angka 11
menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah peanyld&kim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat bgrepadanaan atau bebas atau
lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal sertammtecara yang diatur dalam
Undang - Undang ini. Maksudnya dalam memberikaugan seorang Hakim
harus mengacu pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Unddmglang Hukum Acara
Pidana mengenai putusan pemidanaannya.

M. Yahya Harahap (2002:49), menyatakan bahwa Puothiskim

adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagalbgieyang

diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dantujpn

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atagke&a antara
para pihak.

Maksud dari uraian pengertian yang dikemukakan dahya Harahap
adalah bahwa suatu putusan tersebut harus dibelatHakim yang mempunyai
wewenang untuk memutuskan suatu perkara antaragiaai yang bertujuan
untuk mengakhirinya atau menyelesaikannya. Peragatdersebut harus
diucapkan dimuka umum, apabila dalam penjatuhanspanya masih tidak ada
keseragaman antara majelis Hakim maka musyawardtmgus dilakukan untuk
mencapai mufakat.

Ansorie Sabuan (1990:193), memberi batasan Putisagadilan

adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidangadilan

yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dangaieniri
perkara perdata.
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Sedangkan pengertian putusan menurut Ansorie Salbuampunyai
maksud bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataang Hakim yang
bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata ydiagami pihak yang
berperkara pada siding pengadilan yang dibuka umtakm. Pernyataan seorang
Hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tet@mgenai penetapan
hukumnya karena Hakim mempunyai wewenang untuk amemkan suatu
putusan.

Harun M. Husein (1994:57), Merumuskan bahwa Kepmrnus

Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suaises perkara

dan Putusan Hakim itu disebut vonnis yang menuesimpulan-

kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim sememuat
akibat-akibatnya.

Maksud Keputusan Hakim menurut Harun M. Husain @dauatu vonis
yang didasarkan atas pertimbangan — pertimbangajatimnya proses peradilan
yang disertai dengan akibat — akibatnya misalnggadakan dipidana, dibebaskan
atau lepas dari segala tuntutan. Akte penutup batsgiga berisi mengenai
dakwaan, tuntutan pidana dan pasal peraturan Pamgnéd Undangan yang
menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengepiainsan menurut M.
Yahya Harahap karena putusan hanya dapat dibuatHakim yang mempunyai
wewenang untuk menetapkan putusan baik berupa peaad, bebas maupun
lepas. Jadi putusan Hakim adalah suatu pernyata&imHsebagai pejabat yang
berwenang yang diucapkan dalam persidangan sqietales peradilan berakhir,
dimana pernyataan tersebut di dasarkan pada spgerbuktian yang ada dalam
proses persidangan. Putusan Hakim tersebut bisgpdgemidanaan, bebas atau

lepas dari segala tuntutan.

B. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana
Putusan Pengadilan merupakan suatu produk hukumn diaasilkan atau
dibuat oleh seorang Hakim dengan melihat pertimdang pertimbangannya.
Putusan Pengadilan sangat penting dalam sistemnhwdaara pidana karena
dengan adanya putusan ini seseorang akan dipuaksiapersalah ataukah tidak

bersalah.
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Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknyandlkdua jenis
Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:195)

1. Jenis putusan yang bersifat formil

2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Adapun jenis putusan yang bersifat formil adalatu®an Pengadilan ynag
bukan merupakan putusan akhir, yaitu :

a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangepgaalilan untuk

memeriksa suatu perkara, Pasal 148 ayat (1) Kitatlablg - Undang
Hukum Acara Pidana. Contoh, perkara yang diajukéeh gaksa
penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengaditany
bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.

b. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan JaksatBt Umum

batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - bgddukum Acara
Pidana, dalam hal ini misalnya surat dakwaan J&eaintut Umum
tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang ddmg Hukum
Acara Pidana yaitu tidak dicantumkannya waktu damp@at tindak
pidana dilakukan didalam surat dakwaan.

c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Patsantut Umum

tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 &/pKitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, perkara yaagikan oleh
Jaksa Penuntut Umum sudah daluarsa, perkara yamgnhgan syarat
aduan, penuntutan seorang penerbit yang telah mdreyarat Pasal
61 dan 62 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perketnakarena ada

perselisiharprejudisel (perselisihan kewenangan).

Jadi putusan yang sifatnya formil diberikan kardidalam perkara yang
bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih ldatadanya putusan dari
Hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzimagdagaimana yang diatur
dalam Pasal 284 Kitab Undang - Undang Hukum Acadara. Sedangkan
putusan yang bersifat materiil atau jenis PutusangRdilan yang merupakan

putusan akhir, adapun macamnya adalah sebagauberik
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a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan ddvada
(vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana.

b. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dgalaséuntutan
hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - bigddukum
Acara Pidana.

c. Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 133(By&itab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Ad a. Dalam praktik putusan bebas yang lazim disphtusanacquittal,
yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terlmsdcara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana atau dapat juga disebdakeva tidak dijatuhi pidana”.
Jadi putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putbsdas atau dinyatakan bebas
dari tuntutan hukum(vrijspraak) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa
diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutkmrhudalam arti dibebaskan
dari pemidanaan.

Ad b. Sedang putusan lepas dari segala tuntutannmnslag van recht
vervolging) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undangndahg Hukum
Acara Pidana. Pada putusan jenis ini dapat disebutktahwa apa yang
didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwaktérbecara sah dan
meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidakat dipidana oleh
karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakedakipidana.

Ad c. Mengenai putusan pemidanaan pada hakikatmyesg@n pemidanaan
merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintabad@ terdakwa untuk
menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukarsgsuai dengan amar
putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemmdaaka Hakim telah
yakin berdasarkan alat - alat bukti yang sah switta - fakta di persidangan
bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana datat dakwaan.

Kekuasaan mengadili yang biasanya disebut juga ktenpi ada 2 (dua)
macam, yaitu :

a. Kompetensi mutlak, yaitu kekuasaan atau kewenarmgadasarkan

peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mkiigtd butie
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van rechtsmacht) kepada satu macam pengadilan (pengadilan negeri)
bukan pada pengadilan lain.

b. Kompetensi relative, yaitu kekuasaan atau kewemarmmdasarkan
peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mikngad
(distributie van rechtsmacht) diantara satu macam (pengadilan -
pengadilan negeri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis putusan adaug)(d/aitu putusan
yang bersifat formal dan putusan yang bersifat naitelika dikaitkan dengan
kasus maka, jenis putusan yang dijatuhkan bersigériil karena Majelis Hakim
menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadakveadserta Majelis Hakim
memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani hakuaias perbuatan yang
dilakukannya.

2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman
2.5.1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan sosok penting dalam proses peradikk dalam
perkara pidana, perdata maupun dalam perkara t#haunegara. Pada masa
sekarang ini, masalah yang muncul dalam lingkungagsyarakat adalah masalah
- masalah yang berkaitan dengan proses penegakamhdi Indonesia. Dalam
kaitan ini, UUD 1945 telah mengatur mengenai mas#lekuasaan Kehakiman
yang dirumuskan di dalam Pasal 24 dan Pasal 25ndgndaindang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan kedudukan dan peran Hakim diaBiany
Negeri dalam penegakan hukum, Hakim mempunyai tutzas
wewenang yang secara normatif dapat dilihat dalamladg -
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ketaaki
(Soedirdjo, 1985:43)

Lembaga peradilan ini tidak akan berarti tanpa @aasan Hakim sebab
putusan ini menjadi rujukan mencari keadilan dalaenyelesaikan perselisihan
antara pihak yang satu dengan pihak lainnya karerapakan pencerminan nilai
dan rasa keadilan, kebenaran hakiki dan penghamistk asasi manusia. Hakim
adalah profesi yang mulia, oleh sebab itu banyaig yaengatakan Hakim adalah
wakil tuhan di dunia bagi para pencari keadilan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang salah tegas
utamanya adalah menegakkan keadilan, maka dalaimp set
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putusannya seorang Hakim tidak harus berpedomaa yradbng -
undang saja tetapi juga harus sesuai hati nurang yalus.
(Soedirdjo, 1985:45)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal tkan8
menerangkan bahwasannya yang dinamakan Hakim agedbat peradilan
negara yang diberi wewenang oleh undang-undand unangadili. Sedangkan
dalam Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasahgkaa5 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan Hakim adalahnHakda Mahkamah
Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berdd bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan PeradilanmAgalingkungan Peradilan
Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negaray #kakim pada Pengadilan
Khusus yang berada dalam lingkungan peratiliesebut.

Dengan demikian yang dinamakan Hakim adalah PeRdyatdilan Negara
baik dalam Hakim Mahkamah Agung, Hakim dalam PémadUmum, Hakim
Peradilan Agama, Hakim Peradilan Militer, Hakim &#lan Tat Usaha Negara
dan Hakim Peradilan Khusus yang diberi kewenandah dndang — Undang
untuk mengadili.

2.5.2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yantdgelkae untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukonkehdilan berdasarkan
Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Rlepudionesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indanddenurut Pasal 1
angka 2 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentdekuasaan
Kehakiman maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Kosstdadalah pelaku
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalanangddndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rusli Muhammad (2006:42) menyatakan dalam Undabgdang
Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Ka&oa
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum da
keadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Paaalgka 1 yang
berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaajafdeyang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunaegaé&kan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Unddndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”
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Menyelenggarakan peradilan maksudnya adalah pamagiang berada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkan§&radilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan PeradilTata Usaha Negara, dan
Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalagkungan peradilan
tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1&ldhg — Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memyatdahwa
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MalakeAgung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungamadilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilahitdj lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kastit

2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana
2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses dalam persidasigaana dalam
proses tersebut terdapat beberapa teori yang diigahakan sesuai dengan
kebutuhannya masing — masing. Berkaitan dengareprpembuktian terseburt,
dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengeeidgang pembuktian dengan
disertai beberapa bentuk teori yang dianut dalakuimuacara pidana yang ada di
Indonesia.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186) pembuktian adalah
menunjukkan hal — hal yang dapat ditangkap oleltgiadera dan
mengutamakan hal — hal tersebut, dan berfikir selcayika.

Maksud dari kutipan diatas adalah bahwa pembukta@rupakan
pembenaran mengenai adanya tindakan yang dilakolemsubjek hukum atas
segala perbuatan yang dilarang diperkuat denganyadalat bukti yang sah
menurut ketentuan Perundang — Undangan yaitu sdengan Pasal 184 ayat (1)
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sertanfgsgian — kesimpulan lain
dari Hakim. Kesimpulan — kesimpulan tersebut bisgupa keadaan yang
memberatkan maupun yang meringankan serta dengamggale adanya
penetapan lain mengenai perkara yang sama yangoltipedalam suatu proses
peradilan pidana.

Andi Hamzah (2005:243) menyatakan bahwa Pembukisgam
perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalamrperserdata.
Dalam hukum acara pidana itu pembuktian bertujuan :

a) Bertujuan mencari kebenaran material,
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b) Hakimnya bersifat pasif.
c) Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi,rketgan ahli,
surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Tujuan dari sistem pembuktian yang dimaksud oleliAfamzah yang
berkaitan dengan mencari kebenaran materiil adslaiwa dalam mencari
kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran segdingkan Hakim bersifat
pasif mempunyai maksud bahwa Hakim dituntut untidadapatkan bukti yang
cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa siteersalah dengan cara
menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Pertutdmum maupun oleh
terdakwa atau Kuasa Hukumnya. Sedangkan berka#gagath alat bukti yang
digunakan harus sesuai dalam Pasal 184 ayat (4 Kihdang - Undang Hukum
Acara Pidana.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri @annbuktian oleh
Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa Rémasehat Hukum dan
Pemeriksaan pada Terdakwa. Dasar hukum tentangoydian dalam hukum
acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 Kitab gnddandang Hukum Acara
Pidana.

Menurut Andi Hamzah (2005:45) dalam hukum acaraarnmad

dikenal ada empat (4) teori pembuktian yaitu :

a. Sistem pembuktian keyakinan Hakim belakngt gemoed lijke
overtuinging, conviction intime),

b. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secasi#ifpo
(positief wettwlijke bewijs theorie).

c. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secagatihe
(negatief wettwlijke bewijs theorie),

d. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim al@san
yang logis (aconviction raisonnee).

Istilah sistem pembuktian dengan berdasar padakkeya Hakim belaka
mempunyai maksud bahwa Pemidanaan tanpa didaseskada alat - alat bukti
dalam Undang - Undang, karena aliran ini didasarkamata - mata atas
keyakinan Hakim belaka dan tidak terikat kepadaraatu- aturan tentang
pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kephidakkanaan sehingga ada
anggapan Hakim bersifat subjektif. Dalam sistem Ipgktian ini keyakinan
belaka dalam menentukan apakah keadaan harus d@atejgh terbukti.

Sistem pembuktian menurut Undang — Undang secarsitifpani

mempunyai maksud bahwa apabila alat - alat buldalsuwdipakai secara yang
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ditetapkan Undang - Undang maka Hakim harus mekatafkeadaan sudah
terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahyemg harus dianggap
terbukti itu tidak benar. Hakim tetap menyatakamddkwa tidak terbukti,
walaupun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa terdakwamelakukan tindak
pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kebeadasarkan kekuatan
ketentuan Perundang - Undangan pidana yang telaketmklumnya (Pasal 1 ayat
(1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana).

Sistem pembuktian menurut Undang — Undang secaatih@erpaduan
antara sistem pembuktian menurut Undang - Undangraepositif dan sistem
pembuktian keyakinan Hakim belaka, sistem pembuokhamempunyai maksud
bahwa “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentakein keyakinan Hakim yang
didasarkan pada cara dan dengan alat - alat bakty yah menurut undang -
undang”. Sedangkan sistem pembuktian berdasarkayakikean Hakim
mempunyai pengertian bahwa Hakim dapat memutuskeseosang bersalah
berdasarkan keyakinannya. Keyakinan itu didasarkepada dasar — dasar
pembuktian dengan disertai suatu kesimpulan yandarmaskan peraturan
pembuktian tertentu.

Berkaitan dengan sistem pembuktian diatas makakumamecahkan
permasalahan dalam kasus ini adalah menggunak@mspembuktian menurut
Undang — Undang secara negatif. Adapun alasan yarglasari adalah bahwa
dalam pembuktiannya didasarkan dalam pada caralelagan alat — alat bukti
yang sah menurut Undang — Undang dengan disereyadkeyakinan dari
seorang Hakim.

2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang - Undang HukumAcara

Pidana

Hukum acara pidana Indonesia mengenal 4 (empagnsipembuktian,
dimana antara sistem pembuktian yang satu denga@nsypembuktian yang lain
sangat berbeda. Dalam bab ini akan dibahas meng&tam pembuktian yang
dipakai dalam Kitab Undang - Undang Hukum AcaraR&

Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidaeaunjukkan
bahwa hukum acara pidana positif Indonesia mengastem pembuktian negatif

(Negatief Bewijstheorie) atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarka
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Undang - Undang secara negdhiegatief Wettelijke). Adapun alasannya adalah
karena dalam penerapannya Kitab Undang - Undangitdukcara Pidana lebih
menggunakan cara dan alat — alat bukti yang bedattan Undang — Undang
serta dipadukan dengan keyakinan Hakim.

Menurut Pasal 184 ayat (1) kitab Undang — Undariguiimuacara pidana
tersebut alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Penyebutan alat bukti menurut urutan sebagaimardaget di dalam
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menimbulkacenderungan
beberapa kalangan untuk menganggap bahwa alat yangi satu lebih penting
daripada alat bukti yang lain. Keterangan sak®hamberada pada urutan pertama
dinilai sebagai mutlak perlu ada. Hal ini adalalsdtehan pemahaman karena
tidak demikianlah yang dimaksudkan oleh Kitab Urglatundang Hukum Acara
Pidana.

Dari 5 (lima) macam alat bukti yang disebutkan dRaisal 184
ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidanasing-
masing dijelaskan secara cukup jelas pengertiadalgan pasal-
pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang - Unddaogum

Acara Pidana. Dari semua alat bukti tersebut, selegji,

keterangan saksi merupakan alat bukti yang menanikik

kembali disoroti. (Andi Hamzah, 2005:249)

Berdasarkan pada kutipan yang dikemukakan oleh AHdmzah
mempunyai maksud bahwa alat bukti saksi merupakainbakti yang utama
dalam proses peradilan pidana di Indonesia dibgkdim dengan alat — alat bukti
lain. Adapun alasannya adalah urutan posisi yangemeatkan alat bukti
keterangan saksi di urutan pertama, namun dalaral B#% ayat (2) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana pada intinya yatakan bahwa
keterangan seorang saksi saja tidak cukup untukbuktikan seorang terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakaadenya.
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Uraian diatas menyimpulkan bahwasannya dalam Kitadbang - Undang
Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian aetwgatif karena dalam
pembuktian berdasarkan Undang - Undang. Selairabarklan Undang — Undang
pembuktian dalam sistem ini juga menggunakan kewakihakim sebagai

pedoman pembuktiannya.

2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang — Undang Nomor 23 Tan 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika dalam sub bab sebelumnya kita membicarakatartgnsistem
pembuktian yang digunakan dalam Kitab Undang — dgddukum Acara Pidana
maka dalam sub bab ini kita akan membahas tentatgrs pembuktian yang
digunakan dalam Undang — Undang Nomor 23 Tahun Z@ddang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kita ketahui bahwgsaantara satu Undang
— Undang dengan Undang - Undang lain tentulah mgéerg dibahas berbeda,
maka sistem pembuktiannyapun antara Undang — Unglamg satu dengan yang
lain pasti berbeda.

Menurut Andi Hamzah (2005:249) HIR maupun Kitab &ng -
Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem ataui teor
pembuktian berdasarkan Undang — Undang negatif. tétakbut
dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang - asigdHukum
Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh mtrjaan
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekura
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolebkiagn bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan balesdakwalah
yang bersalah melakukannya”.

Dalam kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian hdidgsarkan pada
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu bhigkti yang sah tersebut
dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acatarfa. Selain didasarkan
pada adanya alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Unddogdang Hukum Acara
Pidana dalam pembuktiannya harus disertai dengaakkean Hakim yang
diperoleh dari alat — alat bukti tersebut. Adaplat bukti yang dapat digunakan
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surayngek dan keterangan
terdakwa.

Sebelum Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
diberlakukan ketentuan lain juga menyatakan hafysama yaitu
dalam Pasal 6 ayat 2 Undang — Undang Tentang PolRukok
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikiitidak
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seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apapdagadilan
karena alat pembuktian yang sah menurut Undddigdang,
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dipngbepat
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatandidakwakan
atas dirinya” (Andi Hamzah , 2005:249).

Andi Hamzah menyatakan bahwa seseorang yang didugjakukan
tindak pidana tidak bisa dijatuhi pidana begituasdarena dalam melakukan
penjatuhan pidana harus sesuai dengan alat bukgi yah dan Hakim meyakini
bahwa subjek hukum tersebut mampu bertanggungjaiabgenai alat bukti
yang sah yang dapat digunakan adalah sesuai détegai 184 ayat (1) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang antara Keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tevdak

Sistem pembuktian yang dianut dalam Undang — Undlaorgor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumalydamgadalah sesuai
dengan Pasal 55 yanng berbunyi “ Sebagai salah alatubukti yang sah,
keterangan seorang saksi korban saja sudah cuku orembuktikan bahwa
terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatubakti yang sah lainnya”.
Pada Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa satu akdt $aja cukup untuk
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, nadmlam kelanjutannya
menyatakan bahwa apabila disertai dengan satubaldi yang sah lainnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalamesmsipembuktian yang
berdasarkan Pasal 55 tersebut satu saksi harutadidengan satu (1) alat bukti
lain untuk membuat terdakwa terbukti bersalah adangan kata lain disini
menggunakan dua (2) alat bukti.

Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 TgrRenghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menganut atau andrb sistem
pembuktian yang ada dalam Kitab Undang - UndanguHuRcara Pidana maka
sistem yang digunakan adalah sistem pembuktiarabarkan Undang - Undang
secara negatifNegatief Wettelijke). Karena dalam pembuktiannya didasarkan
pada Undang — Undang yaitu sesuai dengan Kitab mnégndaUndang Hukum
Acara Pidana dengan disertai keyakinan Hakim yapgrdleh dari alat — alat
bukti tersebut. Maka dalam Undang — Undang NomoiTaBun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sisterbukigemnya juga
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mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Acaran@igaitu menggunakan
sistem pembuktian negatif.
2.6.4. Asas Unus Testis Nullus Testis

Asas Unus Testis Nullus Testis merupakan salah satu asas yang digunakan
atau dianut dalam hukum acara pidana di Indonésas ini termasuk dalam
bagian sistem pembuktian di indonesia, karenaiasakan membahas mengenai
kedudukan 1 (satu) saksi dalam hukum acara pidana.

Andi Hamzah (2005:249) mengatakan bahwa istilas Testis
Nullus Testis sering kali disalah artikan karena dipahami secara
literal. Pemahaman semacam ini membuat pembukizesnisk -
kasus pidana menjadi sulit karena harus ada lednihsdtu saksi
dimana apabila hanya ada satu saksi maka saksddtk dinilai
sebagai alat bukti keterangan saksi. Padahal skisi sapabila
diperkuat oleh alat bukti lain adalah alat bukti.

Uraian penjelasan diatas dimaksudkan bahwa, P&&alagat (3) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya felgdn secara jelas
mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimloutheh pemahaman harfiah
atas istilahUnus Testis Nullus Testis. Pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan
Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Ad@idana tidak berlaku
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang ammya. Pasal 185 ayat (2) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyatakan b&eteaangan seorang
saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwaatesd bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 183 KUJhWnyatakan bahwa
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan selurafkurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa diratak pidana benar — benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah metaiuja.

Unus Testis Nullus Testis adalah suatu asas yang dikenal dalam
hukum acara, baik pidana maupun perdata, yang nsanara
harfiah istilah tersebut berarti satu saksi bukaksis (Andi
Hamzah, 2005:249)

Jadi dari kutipan diatas dapat dimaksudkan bahvesBsus Testis Nullus
Testis merupakan suatu azas yang menyatakan bahwa $aiubs&anlah saksi
dimana seorang hakim harus melihat suatu persoséara objektif dan

mempercayai keterangan saksi minimal dua orangyateketerangan yang tidak
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saling bertentangan. Atau juga, keterangan sakg y\anya satu orang terhadap
suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Dalam kasus ini, dasar pertimbangan Hakim yang rdigan dalam
menjatuhkan putusan pidana adalah dengan hanydu) édat bukti yaitu dengan
1 (satu) saksi, padahal Asdsus Testis Nullus Testis menyatakan bahwasannya 1
(satu) saksi bukan merupakan saksi. Sebenarnyaptr@ (dua) alat bukti yang
bisa dijadikan dasar pertimbangan yaitu alat bdksum Et Repertum dan
keterangan terdakwa, namun dalam proses pembukdaaiat buktiVisum Et
Repertum tersebut tidak sah karena yang membuat adalahsisafzayang sedang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL), oleh kangaa Hakim dalam
menjatuhkan putusan hanya didasarkan oleh keteraegdakwa.

2.7. Pengertian Akibat Hukum

Sebelum berbicara mengenai akibat hukum baik lataHui dulu tentang
pengertian perbuatan hukum karena dengan adangagten hukum baru dapat
diketahui akibat hukumnya. Dalam hal pengertiarbpatan hukum bisa dilihat
dari definisi dari pakar hukum berikut ini;

Adapun pengertian dari perbuatan hukum adalah spertouatan
yang dilakukan oleh subjek hukum dimana dalam kdbyatannya
tersebut terdapat akibat hukum baik yang dikehendaupun
yang tidak dikehendaki Akibat hukum merupakan akipang
diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukunu grbuatan
dari subjek hukum (Menurut Soepomo, 2001:78).

Sesuai dengan uraian pengertian perbuatan hukunurote®oepomo
diatas mempunyai maksud bahwa perbuatan hukumbtdrseerupakan suatu
perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang@dzemanusia atau badan
hukum dimana perbuatan tersebut mempunyai akibdturhu baik yang
dikehendaki atau yang menguntungkan maupun yaag tikkehendaki atau yang
merugikan. Akibat hukum tersebut hanya diberikaehohukum atas suatu
pertistiwa atau fakta hukum yang terjadi sebag#baikadanya perbuatan yang
dilakukan oleh manusia atau badan hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat atau konsekuemnsigyterjadi
dari segala perbuatan hukum yang dilakukan olelekutukum
terhadap objek hukum ataupun akibat - akibat lamgydisebabkan
oleh kejadian - kejadian tertentu yang oleh hukumangy
bersangkutan sendiri telah ditentukan atau diangebpgai akibat
hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merwpakumber
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lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subsekjek hukum
yang bersangkutan. (Soepomo, 2001:78)

Maksud pengertian akibat hukum yang dikemukakah Sleepomo adalah
bahwa adanya akibat atau hasil yang terjadi atsebdbkan karena adanya
perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia atdarbhukum terhadap objek
hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sufahe&nya suatu hak dan
kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badarurhylkyang melakukan
perbuatan hukum.

Kaitannya dengan kasus ini akibat hukum dari ssatat dakwaan yang
tidak sesuai dengan syarat formal ( syarat iniditak dengan identitas tersangka
yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umuauatanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama danrjpaké., sedangkan syarat
material (Syarat ini berkaitan dengan Dalam sueltwéan harus berisi uraian
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidamey ydidakwakan dengan
menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakuké@)dalam pembuatan surat
dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material fdemal yang ada dalam
Pasal 143 ayat (2) maka akibat hukumnya adalah betai hukum, hal ini
tercantum dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) parbunyi “Surat dakwaan
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimattalzan ayat (2) huruf b
batal demi hukum.”

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaankpads ini tidak
memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 1d48(ay huruf b yaitu kurang
jelas dan tidak cermat karena terdapat kekelirugand penulisan tahun dalam
tuntutannya, kurang cermat disini dibuktikan dengenulisan tuntutan dimana
seharusnya dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undasimdang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumalgdalitlis menjadi
dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang — Undaomady 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya tesabut tidak mengandung
unsur pidana.

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kucangat juga
dalam pembuatan putusannya Hakim ikut — ikutanhsaalam memberikan
putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UndangangrNomor 23 Tahun 2002,
yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang — undampiN23 Tahun 2004, jelas
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disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negéfiakim Pengadilan Tinggi

serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikaerikean yang ada dalam
Pasal 197 ayat (1) ¢ dan d. Dalam Pasal 197 ayatij@askan apabila suatu
putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19id)a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,

| berakibat putusan Hakim tersebut batal demi hukum



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana
K ekerasan Dalam Rumah Tangga (Perkara No.1858/K /Pid.Sus/2009)

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukumpsa sekarang
masih belum ada kesepakatan pendapat karena masmgsing ahli hukum
tersebut memiliki dasar sendiri dalam menentukamatusuperbuatan yang
dinamakan tindak pidana. Tindak pidana pada hakghamerupakan suatu
perbuatan yang dilarang oleh undang — undang d&adap pelakunya dapat
diancam dengan pidana.

Rusli Muhammad (2006:25) menyatakan bahwa tindaena
adalah perbuatan seseorang (bisa berupa hak daajitbeny
yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawmam,
terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana yakgndikakan oleh
Rusli Muhammad maka menurut penulis perbuatan yhliagukan oleh Hartati
Binti Abdul Rouf merupakan suatu tindak pidanaekar dalam faktanya terdapat
suatu subjek hukum berupa manusia yaitu Hartatiti Bébdul Rouf yang
melakukan suatu perbuatan yaitu pemukulan terh&tay Purwatiningtias Tuti
Binti Agus Dradi Purnomo yang menyebabkan luka nredan pembengkakan
pada rahang bawah kanan dan pipi bagian kanan wathgartai memar. Rusli
Muhammad juga menambahkan melawan hukum sebagainatzahwa seorang
melakukan tindak pidana, mengenai melawan hukundapet beberapa
pengertian yang bermacam — macam, ada yang me@gatanpa hak sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, atau berteartatdgngan hukum (undang -
undang). Menurut penulis berkaitan dengan melawakurh jika dikaitkan
dengan kasus maka perbuatan Hartati Binti AbdulfRoerupakan perbuatan
melawan hukum karena disamping perbuatan tersebriertangan dengan
undang — undang (Pasal 44 ayat (1) Undang—UndamgoN@3 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangkag@n kesatu), serta
bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang—-Undangr 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak) dan bertentangan demgiaiorng lain.

42
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Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf
bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karentatH&inti Abdul Rauf
merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjamatsudnya Hartati
Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditithan setelah melakukan
pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannientaergan dengan hukum.
Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana merRasli Muhammad maka
menurut penulis Perbuatan Hartati Binti Abdul Rengrupakan perbuatan tindak
pidana. Setelah membahas mengenai pengertian tpidaka dengan dikaitkan
pada kasus maka untuk selanjutnya akan dibahasemangnsur — unsur tindak
pidana dengan dikaitkan pada kasus. Wirjono Prdkijod menyatakan bahwa
seseorang dianggap melakukan tindak pidana apeéa memenuhi beberapa
unsur — unsur. Unsur — unsur tersebut yaitu unsbjek tindak pidana, unsur
perbuatan tindak pidana, unsur sebab akibat, unmselawan hukum, unsur
kesalahan dan unsur dapat dipertanggungjawabkanesgiclana.

Unsur — unsur tindak pidana adalah sebagai be(ikiijono
Prodjodikoro, 2003:28) :

1) Adanya subjek tindak pidana;

2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;

3) Adanya sebab akibaCéusaal Verband);

4) Adanya unsur sifat melawan hukukivedderechtelijk);

5) Adanya kesalahan

6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur — unsur tindak pidana tersebut jika dikaitdengan kasus maka,
unsur subjek tindak pidana berupa manusia yaitutatiaBinti Abdul Rauf
sebagai orang yang melakukan pemukulan, sedangksur adanya perbuatan
tindak pidana dapat diketahui dengan adanya perankHdlartati Binti Abdul
Rauf kepada anak tirinya yang menyebabkan adarkzm miemar dan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti Agus

Dradi Purnomo.
Mengenai unsur sebab akibat, menurut teonditio sine qua
non (teori syarat mutlak) adalah suatu hal adalah setzi

suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjéai sebab itu
tidak ada. (Von Buri dalam Wirdjono Prodjodikor®03:62)

Berdasarkan teori Von Buri tersebut diatas makaumumsgbab akibat

terpenuhi karena dalam kasus ini dapat diketahungae adanya pemukulan
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(sebab) yang menyebabkan (akibat) Enny Purwatimisdtuti Binti Agus Dradi
Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada gdteanah kanan, selain
unsur sebab akibat sudah terpenuhi unsur melawkunijuga terpenuhi hal ini
dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abddauf bertentangan dengan
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapKekerasan
Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) demenktangan dengan
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pertigan Anak utamanya
Pasal 81 ayat (1) juga bertentangan dengan halg daam (memukul orang lain
yang menyebabkan kerugian). Mengenai unsur terdasalahan dapat diketahui
bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Riarfgan sengaja melakukan
pemukulan terhadap korban karena terlambat pul&®eglangkan unsur yang
terakhir yang sudah terpenuhi adalah perbuataratid@inti Abdul Rauf dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana Menurut pepetlsuatan yang dilakukan
oleh Hartati Binti Abdul Rauf bisa dipertanggunggwan secara pidana karena
Hartati Binti Abdul Rauf merupakan subyek hukum ganmampu
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rewdah mengetahui akibat
yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tensetan sadar bahwa
perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasamgan tindak pidana
menurut pemaparan Wirjono Prodjodikoro jika dikaitkdengan pasal yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebaghit :

a. Unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undatgneang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamiRUargga adalah
sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapehjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kilanporang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindelana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindkna berupa manusia

yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;
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2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan seceraffperbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwdigri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteblan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purimgtins Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yadanga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursheda suatu akibat
tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgedruatan sipelaku
dengan Kkerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui denmamukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Bintusdoradi Purnomo
mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bieavesm;

4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan kuksangat
bermacam — macam karena bisa diartikan sebagamn thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadehukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbtargéa dikaitkan
dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul
Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8urr 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tarmgamnta Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang taem(kul orang lain
yang menyebabkan kerugian).

5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pttalak pidana dapat
diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipetibuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang diggn kesalahan yang

disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secarsyafan kepastian,
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kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekadasamacam

kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus n@d@a kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhketahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan

mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka mestaarlebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan beguaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya
penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dilri sudut umum
maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radapat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang punam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rswdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukt#aisebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

b. Unsur tindak pidana pada Pasal 80 ayat (1) Undargndang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungzak adalah sebagai
berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapehjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kilanmprang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pideamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindalana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindkna berupa manusia
yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan seceraffperbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwdigri suatu gerakan

tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
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memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteban bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yadanga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiiati Abdul Rauf.

. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursheda suatu akibat
tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgedvuatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui denmamukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Bintuddoradi Purnomo
mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bieavesm;

. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan muksangat
bermacam — macam karena bisa diartikan sebagain thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadehukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbigrgéa dikaitkan
dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul
Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targgana Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang maeém(kul orang lain
yang menyebabkan kerugian).

. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan ptfalak pidana dapat
diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipatibuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelekisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang diggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secairssylafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekaasamacam
kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus n@d@a kasus ini

kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhketahui bahwa
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pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan
mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka mestaarlebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bguaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya
penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamaerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radbpat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprigkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang punam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rewdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukidgisebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tpidaka yang
sering terjadi akhir — akhir ini karena korbannigak hanya istri tetapi seluruh
orang yang ada dalam lingkup rumah tangga bisa adefkjprban. Kekerasan
dalam rumah tangga biasanya berbentuk penderiteaarss fisik, seksual,
psikologi, atau penelantaran rumah tangga. Pasaigka 1 Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeraslmORumah Tangga
menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tanggahadatéap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang bertikibalnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikoligi) penelantaran rumah tangga
termasuk juga hal - hal yang mengakibatkan ketautdangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasakigercaya, atau penderitaan
psikis berat pada seseorang. Berdasarkan Pasagkh dnUndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragslEmCRumah Tangga
maka menurut penulis perbuatan Hartati Binti Ab&duf merupakan suatu
perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerdalam rumah tangga
karena perbuatan pemukulan yang dilakukan kepad& #rinya merupakan
perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secdadfis psikis, hal tersebut

bisa diketahui dengan adanya luka memar, pembeagkpida rahang bawah
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kanan, pembengkakan pada pipi kanan serta korbamgal@ni ketakutan
sehingga tidak ada rasa percaya diri untuk melakpkabuatan atau bertindak.
Hal tersebut juga dipertegas dengan Pasal 44 dyatndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragstlmORumah Tangga
yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perlou&&kerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalaral Bakuruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahan denda paling banyak Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” dan PaSahyat (1) Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragslEmCRumah Tangga
yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perlukékerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalaral Bakuruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahao denda paling banyak Rp
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Jadi menysahulis perbuatan Hartati
Binti Abdul Rauf merupakan suatu perbuatan tindadama kekerasan dalam
rumah tangga yang berbentuk kekerasan secaradsiksecara psikis karena
perbuatan pemukulan tersebut mengakibatkan lukaamelan pembengkakan
pada rahang bawah kanan serta pembengkakan padakai@an serta
mengakibatkan ketakutan yang mendalam sehinggakditbak percaya diri dan
hilang kemampuan untuk bertindak. Pada dasarnyakumtenyatakan bahwa
terdapat suatu perbuatan yang berbentuk kekerasamdumah tangga maka
selain harus sesuai dengan pengertian dari tinao@ kekerasan dalam rumah
tangga juga harus sesuai dengan unsur — unsurdsakedalam rumah tangga.

Suatu perbuatan dianggap sebagai kekerasan dalarahru

tangga harus memenuhi unsur — unsur sebagai beraitut

(Mufidah, 2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;

2. Berakibat kesengsaraan, penderiataan secara $isksual,
psikologis, dan penelantaran rumah tangga;

3. Secara melawan hukum;

4. Dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur — unsur diatas jika di kaitkangde kasus maka
unsur setiap perbuatan terhadap seseorang dapstaldik dengan adanya suatu
pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti AbdudlR kepada anak tirinya
Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnompang berakibat luka memar
dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serteepgkakan pada pipi
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kanan. Setelah unsur adanya perbuatan terhadapraegeterpenuhi, unsur
selanjutnya yang harus dipenuhi adalah unsur Heabkikesengsaraan,
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ganelantaran dalam rumah
tangga. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maleaurut penulis sudah
terpenuhi karena dalam hal ini terdapat suatu akdai pemukulan yang
dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anadkinya Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo vyaitlwuka memar dan
pembengkakan pada rahang bawah kanan serta perakengiada pipi kanan.
Selanjutnya unsur yang harus dipenuhi agar suatbupgn dapat dikatakan
sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah taadgjah adanya unsur secara
melawan hukum. Menurut penulis perbuatan HartatitiBAbdul Rauf kepada
anak tirinya Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agusdali Purnomo yang berakibat
luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah ken@npembengkakan
pada pipi kanan sudah memenuhi unsur secara meldaw&am karena
pemukulan tersebut bertentangan dengan Pasal 44(Hy&ndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeraaslmORumah Tangga
yang berakibat dapat diancam dengan pidana terh@elagunya. Adapun unsur
yang terakhir yaitu unsur dalam lingkup rumah tagggenurut penulis perbuatan
Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya EnnyrRatiningtias Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo sudah memenuhi unsur yang tergkitu dalam lingkup
rumah tangga karena pemukulan tersebut dilakukalepin kamar Hartati Binti
Abdul Rauf dan dalam hal ini korbannya merupakaakairinya sendiri, tinggal
dengan si terdakwa, maka menurut penulis unsumdétagkup rumah tangga
sudah terpenuhi hal ini didasarkan pada Pasal 2 @yaUndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragkamCRumah Tangga
yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga adalah :
a. Suami, isteri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dermgang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungaah,d
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalary ynenetap

dalam rumah tangga;
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c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan npemktam
rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauemukul Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mpakan suatu perbuatan
yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, kam@mara Hartati Binti Abdul
Rouf dengan Enny Purwatiningtias Tuti Binti AgusabDr Purnomo terdapat
hubungan keluarga hasil dari perkawinan, maka merpenulis unsur lingkup
rumah tangga sudah terpenuladi menurut penulis perbuatan pemukulan yang
dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anadkinya Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo sudalerupakan suatu tindak
pidana, hal ini didasarkan pada pengertian tindd&ira kekerasan dalam rumah
tangga dan sesuai dengan unsur — unsur tindak gikiekerasan dalam rumah
tangga. Selain itu jika melihat pengertian Rumatggm maka antara pelaku dan
korban merupakan bagian dari keluarga, karena rdarajga Sering juga disebut
dengan keluarga yang berasal dari bahasa sansekakia kula yang berarti
famili danwarga yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah andgotéi yang
dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (istri), b&péuami), dan anak. Setelah
membahas mengenai unsur — unsur tindak pidanadskedalam rumah tangga
menurut Mufidah, untuk selanjutnya akan dibahasgerai unsur — unsur tindak
pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jakeankg Umum. Surat
dakwaan merupakan suatu surat yang berisi mengenaisan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan keEmpang ditarik dari
hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaaemhn siding pengadilan.
Surat dakwaan pada prakteknya terbagi menjadinfajlibentuk yaitu dakwaan
tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsider, dakw komulatif, serta
dakwaan yang berbentuk kombinasi. Jaksa Penuntuintmpada kasus ini
menggunakan surat dakwaan yang berbentuk alterhatifini bisa dilihat pada
surat dakwaannya yang disana memuat kata “atauf, hdd ini juga patut
diketahui bahwasannya kata atau merupakan ciri #heglakwaan yang bersifat
alternatif. Selain itu alasan dari Jaksa Penuntotutd menggunakan surat
dakwaan berbentuk alternatif ini adalah karena alakenganggap perbuatan

terdakwa masih ragu — ragu dan belum jelas teritaatifikasi dan pasal yang
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diterapkan dalam surat dakwaannya. Jaksa Penuntounl) dalam surat

dakwaannya mendakwa Hartati Binti Abdul Rauf demg2iidua) pasal yaitu :

1.

Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diaeagan pidana dalam
Pasal 44 ayat (1) Undang — Undang Republik Indangsimor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diamieargan pidana dalam
Pasal 80 ayat (1) Undang — Undang Republik Indendemor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Unsur — unsur tindak pidana yang didakwakan dalamtsdakwaan

adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapenhjadi subjek

tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kilanmprang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarmppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tingekana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindkna berupa manusia

yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secaraf@erbuatan yang

dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwigri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteblan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yadtanga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsurshedte suatu akibat

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
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lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgedruatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui denmamukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Bintuadoradi Purnomo
mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bleavesn;

. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan muksangat
bermacam — macam karena bisa diartikan sebagan thaf sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadehukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbtargéa dikaitkan
dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbiteati Binti Abdul
Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targgamnta Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang mém(kul orang lain
yang menyebabkan kerugian).

. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pgtalak pidana dapat
diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ip&tihuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang diggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secairsyafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekaasamacam
kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus n@d@a kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhletahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan
mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka medtaarlebam;

. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan beguaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya
penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamgalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radfpat

dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
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keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang punam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rewdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukiaisebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penunut Umum adalah pejabat fungsional ydegi dvewenang
oleh Undang — Undang untuk melakukan penuntutariaks&nakan putusan
pengadilan atau penetapan Hakim dan wewenang kidaksa Penuntut Umum
mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menjalanigasnya. Berkaitan
dengan kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasusdatah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negaraadgigenuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang — undang yédadgukian secara merdeka
dan tidak terpisahkan, hal ini sesuai dengan Pashidang — Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sedangkan berkadngad asas penuntutan
maka Jaksa Penuntut Umum menganut 2 (dua) asasmtptmu yaitu asas
legalitas dan asas oportunitas. Pada kasus ina jgenuntut umum dalam
melakukan penuntutan menggunakan asas legalitas&gaksa penuntut umum
beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuataraktindana yang
disesuaikan dengan fakta — fakta dari penyidiku®an adalah suatu pernyataan
yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewgnéu, diucapkan
dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau mesgidan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak. Putusan Pegadilandeadanya memiliki jenis yang
berbeda baik dalam perkara pidana, perkara pendetapun dalam perkara tata
usaha negara.

Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknyendilkdua
jenis Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuar(:199) :

1. Jenis putusan yang bersifat formil

2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Putusan yang bersifat formil (Putusan yang bermsitgmyaan tidak
berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu m@erkButusan yang
menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Urataihsesuai Pasal 156
ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara PidaRatusan yang berisi
pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum digla&t diterima hal ini
sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undanguhlukcara Pidana, Putusan
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yang berisi penundaan pemeriksaan perkara olehn&aexa perselisihan
prgudisiel atau perselisihan kewenangan), putusan yang aersifateriil
(Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan alasiaén rijspraak) sesuai
Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Ad@idana, Putusan yang
menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutdeam sesuai Pasal 191
ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara PidaRatusan yang berisi
pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undadgdang Hukum Acara
Pidana).

Menurut penulis, putusan dalam kasus ini merupakartu putusan yang
bersifat materiil karena putusan yang diberikanholéakim berisi mengenai
pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui denganyadperintah oleh Hakim
untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti AbdaluR Sesuai dengan putusan
yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwakan menurut penulis
putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintahad@pterdakwa untuk
menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amasdPuPengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana tesdals (lima) bulan
penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang beeisiidanaan sesuai
Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Ad&dana menurut penulis
harus sesuai dengan syarat — syarat pembuatanapubesdasarkan Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pid&&sal 197 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana menyatakan badwedu putusan
pemidanaan harus memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KBAAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lajeinis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaiaktea;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengekia flan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persaaik di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam suntatan;
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f. Pasal peraturan perundang - undangan yang mergadr ggemidanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang - gadayang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yangberatkan dan yang
meringankan terdakwa;

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelisriakcuali perkara
diperiksa oleh Hakim tunggal;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telpéntgri semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kka$iinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

I. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankagademenyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai bdraki

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsukatewmangan di mana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat oteditlkiggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalananan atau
dibebaskan;

|. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nidaldm yang
memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diatksa mhapat ditarik
suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusamgsdrakim harus
mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yéamygerta petimbangan yang
jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh prsidangan, namun dalam
putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penlrum sebagai dasar
pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat ke&glidalam menuliskan pasal
tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur piddeaurut penulis mengenai
putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdblemiati Binti Abdul Rauf
tidak sesuai dengan syarat — syarat pembuatangpuyasig ada dalam Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidamafhd dan e. Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidanaufhd menyatakan
bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pangaf yang disusun
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beskttapembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadad penentuan kesalahan

terdakwa, namun pada kenyataannya dalam membepédimbangan majelis



57

Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggtassddiakim Mahkamah
Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yamguklan oleh Jaksa
Penuntut Umum baik alat buktisum Et Repertum maupun alat bukti keterangan
terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadifamggi serta Hakim
Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan terddiagya alat bukii
Visum Et Repertum karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sa
mengingat yang membuat bukan pejabat yang berweiadga menurut penulis
putusan pemidanaan yang didasarkan pada alat Mi&tim Et Repertum
merupakan putusan yang keliru untuk membuktikarwlbaterdakwa melakukan
tindak pidana.

Berbicara mengenai putusan berarti kiat berbicaenganai Hakim,
karena antara putusan dan Hakim berkaitan satu $simaHakim merupakan
sosok penting dalam proses peradilan yang akan erémh putusan baik berupa
penjatuhan pidana atau bebas. Pengertian HakimmiteRasal 1 angka 8 Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana adalah pejadraidigan negara yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk menga&#&dangkan dalam
Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angkanfang Kekuasaan
Kehakiman yang dinamakan Hakim adalah Hakim padakist@ah Agung dan
Hakim pada badan peradilan yang berada diabaya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingjam Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakida j°Pengadilan Khusus
yang berada dalam lingkungan peradilan tersebka pengertian Hakim
tersebut diatas dikaitkan kasus maka, menurut Eersuidah sesuai dengan
Hakim yang mengadili baik pada Pengadilan NegenahaGerogot, Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda serta HakimHhWdamah Agung karena
merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang wtelang — undang untuk
mengadili. Berkaitan dengan kekuasaan kehakimanaknd- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) mekgatdbahwa kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk umgemyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilannselailang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 Undddgdang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatkan bahvw&amah Agung dan
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Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kelakinsebagaimana
dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Répldionesia Tahun

1945. Jika pengertian kekuasaan kehakiman dikaittangan kasus maka
menurut penulis mahkamah agung yang mengadili dglenkara No. 1958

K/Pid.Sus/2009 sebagai pelaku kekuasaan kehakinualahs sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang — Undang Dasgans Republik Indonesia
dan Pasal 1 angka 2 Undang — Undang Nomor 48 T&©@® Tentang

Kekuasaan Kehakiman, karena bertujuan untuk mekagakukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila. Pembuktian merupakan suasesp dalam sistem
Peradilan Pidana, perdata maupun dalam Peradiltan Usaha Negara, karena
pembuktian adalah membenarkan hubungan hukum decay@n memperkuat
kesimpulan hakim dengan disertai alat — alat byddtig sah.

Pembuktian adalah menunjukkan hal — hal yang daipaigkap
oleh panca indera dan mengutamakan hal — hal tersdhn
berfikir secara logika. (Menurut Ansorie Sabuan@286)

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pembuktiaka nterdapat
suatu maksud bahwa pembuktian tersebut merupakatu scara untuk
memperoleh kebenaran mengenai suatu perbuatandyanggap tindak pidana
atau suatu perbuatan tersebut melanggar hukum mengaggunakan alat bukti
dan kesimpulan hakim. Sistem pembuktian dalam perng@ana berbeda dengan
perkara perdata maupun perkara tata usaha Negaemakadalam sistem
pembuktian pada perkara pidana pembuktiannya ditakwleh jaksa penuntut
umum, penesehat hukum terdakwa atau terdakwanydirisesedangkan dalam
sistim pembuktian perkara perdata maupun perkaea usaha Negara sistem
pembuktiannya hanya dilakukan oleh penasehat hulendakwa atau terdakwa
sendiri tanpa ada pembuktian dari Jaksa PenuntutnJnDalam hukum acara
pidana sistem pembuktian didasarkan pada PasaKit&88 Undang — Undang
Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 183 Kitab Undablmdang Hukum Acara
Pidana sistem pembuktian yang dianut adalah sigiembuktian undang —
undang secara negatilidgative Bewijstheorie), adapun alasannya adalah dalam
penerapannya menggunakan cara dan alat bukti yarapd dalam undang —

undang (KUHAP) dengan disertai keyakinan Hakim.
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Jika berbicara mengenai alat - alat bukti yang midgan untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka menusdl R84 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, alat — alati lpakg sah adalah :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang — Ugpdidukum Acara
Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam paotirs berkaitan dengan alat
bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nteidapat 2 (dua) alat bukti
yaitu berupa suraM(sum Et Repertum) dan keterangan terdakwa. Pengertian alat
bukti surat menurut Pasal 187 Kitab Undang — Unddogum Acara Pidana
adalah suatu surat yang dibuat atas sumpah jatstan dikuatkan dengan
sumpah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi ydibgat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat @digzachya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaam didengar,
dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dem@lasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan gangiundangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal had yarmasuk
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabrgm yhng
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal ataiagegeadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat apeabd
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal esaats keadaan
yang diminta secara resmi dan padanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hudnumga dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.

Berkaitan dengan pengertian surat jika dikaitkangde kasus maka

dalam putusan ini surat yang dijadikan sebagai lal&ti oleh Jaksa Penuntut

Umum untuk dasar membuat surat dakwaan maupuntaunmya adalaisum Et
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Repertum yang dibuat oleh siswa yang melakukan Praktek eKégpangan
(PKL). Sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang — Umpditukum Acara Pidana
huruf a maka alat bukWisum Et Repertum dalam putusan ini menurut penulis
tidak sah dan tidak hisa dijadikan sebagai dasamkumempidana terdakwa
karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagabalkdit harus dibuat oleh pejabat
yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yemguat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dibltau yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas darsteg@ang keterangannya itu.
Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang — Undang Hulkeara Pidana, menurut
Pasal 187 huruf c¢ Kitab Undang - Undang Hukum Ac®&idana juga
menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagaibukti adalah Surat
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendagraiagarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yangtaligécara resmi dan
padanya, maka dalam putusan ini sulisym Et Repertum) yang dijadikan
sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidek lsarena yang membuat
bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidgalmpah atas jabatannya.
Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengaja#at bukti
berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk it@napterdakwa, jika kita
berbicara mengenai alat bukti keterangan terdakakarmenurut Pasal 189 ayat
(1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana keigma terdakwa adalah
apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang penbuang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jlagertian alat bukti keterangan
terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dpildansan ini sudah sesuai
dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti AbdubuRsudah mengakui telah
melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namuand&Pasal 189 ayat (4)
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana dikatakahwa keterangan
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwé@ersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkans hdisertal dengan alat
bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4aiKltndang — Undang Hukum
Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti kegawra terdakwa yang
digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntutntsudah memenuhi untuk

mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakaagsehlalat bukti maka
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keterangan terdakwa harus disertai dengan alat akg lain dan dalam hal ini
adalah keyakinan hakim, oleh karenanya menurutligealat bukti keterangan
terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudahpcukiiuk menunjukkan
bahwa terdawa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Hakim Reitn Tinggi
Kalimantan Timur dalam putusannya menjatuhkan p@Edg&rhadap terdakwa
Hartati Binti Abdul Rauf dengan pertimbangan 2 (dalat bukti yaitu alat bukti
surat (Visum Et Repertum) dan dengan alat bukti keterangan terdakwa serta
dengan keyakinan hakim, namun kenyataannya memeuotlis penjatuhan
pidana kepada terdakwa tidak tepat. Mengenai atgsaadalah karena alat bukti
surat yang digunakan adalafisum Et Repertum yang dibuat oleh siswa yang
melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sesuai a@engasal 187 huruf a
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana maka bl#ti Visum Et
Repertum dalam putusan ini menurut penulis tidak sah ddaktibisa dijadikan
sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suigtlyang bisa dijadikan
sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yargidnang atau yang dibuat di
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejad&n keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiriedis dengan alasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya itu. Selain P&ahdruf a Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 harifitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahvwa gang bisa dijadikan
sebagai alat bukti adalah Surat keterangan danasgoahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesabtatdu sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalénsgn ini surat\(isum Et
Repertum) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidandakwa tidak sah
karena yang membuat bukan pejabat yang berwenar@nbahli, dan tidak
disumpah atas jabatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Dan Hakim Bditan Tinggi
Kalimantan Timur juga menggunakan alat bukti ketgea terdakwa sebagai
alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwangenai alat bukti
keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ay#itdl) Undang — Undang

Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa terdakwa nyatakan di
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sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau jearkgtahui sendiri atau ia
alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangardakwa tersebut dikaitkan
dengan kasus maka dalam putusan ini sudah seswgardéakta karena terdakwa
Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melekn pemukulan terhadap
anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitaglashg — Undang Hukum
Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakyea tefak cukup untuk
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatang ydidakwakan
kepadanya, melainkan harus disertal dengan alai pakg lain. Berdasarkan
Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang — Undang Hukum A&4dana tersebut diatas
maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunad&am putusan ini oleh
Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidedakwa karena untuk
dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterarigedekwa harus disertai
dengan alat bukti yang lain yaitu keyakinan hakoteh karenanya menurut
penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan digdnkeyakinan hakim sudah
cukup untuk menunjukkan bahwa terdawa bersalahkuieda tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang — Undang Hukum @cBidana
menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapaiakan terhadap dirinya
sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undanghdadg Hukum Acara Pidana
ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwkanaaputusan ini bisa
dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan baherdakwa bersalah atas
tindak pidana yang dilakukan karena menurut pendidam putusan ini
keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagibakti apabila disertai
dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, suratyakénan hakim ataupun
keterangan ahli, maka menurut penulis alat bukteremgan terdakwa dengan
ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk mentmajukbahwa terdawa
bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis putusan Hakim Pengadilan Negeriaha@rogot dan
Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam na¢nipkan pidana yang
tidak didasarkan pada alat bukti yang tidak sala judgak mencantumkan Pasal
Peraturan Perundang — Undangan yang menjadi dasdadgnaan atau tindakan
dan Pasal Peraturan Perundang — Undangan yang dnelgsar hukum dari

putusan, tentu saja hal ini tidak memenuhi syagatlpuatan putusan pemidanaan
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sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang ddg Hukum Acara Pidana.
Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undangrdbhg Hukum Acara Pidana
menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memusdl HAReraturan
Perundang - Undangan yang menjadi dasar pemidataartindakan dan Pasal
Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dadernmh dari putusan,
disertai keadaan yang memberatkan dan yang mekagaerdakwa. Berkaitan
dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang ddg Hukum Acara Pidana
tersebut maka dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undablpdang Hukum Acara
Pidana dinyatakan bahwa apabila tidak dipenuhirgtarikuan dalam Pasal 197
ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan | Kitdndang — Undang Hukum Acara
Pidana maka akan mengakibatkan putusan batal démih

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak peormsn
kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf, adapumasahnya adalah bahwa
menurut Mahkamah Agung putusjuaex facti tidak bertentangan dengan hukum
atau undang — undang, hal tersebut menurut pekallisl karena dalam faktanya
judex facti dalam menjatuhkan pidana bertentangan dengan R&3alKitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 @yaKitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 187 Kitab Undabgdang Hukum Acara
Pidana menyatakan bahwa surat sebagaimana ted&hot Pasal 184 ayat (1)
huruf ¢ harus dibuat atas sumpah jabatan atau ttkkaalengan sumpah, namun
dalam faktanya surat yang dijadikan sebagai alkti ersebut dibuat tidak atas
sumpah jabatan atau tidak dikuatkan dengan sumpaén& yang membuat
adalah siswa yang sedang praktek kerja lapangah)(PK

Pasal 184 Kitab Undang — Undang Hukum Acara PiddiRaitkan
putusan ini maka disini terdapat 2 alat bukti ydigunakan sebagai pembuktian
dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ha&itatii Abdul Rauf, yaitu alat
bukti surat(Visum Et Repertum) dan alat bukti keterangan terdakwa. Mengenai
alat bukti surat maka terdapditsum Et Repertum yang dibuat oleh siswa yang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai d@erRRpsal 187 huruf a Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana maka alat bviltim Et Repertum
dalam putusan ini menurut penulis tidak sah daaktidisa dijadikan sebagai

dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu samgt lyisa dijadikan sebagai
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alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenatey yang dibuat di
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejad&n keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiriedis dengan alasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya itu. Selain P&ahdruf a Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 harifitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahved gang bisa dijadikan
sebagai alat bukti adalah Surat keterangan daniasgoahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesahiiau sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalénsgn ini surat\(isum Et
Repertum) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidandakwa tidak sah
karena yang membuat bukan pejabat yang berwenar@nbahli, dan tidak
disumpah atas jabatannya.

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka, mgrRasal 189 ayat
(1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana keigma terdakwa adalah
apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang penbueang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jileangertian alat bukti keterangan
terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dpldaosan ini sudah sesuai
dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti AbduuRsudah mengakui telah
melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namuandaPasal 189 ayat (4)
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana dikatakahwa keterangan
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahavdersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkans hdisertai dengan alat
bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4alKlndang — Undang Hukum
Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti kegara terdakwa yang
digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntuttsudah memenuhi untuk
mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakaagsetalat bukti maka
keterangan terdakwa harus disertai dengan alat pakg lain yaitu keyakinan
hakim, oleh karenanya menurut penulis alat buktedengan terdakwa dengan
ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk meniajukbahwa terdawa
bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang — Undang Hukum @cBidana

menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapatakan terhadap dirinya
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sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undangdadg Hukum Acara Pidana
ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwkanaaputusan ini bisa
dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan baherdakwa bersalah atas
tindak pidana yang dilakukan karena menurut pendidam putusan ini
keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagibakti apabila disertai
dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, suraduptin keterangan ahli atau
dengan keyakinan hakim karena keterangan terdalalandputusan ini hanya
dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Jadiurnerpenulis berdsarkan
uraian diatas maka putusan yang dibuat oleh Halemg&dilan Negeri Tanah
Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan TimurndBlakim Mahkamah
Agung batal demi hukum karena dalam pertimbangartigkim Pengadilan
Negeri Tanah Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalwaa Timur dan Hakim
Mahkamah Agung tidak mencermati alat bukti yangudi@n oleh Jaksa Penuntut
Umum berupa/isum Et Repertum yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang
atau tidak dibuat oleh seorang ahli.

Asas Unus Testis Nullus Testis yang dalam hal ini berkaitan dengan alat
bukti keterangan saksi merupakan suatu upaya umeknbuktikan bahwa
terdakwa melakukan tindak pidana atau seseoraagljauhi pidanaAsas Unus
Testis Nullus Testis ini juga merupakan suatu pedoman bagi Jaksa Rénunt
Umum dan Hakim dalam membuat surat dakwaan dansamitubaik berupa
putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari tuntuwtesm. Asas Unus Testis
Nullus Testis adalah suatu asas yang menyatakan bahwa satubsédasi saksi.
Jika asas ini kita kita kaitkan dengan kasus maka @i bisa diterapkan dalam
kasus pada putusan ini, hal ini diasarkan padaef@gin Pasal 184, Pasal 185
ayat (3) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidalza Pasal 55 Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusagr&ssa Dalam Rumah
Tangga.

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 Kitab Undang -amgndHukum
Acara Pidana dinyatakan bahwa dalam acara pemanksapat, keyakinan
hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. &asan Pasal 184 Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkangan kasus maka dalam

kasus ini menurut penulis sudah sesuai apabilabaktt saksi ditambah dengan



66

keyakinan hakim, namun dalam faktanya saksi kotiak dimasukkan dalam
alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa melakuguatu perbuatan tindak
pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga.ritepenulis sebenarnya
ada saksi yang dapat dijadikan sebagai alat budtu ysaksi korban, namun
kenyataannya saksi korban tidak dimasukkan dalambpktian dalam proses
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu saja tdrgebut sangat
disayangkan mengingat hal ini berkaitan dengan gbeingan pidana terhadap
terdakwa.

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yatekriga berada
diurutan nomor 1 (satu) dalam susunan alat buktisePasal 184 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, hal ini merkkgo bahwasannya alat
bukti keterangan saksi ini merupakan alat buktigyaangat penting dalam
pembuktian perkara pidana. Menurut Pasal 1 butikéd&b Undang — Undang
Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa yang dinam#k#éerangan saksi
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidamg yerupa keterangan dari
saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia desggaliri, la lihat sendiri dan
ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pemggmaya tersebut. Namun
satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bakevdakwa melakukan
tindak pidana. Berdasarkan pada putusan ini maldakea dipidana dengan
pertimbangan 2 (dua) alat bukti yaitu surdisgm Et Repertum) yang menurut
penulis tidak sah karena dibuat oleh siswa yan@rspdPKL dan alat bukti
keterangan terdakwa, seharusnya dalam kasus gapat alat bukti lain yang
bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh Jaksa r@nuJmum dalam
membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidiaraoleh Hakim sebagai
dasar penjatuhan putusan pidana yaitu alat bukérdeegan saksi korban namun
dalam faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukied@rangan saksi
korban dalam proses pembuktian yang tentu sajagikau korban.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi makiai derdapatAsas
Unus Testis Nullus Testis yang berarti satu saksi bukan saksi. Menurut Andi
Hamzah asas ini sering disalah tafsirkan padahglaheengan 1 (satu) alat bukti
apabila diperkuat dengan alat bukti lain merupa&ian bukti, jadi berdasarkan

uraian dari Andi Hamzah mengenfsgas Unus Testis Nullus Testis maka penulis
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berpendapat bahwa seseorang bisa dikatakan metakuidak pidana apabila
didasarkan pada sekurang — kurangnya 2 (dua) altstrbisalnya alat bukti saksi
dengan alat bukti surat dengan disertai keyakinakird, atau alat bukti saksi
dengan alat bukti keterangan ahli, namun pada pokoklalam asas ini yang
harus ada adalah alat bukti saksi dengan alat pakg lain.

Asas Unus Testis Nullus Testis apabila diterapkan dalam kasus ini maka
bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalamah tangga, hal ini
didasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang — Undanairdukcara Pidana, juga
didasarkan pada Pasal 185 ayat (3) Kitab Undangdakg Hukum Acara Pidana
dan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 200daiig Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 1&b Kindang — Undang
Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam acar@pksaan cepat keyakinan
hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Dgbaitusan ini Jaksa Penuntut
Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dasaeRdldu bukti yaitu surat
(Visum Et Repertum) dan alat bukti keterangan terdakwa tanpa memasukk
keterangan saksi korban dalam proses pembuktiamdaérsidangan namun jika
melihat Pasal 184 satu alat bukti saja sudah cukipk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah ditambah dengan keyakinan hakiaka menurut penulis
sudah jelafisas Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan dalam perkara tindak
pidana dalam kasus ini karena dengan hanya keyakiakim ditambah dengan
satu alat bukti bisa digunakan untuk menyatakanwbakerdakwa bersalah
melakukan tindak pidana.

Menurut penulis alasan lain mengenai bisa ditenapka Asas Unus
Testis Nullus Testis pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangda p
putusan ini adalah bahwa menurut Pasal 185 ayai{8p Undang — Undang
Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Ketentuan safama dimaksud
dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengaatu alat bukti yang sah
lainnya.” Maksud Pasal 185 ayat (3) adalah ketexrarig(satu) saksi tidak cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah adaldak tiberlaku apabila
disertai dengan alat bukti lain. Jika pasal iniaitkan dengan kasus dan
permasalahan pada skripsi ini maka hakim harus quevakan 1 alat bukti

dengan disertai keyakinan hakim dalam menjatuhkamspn pidana terhadap
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terdakwa, misalnya alat bukti surat dengan keyakiwakim, alat bukti
keterangan terdakwa dengan keyakinan hakim atag lan. Maka menurut
penulis dengan adanya alat bukti keterangan teralakitambah dengan
keyakinan hakim sudah cukup untuk membuktikan batsvdakwa bersalah
melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingmaupun dalam
Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidananrdanolak kasasi dari
terdakwa hanya berdasarkan 2 alat bukti y&isum Et Repertum yang dibuat
oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangakL)Pserta alat bukti
keterangan terdakwa dengan disertai keyakinan haRienkaitan dengan alat
bukti surat {isum Et Repertum) Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana maka alat bivkéum Et Repertum dalam putusan
ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dkadi sebagai dasar untuk
mempidana terdakwa karena suatu surat yang biadikiin sebagai alat bukti
harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau gingt di hadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat atau
yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasargy@as dan tegas tentang
keterangannya itu.

Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang — Undang Hukara Pidana,
menurut Pasal 187 huruf ¢ Kitab Undang — Undanguruldcara Pidana juga
menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebaghaibukti adalah Surat
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendagraiasarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yangtadigécara resmi dan
padanya, maka dalam putusan ini supasum Et Repertum) yang dijadikan
sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tid#k lsarena yang membuat
bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tisknpah atas jabatannya.
Alat bukti lain yang digunakan adalah keterangadaiewa, maka menurut Pasal
189 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara RFadiketerangan terdakwa
adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang temgarimatan yang ia lakukan
atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sengikg pengertian alat bukti
keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kaml& dalam putusan ini

sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hariati Bbdul Rauf sudah
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mengakui telah melakukan pemukulan terhadap analainamun dalam Pasal
189 ayat (4) Kitab Undang — Undang Hukum Acara ®addikatakan bahwa
keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk memkaktibahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,inketa harus disertai

dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal a8 (4) Kitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka lal&ti keterangan

terdakwa yang digunakan dalam putusan ini olehal&enuntut Umum tidak
memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untukt difpgiakan sebagai alat
bukti maka keterangan terdakwa harus disertai deagst bukti yang lain, oleh
karenanya menurut penulis alat bukti keterangadateva dengan ditambah
keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menunjulldahwa terdawa bersalah
melakukan tindak pidana.

Selain menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang dddg Hukum Acara
Pidana terdapat alasan lain yang menyatakan basas Unus Testis Nullus
Testis bisa diterapkan pada kasus tindak pidana kekemdai@m rumah tangga
pada putusan ini, karena menurut Pasal 55 Undddgdang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumalga amnyatakan bahwa
sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterassegamang saksi korban saja sudah
cukup untuk membuktikan bahwa siterdakwa bersatamun apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yang dalaimni adanya keyakinan
hakim. Berdasarkan uraian Pasal 55 Undang — Undieomgor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangggbue diatas maka
Asas Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan pada kasus kekerasan dalam
rumah tangga karena dalam pasal tersebut yangligshkan sebagai alat bukti
untuk membuktikan si terdakwa bersalah adalah kit keterangan saksi

korban dengan disertai alat bukti lainnya yaitudtegan hakim.

3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang Hgaga dan
dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum karena slatavaan dasar bagi
seorang Hakim dalam melakukan pemeriksaan sampajatuabkan putusan di

sidang pengadilan baik berupa pemidanaan, bebadegias dari segala tuntutan
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hukum. Pada saat membuat surat dakwaan seorang Faksuntut Umum
dituntut untuk mampu, mahir dan jeli untuk menyusta mengingat surat
dakwaan menempati posisi yang penting dalam sisgeradilan pidana. Surat
dakwaan diperoleh dari adanya penyidikan yang dkak oleh penyidik dengan
disertai berita acara pemeriksaan (BAP). Pada dgsasurat dakwaan yang
dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai ddregda acara pemeriksaan
yang dibuat oleh penyidik hal ini sesuai dengaraPa3 Kitab Undang — Undang
Hukum Acara Pidana. Sebelum membahas mengenai dkikam suatu putusan
yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Ré&nuntum maka akan
dibahas dulu mengenai pengertian surat dakwaaratsyayarat pembuatan surat
dakwaan, bentuk surat dakwaan dan akibat hukunadeghsuatu surat dakwaan
yang tidak sesuai dengan syarat — syarat pembuyatarang di kaitkan dengan
permasalahan pada kasus dalam putusan ini.

Surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusaakipdiana
yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan geatam
yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakarsada
pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Ansorieuggab
1990:121).

Berdasarkan pengertian surat dakwaan yang dikerankaleh Ansorie
Sabuan diatas jika dikaitkan dengan kasus makandetesus ini Jaksa Penuntut
Umum dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai rdemgausan tindak
pidana yang didakwakan terhadap terdakwa HartatiAidul Rauf berdasarkan
hasil kesimpulan yang dilakukan oleh penyidik. Memg tindak pidana yang
didakwakan terhadap Hartati Bin Abdul Rauf adalalamggar Pasal 44 Ayat (1)
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapKekerasan
Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Undangdakhf Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuarm@agal

143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Réda
Yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:122) :

a.Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebutieamna
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahirisjé®lamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaamtga.

b.Syarat material, Dalam surat dakwaan harus beraian
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanag ya
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didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak
pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakpenuntut
umum harus bersifat cermat atau teliti terutanrayyzerkaitan dengan penerapan
peraturan perundang - undangan yang berlaku, migdr terjadi kekurangan dan
atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya swalivdan atau unsur - unsur
dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara taengenai hal - hal sebagai
berikut :

a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan ngalasurat

pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undanguhh Acara
Pidana);

b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nehisdem atau
kadaluwarsa;

c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ddipatrtanggung-
jawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum &&adana);

d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Wntladak pidana
yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan pemsyai@tmil dan
materiil seperti yang ada dalam berkas perkara pasyidikan;

e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembudddir,
tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum I(FagaKitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakwenuntut
umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tinddénpi atau delik yang
didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsumsur delik harus dapat
dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian faktduatan yang dilakukan
oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian uRsunsur atau pengertian
yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskafagiapasal yang didakwakan
harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam lbefakia perbuatan atau
perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan inasyasyarat material
dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermatkualamg jelas. Hal ini
dapat dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntutrdiypang menuliskan tuntutan

bukan mengandung unsur pidana yaitu menuntut defgeal 44 ayat (1)
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Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perigain Anak, tentu saja
dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat klamang jelas yang
mengakibatkan syarat materialnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan derigesus maka disini
terjadi suatu perbuatan pemukulan yang dilakukeh élartati Binti Abdul Rauf
terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradturnomo yang
menyebabkan memar pada pipi kanan dan bengkakrphdag bagian atas kiri,
perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf tersebut diadian diancam dengan Pasal —

Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 44 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahuf420entang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengaragdnjara 5 tahun
atau denda 15.000.000,- rupiah, Adapun unsur —w@am Pasal 44 Ayat (1)
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagéut :

a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapahjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kitamporang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tingelkana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindtna berupa manusia
yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan seceralff@erbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwdigri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitk@amgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteldan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti

Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
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kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaianga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursteda suatu akibat

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgediuatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dergEmukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti BintuAddradi Purnomo

mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bleavesn;

d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan imuksangat

bermacam — macam karena bisa diartikan sebagamn thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadenukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbigrgia dikaitkan

dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul

Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targganya Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang mém(kul orang lain

yang menyebabkan kerugian).

e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pttalak pidana dapat

f)

diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipe&tihuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang djggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secarsyafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekda&samacam

kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus npdda kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhietahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan

mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka meaaarlebam;

Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan begdaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya

penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
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maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamgalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radfpat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang pumam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rswdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukiasebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Pasal 80 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahuf220entang
Perlindungan Anak yang mana perbuatan tersebutipg#ana dengan pidana
penjara 3 tahun 6 bulan atau denda 72.000.000ahruAdapun unsur — unsur
pada Pasal 80 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 2udd#&002 Tentang
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapabjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. kKilanprang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pideamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarmppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tingekana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindina berupa manusia
yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secaraf@erbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandvdgri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan méebuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukaneblan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtias Tuti Binti

Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
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kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaianga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursteda suatu akibat

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgediuatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dergEmukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti BintuAddradi Purnomo

mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bleavesn;

d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan imuksangat

bermacam — macam karena bisa diartikan sebagamn thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadenukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbigrgia dikaitkan

dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul

Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targganya Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang mém(kul orang lain

yang menyebabkan kerugian);

e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pttalak pidana dapat

f)

diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipe&tihuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang djggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secarsyafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekda&samacam

kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus npdda kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhietahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan

mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka meaaarlebam;

Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan begdaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya

penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
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maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguatdgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamgalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radfpat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang pumam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rswdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemuki#asebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaas h@@menuhi
beberapa syarat, Syarat — syarat untuk membuat daksvaan adalah sebagai
berikut :

1. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaag memuat mengenai
nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahirjsjeelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa.sjylarat — syarat ini kita
kaitkan dengan kasus maka disini terdapat suatoupt&an pemukulan yang
dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf (32 Tahdrempat Lahir Wajo, Jenis
Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Tempat TinggklnJManuntung
Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupg@d¢énajam Pasir
Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, dam@saan indonesia).
Menurut penulis syarat formal dalam pembuatan sui@twaan yang
dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai.

2. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwgang memuat
mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelaganai tindak pidana
yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang akaR. Jika syarat ini
dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini JAg&santut Umum dalam
menguraikan tindak pidana yang didakwakan sudagikbgm dan jelas yaitu
dengan mendakwakan dua pasal kepada terdakwa, adapupasal tersebut
adalah :

a. Pada dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur @encadn dengan
pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ri&puidonesia
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeraalmDRumah
Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukenbuatan
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kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebam@@mdimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana @emaling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.0@0@0(lima belas juta
rupiah)”.

b. Pada dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dercadn dengan
pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Ri&puidonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ymamgunyi sebagai
berikut : “Setiap orang yang melakukan kekejamaekekasan atau
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap dipmlana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enlamfgn dan/atau denda
paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua jupiah)”.

Berdasarkan syarat materialnya Jaksa Penuntut Udalam membuat
surat dakwaan kurang cermat dalam penulisan tuntpidananya padahal hal
tersebut merupakan dasar Hakim dalam membuat puaitean pemidanaan yang
mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 197 aydiu(lf e Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Penuntut Umunmd@alatutan pidananya
mencantumkan pasal yang berbeda dengan surat dakwyeitu menuntut
terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang — UndammaX 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, maka menurut penulstslakwaan Jaksa Penuntut
Umum tersebut batal demi hukum karena kurang ceeiurut penulis Alasan
lain yang menyatakan bahwa surat dakwaan kurangateadalah bahwa
seharusnya tuntutan pidana dalam surat dakwaars haamuat pasal yang
mengandung unsur pemidanaan, namun dalam fakta gdagdalam surat
dakwaan, tuntutan pidana yang di berikan oleh Jdksaunut Umum tidak
memuat pasal yang mengandung unsur pemidanaaiterBabut sesuai dengan
bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 28uha2002 Tentang
Perlindungan Anak vyang berbunyi sebagai berikut nigentah wajib
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upayasehktan yang
komprehensif bagi anak agar setiap anak mempemiéehjat kesehatan yang
optimal sejak dalam kandungan”, maka dari bunyiaP44 Ayat (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindungankAleasebut diatas

menurut penulis tuntutan pidana jaksa penuntut urkurang tepat karena tidak
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sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tuntutamgmya tidak mengandung
unsur pemidanaan.

Surat dakwaan dalam praktik pada dasarnya berbéntlikna) macam
yaitu surat dakwaan berbentuk tunggal, surat dakveeabentuk alternatif, surat
dakwaan berbentuk subsider, surat dakwaan berbekdukulatif dan yang
terakhir surat dakwaan yang berbentuk kombinasiigghn hal tersebut
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hari SasangkemDapraktik, proses
penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwadaraalain sebagai berikut
(Hari Sasangka, 1996:115) :

a.Dakwaan Tunggal
b. Dakwaan Alternatif
c. Dakwaan Subsider
d.Dakwaan Kumulatif
e. Dakwaan Kombinasi

Bentuk — bentuk surat dakwaan tersebut diatas gikaitkan dengan
kasus maka dalam putusan ini surat dakwaan yanmakan oleh Jaksa Penuntut
Umum adalah surat dakwaan yang berbentuk alterreatdpun pengertian dari
dakwaan yang bersifat alternatif adalah surat dakwi@rsusun dari beberapa
tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidgar@g satu dengan tindak
pidana yang lain bersifat saling mengecualikan,apddkwaan ini, terdakwa
didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi phdkikatnya ia hanya didakwa
satu tindak pidana saja. Bisaanya dalam penulisammnggunakan kata “atau”,
sedangkan dasar pertimbangan penggunaan dakwaanatft adalah karena
Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang fikaesli atau pasal yang
tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersabaka untuk memperkecil
peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakamtaituk dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif dipergunakan dalam habarankualifikasi
tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindalapa yang lain menunjukkan
corak atau ciri yang sama. Dalam kasus ini JaksariRet Umum menggunakan
surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal testskisa dilihat dari penyusunan
pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan 2 (hsal yang coraknya
sama yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang — Undang Na28ofahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan8@asght (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungank Arsang mana pada
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kedua pasal tersebut sama — sama mengandung wrbuagan kekerasan fisik,

selain mengandung corak yang sama menurut peralasndsurat dakwaan yang

dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat ciri khysitu memuat kata “atau”
dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Mengenai akibat hukum yang diakibatkan berkaitamgda tidak
dipenuhinya syarat — syarat pembuatan surat dakeesumi Pasal 143 ayat (2)
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana makatesakibat surat dakwaan
tersebut batal demi hukum, adapun syarat — syanaqg yarus dipenuhi adalah
sebagai berikut :

a. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaag memuat mengenai
nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahirjsjgelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa.

b. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwgang memuat
mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelagenai tindak pidana
yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang ukiak.

Dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan a&baJPenuntut
Umum pada putusan ini tidak memenuhi syarat materal tersebut dapat
diperoleh dengan fakta bahwa Jaksa Penuntut Umilamdaenuliskan tuntutan
pidana yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwaielainkan menuliskan
tuntutan pidana dengan pasal yang tidak ada daddmvahn yaitu Pasal 44 Ayat
(1) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentanfindangan Anak, selain
itu pada pasal tuntutan pidananya tidak mengandasgr pemidanaan sehingga
menurut penulis surat dakwaan tersebut batal dakurh.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yahgHalkim, sebagai
pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan diparsjan dan bertujuan
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atagket antara para pihak.
Putusan Pegadilan pada dasarnya memiliki jenis pangeda baik dalam perkara
pidana, perkara perdata, maupun dalam perkaraisatea negara. Dalam perkara
pidana dikenal 2 (dua) jenis Putusan Pengadilatu yRButusan yang bersifat
formil (Putusan yang berisi pertanyaan tidak beamgmya pengadilan untuk
memeriksa suatu perkara, Putusan yang menyatakavalbsurat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitadang - Undang Hukum
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Acara Pidana, Putusan yang berisi pernyataan balakavaan Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal agét (1) Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi qiEan pemeriksaan
perkara oleh karena ada perselisipagudisiel atau perselisihan kewenangan),
putusan yang bersifat materiil (Putusan yang meihgeat terdakwa dibebaskan
dari dakwaan \fijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana, Putusan yang menyatakan tealdikepaskan dari segala
tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab bgdaUndang Hukum Acara
Pidana, Putusan yang berisi pemidanaan sesuai F¥&alyat (1) Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut penulis putusan dalam kasus ini merupakatusputusan yang
bersifat materiil karena putusan yang diberikanholéakim berisi mengenai
pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui denganyadperintah oleh Hakim
untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti AbdaluR Sesuai dengan putusan
yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwakan menurut penulis
putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintahad@pterdakwa untuk
menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amasdPuPengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana tesdals (lima) bulan
penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang beeisiidanaan sesuai
Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Ad&dana menurut penulis
harus sesuai dengan syarat — syarat pembuatanapubesdasarkan Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pid&&sal 197 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana menyatakan badwedu putusan
pemidanaan harus memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KBAAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal |ajeinis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaiakiea;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
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d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengekia flan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persaaik di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam suntatan;

f. Pasal peraturan perundang - undangan yang mergadr ¢ghemidanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang - gadayang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yangberatkan dan yang
meringankan terdakwa;

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelisriakcuali perkara
diperiksa oleh Hakim tunggal;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telpéntdri semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kka$iinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankagademenyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai bdraki

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsukamangan di mana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otediékiggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalananan atau
dibebaskan;

|. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, ndaldm yang
memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diat&s woha@pat ditarik
suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusamgsdrakim harus
mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yaggerta petimbangan yang
jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh parsidangan, namun dalam
putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penlrum sebagai dasar
pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat ke&alidalam menuliskan pasal
tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur piddeaurut penulis mengenai
putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdblasiati Binti Abdul Rauf
tidak sesuai dengan syarat — syarat pembuatangouyasg ada dalam Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidamahd dan e. Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidanaufhd menyatakan
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bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pangaf yang disusun
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beskttapembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadad penentuan kesalahan
terdakwa, namun pada kenyataannya dalam membepdimbangan majelis
Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggtasédakim Mahkamah
Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yamguklan oleh Jaksa
Penuntut Umum baik alat buRtisum Et Repertum maupun alat bukti keterangan
terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadifamggi serta Hakim
Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan terddiagya alat bukti
Visum Et Repertum karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sa
mengingat yang membuat bukan pejabat yang berweiaiga menurut penulis
putusan pemidanaan yang didasarkan 1 (satu) ttitkmierangan terdakwa saja
dengan disertai keyakinan hakim sudah cukup untidmibuktikan bahwa
terdakwa melakukan tindak pidana.

Jika Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang — Undang Huldgara Pidana
kita kaitkan dengan kasus pada putusan ini maka gadusan ini menurut
penulis Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilangdi, dan Hakim
Mahkamah Agung dalam membuat putusan tidak berkiasdasal 197 ayat (1)
huruf d, e dan f Kitab Undang — Undang Hukum AcBidana. Menurut Pasal
197 ayat (1) huruf d Kitab Undang — Undang Hukumarac Pidana bahwa
putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yaangud secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktag diperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penenkasalahan terdakwa.
berdasarkan uraian Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitabang — Undang Hukum
Acara Pidana tersebut Hakim dalam membuat putusaoshsesuai dengan
pembuktian yang ada dalam persidangan. Berbicarg@mnai pembuktian maka
pembuktian adalah suatu cara untuk memperoleh ketvenmengenai suatu
perbuatan yang dianggap tindak pidana atau suahwg@n tersebut melanggar
hukum dengan menggunakan alat bukti dan kesimpdkam. Dalam hukum
acara pidana sistem pembuktian didasarkan padd P&3aKitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, yang mana menurut A@&alKitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana tersebut menyatakan baistam pembuktian
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yang dianut adalah sistem pembuktian undang — unsecara negatifNegative
Bewijstheorie), adapun alasannya adalah dalam penerapannya umexkggn cara
dan alat bukti yang berada dalam undang — undatyH@P) dengan disertai
keyakinan Hakim. Alat bukti yang sah sesuai Pa84dldyat (1) Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang — Undtiukum Acara
Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam paotirs berkaitan dengan alat
bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nteidapat 2 (dua) alat bukti
yaitu berupa surai{sum Et Repertum) dan keterangan terdakwa.

1. Surat (Visum Et Repertum) yang dibuat oleh siswa yang melakukan
praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai dengan Pa&alhuruf a Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana maka alat bug&tim dalam
putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak ligadikan sebagai
dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu sangt lyisa dijadikan
sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yastgvdnang atau yang
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tgrkejadian atau
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialamisgadiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keamrayayitu. Selain Pasal
187 huruf a Kitab Undang — Undang Hukum Acara Padamenurut Pasal
187 huruf c Kitab Undang — Undang Hukum Acara Padgnga
menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan selagtibukti adalah
Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatapandoerdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu éteadang diminta
secara resmi dan padanya, maka dalam putusan hat @l4sum Et
Repertum) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempideardakwa
tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yarwgebang, bukan

ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.
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2. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengajatat bukti
berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk i@napterdakwa,
jika kita berbicara mengenai alat bukti keterangadakwa maka menurut
Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum &cRidana
keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa myathlsidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuiiseathu ia alami
sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan a&wda tersebut dikaitkan
dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesugamddéakta karena
terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakualie melakukan
pemukulan terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Bigus Dradi
Purnomo namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undangndang
Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan kesasaja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakydeabhuatan yang
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertalateadat bukti yang
lain. Pada Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang — Unddogum Acara
Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangadakwa yang
digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntutntidak memenubhi
untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikataebagai alat
bukti maka keterangan terdakwa harus disertai derad@t bukti yang
lain, dalam hal ini sebelumnya kita membahas meaigalat bukti lain
yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yeisum Et Repertum
namun alat bukti surat yang berup@um Et Repertum ini tidak bisa
dijadikan sebagai alat bukti karena tidak dibua¢holpejabat yang
berwenang dan dibuat tidak menggunakan sumpahajalbet ini sesuai
dengan Pasal 187 Kitab Undang — Undang Hukum ARatana, menurut
penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan digdmnkeyakinan hakim
saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdavealaéd melakukan
tindak pidana. Pada Pasal 189 ayat (3) Kitab Undakhimdang Hukum
Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakamgahdapat
digunakan terhadap dirinya sendiri. Sesuai Pasél dyat (3) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengaaa bukti

keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijaddebagai alat bukti
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asalkan dengan disertai keyakinan hakim untuk mjekkan bahwa

terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan

Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan ig@naan tidak
sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab bmdaUndang Hukum Acara
Pidana. Mengenai alasan tidak sesuainya penjatoi@san oleh majelis hakim
adalah karena dalam penjatuhan pidananya dengdadagkan alat bukti yang
tidak sah yaitu dengan alat bukiisum Et Repertum yang dibuat oleh siswa yang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Berkaitan dengan penjatuhan putusan pemidanaah F¥sayat (1) uruf
e Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana mengatdahwa “dalam
putusan pemidanaan harus memuat Tuntutan pidaregaenana terdapat dalam
surat tuntutan”. Jika pasal ini kita kaitkan dengasus maka menurut penulis
putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim RilagaNegeri dan Hakim
Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidekuai dengan Pasal 197
ayat (1) huruf e Kitab Undang — Undang Hukum AcRidana, karena tuntutan
pidana yang ada dalam surat dakwaan tidak sesngadgpasal yang didakwakan
oleh Jaksa Penunut Umum, maka menurut penulistamfpidana tersebut tidak
jelas sehingga menyebabkan surat dakwaan dan putlsdam tersebut berakibat
batal demi hukum, selain tidak sesuai dengan pgsa didakwakan, tututan
pidana yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tidkuat pasal pemidanaan
sehingga menurut penulis tuntutan tersebut tidakat

Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang — Undanduthu Acara Pidana
menyatakan bahwa “putusan pemidanaan harus memasal Foeraturan
perundang - undangan yang menjadi dasar pemidaataantindakan dan pasal
peraturan perundang - undangan yang menjadi dakamhdari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan yang meringankarkweatiaPasal 197 ayat (1)
huruf f Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidanesdbut diatas jika
dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis putysamidanaan yang
dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakiemdadilan Tinggi serta
Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasalaya? (1) huruf f Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, adapun alasamuilah dalam

faktanya hakim tidak mencantumkan pasal yang medgshr pemidanaan, pada
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utusan ini hakim hanya memuat tentang kesalahatakem yaitu melakukan
kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tanggaa disertai dengan pasal
yang memuat pidananya.

Akibat hukum adalah akibat atau hasil yang terjddu disebabkan karena
adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh manata badan hukum
terhadap objek hukum. Akibat hukum pada dasarnyapma&an sumber lahirnya
suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (maratsia badan hukum) yang
melakukan perbuatan hukum. Kaitannya dengan kasusakibat hukum dari
suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan dpanat (Syarat ini berkaitan
dengan identitas tersangka yang meliputi : namgklegm, tempat lahir, umur atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempafgthl, agama dan pekerjaan).,
sedangkan syarat materiil (syarat ini berkaitangdanDalam surat dakwaan
harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap memgendak pidana yang
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tipiz&na dilakukan). Jika
dalam pembuatan surat dakwaan tersebut tidak mdmegarat material dan
formal yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab dgdaUndang Hukum Acara
Pidana maka akibat hukumnya adalah batal demi hukwah ini tercantum
dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undatipdang Hukum Acara
Pidana yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak nmeime ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hiithb Undang — Undang
Hukum Acara Pidana batal demi hukum.”

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kutenmat juga
dalam pembuatan putusannya Hakim ikut — ikutanhsaalam memberikan
putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UndandangrNomor 23 Tahun 2002,
yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang — undampiN23 Tahun 2004, jelas
disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negéfiakim Pengadilan Tinggi
serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatika@aritean yang ada dalam
Pasal 197 ayat (1) ¢ dan d Kitab Undang — UndarkuhtuAcara Pidana. Dalam
Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang — Undang Hukum &daidana dijelaskan
apabila suatu putusan tersebut tidak sesuai dépagad 197 (1) huruf a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j, k, | Kitab Undang — Undang Hukum AaaPidana berakibat putusan

Hakim tersebut batal demi hukum. Menurut penulikk béakim maupun Jaksa
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Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan danagutigak melihat alat
bukti yang digunakan yaitu berupa alat bitsum Et Repertum, padahal alat
bukti surat Yisum Et Repertum) tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak
mempunyai kewenangan, bukan ahlinya, bukan merumpaiejabat yang
disumpah atas jabatannya, oleh karenanya menurutlipeéhal tersebut sangat
fatal mengingat baik hakim dan Jaksa Penuntut utm@&rupakan orang pilihan
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penuntlganpemberi vonis
bagi orang yang membutuhkan keadilan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka apabila datemtbyatan putusan
pemidanaan yang tidak sesuai atau didasarkan etas hcara pemeriksaan dan
surat dakwaan yang salah maka menurut penulis gufpsmidanaan yang dibuat
oleh Hakim berakibat batal demi hukum. Putusan gamaan yang dibuat oleh
Hakim dianggap memunyai kekuatan hukum yang tetpabi dalam
pembuatannya didasarkan pada surat dakwaan yangméirsyarat formal dan
materialnya, harus didasarkan dengan adanya atsityang sah yang ada dalam
kasus, dan harus memuat tentang Pasal PeraturandBag — Undangan yang

menjadi dasar hukum dari suatu putusan.



BAB 4
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penahspenoleh suatu

kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1.

4.2.

Asas Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan apuacdhlasannya adalah
sebagai berikut :
a. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP;
b. Berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP;
c. Berdasarkan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 T20¢h Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusamgalibuat oleh hakim
tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penunwmladalah batal demi
hukum, adapun alasannya adalah karena alat bukg g&gunakan oleh
majelis hakim berup&isum Et Repertum tidak sah karena yang membuat
Visum Et Repertum tersebut bukan pejabat yang berwenang, hal ira jug
didasarkan pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undangdably Hukum Acara
Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinyentketn dalam Pasal
197 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Radanengakibatkan
putusan batal demi hukum, mengenai alasan padasgutini bahwa
putusan yang dibuat oleh majelis hakim tidak merhehketentuan pada
Pasal 197 ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undatgndang Hukum Acara
Pidana.

Saran

Berdasarkan pada uaraian kesimpulan diatas madtapesr beberapa saran.

Yaitu sebagai berikut :

1.

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mernnpeangkan alat

bukti yang digunakan untuk mendakwakan dan merjatutpidana serta
dalam menerapkarsas Unus Testis Nullus Testis harus sesuai dengan
penjelasan Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayataf2)3) Kitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undangdand) Nomor 23
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Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamhRLengga.

. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaars Isasuai
dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang — UndanguimMulicara
Pidana, sedangkan Majelis Hakim dalam membuat aotusarus
sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang -atndHukum
Acara Pidana agar surat dakwaan maupun putusan dibogt oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak merigakan batal

demi hukum.
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MOTTO

“Hai orang — orang yang beriman jadilah kamu orangyang benar — benar penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhalap dirimu sendiri, atau ibu
bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia (orang yang tegugat atau yang terdakwa)
kaya atau miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatanya, maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari lebenaran, dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi sksi maka sesungguhnya Allah

maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

! R.H.H. Soeharjo, 1978lqur'an Dan Terjemahannya Quran Surat Annisa’ A¢85 Yayasan
Penyelenggaraan Penterjemahan / Penfsiran Alquléd@rta
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RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI
DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM
(Putusan Mahkamah Agung RI No0.1958 K/Pid.Sus/2009)

Kekerasan dalam rumah tangga sekarang ini merupstkatu kejahatan
yang sering terjadi, dan kebanyakan dialami oleankgerempuan utamanya
terjadi pada anak. Tindak pidana kekerasan dalamamuangga yang terjadi akhir
— akhir ini merupakan perwujudan dari salahnya geam bahwa kekerasan
tersebut merupakan suatu upaya untuk mendidik @emberikan teguran agar
kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Berkaitangdn banyaknya kekerasan
yang terjadi terdapat suatu kasus yang dilakukah si ibu (Hartati Binti Abdul
Rouf, 32 Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempggdl Jalan Manuntung
Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kasupnajam Pasir Utara)
yang melakukan pemukulan terhadap anak tirinya YERarwatiningtias Tuti
Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutip&kta Kelahiran No.
3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) yang rbeiwan adanya luka
memar dan lebam sesuai dengdisum Et RepertumSesuai dengan kasus
tersebut diatas maka dalam skripsi ini terdapaetzgia permasalahan yang akan
dibahas yaitu pertama, apaké&isas Unus Testis Nullus Teshsa diterapkan
pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangggingzt dalam putusan
ini hanya terdapat 1 (satu) alat bukti yang salluke apakah akibat hukum jika
suatu putusan yang dibuat oleh seorang Hakim sdakai dengan surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah pertama, Untumlengkaji dan
menganalisa apakafisas Unus Testis Nullus Tesbssa diterapkan atau tidak
pada perkara pidana khususnya pada tindak piddeadsan dalam rumah tangga
pada kasus dalam putusan ini, dan kedua Untuk nagirgdgn menganalisa akibat
hukum jika suatu putusan yang dibuat oleh seoraagiril yang tidak sesuai
dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsiadalahYuridis
Normatif Yuridis Normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengannerapkan kaidah - kaidah
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atau norma - norma dalam hukum positif, maksudmgdad penelitian ini dikaji
berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yateketan dihubungkan
dengan kenyataan yang aB&ndekatan masalah yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah pertama dengan Pendekatan Pangne UndanganStatute
Approacl) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneladang - undang
dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu atata fAaukum dengan
permasalahan yang menjadi pokok permasalahan. Kddungan Pendekatan
Konseptual Conceptual Approagh yaitu pendekatan yang beranjak dari
pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin yandebgbang dalam ilmu
hukum, sehingga menemukan ide - ide yang melahigeargertian - pengertian
hukum, konsep - konsep hukum, dan asas - asas hykogirelevan dengan isu
yang dihadapi. Bahan hukum yang diguanakan adaahrbhukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Kesimpulannya yang dapat diambil dari permasalajerg ada adalah
Asas Unus Testis Nullus Teshissa diterapkan pada tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan inetsgbut didasarkan pada
Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 Ayat (2) dan (3) Kitaldahg — Undang Hukum
Acara Pidana serta Pasal 55 Undang — Undang NofdmaBun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedaakjkat hukum yang
ditimbulkan apabila suatu putusan yang dibuat ddekim tidak sesuai dengan
surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Uadatah batal demi hukum,
hal ini didasarkan pada Pasal 197 Ayat (2) Kitalldhg — Undang Hukum Acara
Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinyenketn dalam Pasal 197
Ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidarengakibatkan putusan
batal demi hukum, mengenai alasan pada putusdraiwa putusan yang dibuat
oleh Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan padsaP297 Ayat (1) huruf c, d
dan e Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana ymug intinya berkaitan
dengan pembuktian dengan alat bukti begam Et Reperturyang dibuat oleh

orang yang tidak mempunyai jabatan atau keahlizmkumembuatnya.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan sesuatu yang terpenting daldoptkita, bayangkan
saja jika seseorang tidak mempunyai keluarga, nsl@ah bisa dipastikan
hidupnya tidak akan menentu. Dalam benak kita pagitampang ingin memiliki
rumah tangga yang harmonis, namun dewasa ini hakket sangat sulit
diwujudkan karena masing—masing anggota dalam rumaaigga memiliki
keinginan yang berbeda sehingga dimungkinkan adpesselisihan.

Kekerasan dalam rumah tangga membawa dampak yauatsa
serius bagi korban, terlebih lagi jika korbannyaalan anak,
dimana terjadi proses pembelajaran dan akan berkalui
modeling. Anak yang dibesarkan dengan tindak kesegraakan
menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari. Misalsgarang
anak laki-laki tinggal bersama ayah pelaku kekerasahadap
ibunya, maka anak tersebut akan berlaku sama yaitaerung
menggunakan cara yang sama kepada pasangannyanddike
hari. (Herkutanto, 2000:12)

Terkait dengan pemaparan Herkutanto tentang kekedsdéam rumah
tangga tersebut diatas maka pada skripsi ini akaaji dnengenai putusan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khysusentang kekerasan
dalam rumah tangga. Selain mengkaji mengenai puthHs&im yang didasarkan
pada satu alat bukti dalam skripsi ini akan membgahangenai akibat hukum
yang ditimbulkan apabila suatu putusan tidak sedaagan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum.

Saksi merupakan suatu alat bukti yang terpentingnugroses peradilan
baik dalam perkara pidana, perkara perdata mauplamd perkara yang
berhubungan dengan perkara tata usaha negara. Omizses peradilan yang
berkaitan dengan perkara pidana adanya keberhafalam proses persidangan
sangat tergantung pada alat bukti yang terungkayp dimunculkan dalam tingkat
peradilan terutama yang berkenaan dengan saksenidedn dalam suatu proses
peradilan pidana sangat dimungkinkan akan terungéppbila saksi yang

dihadirkan telah memberikan keterangan yang menmdukdanya tindak pidana.



Peran dari saksi selama ini masih jauh dari yarardpkan
dalam rangka mengungkap kebenaran pada prosesilgerad
pidana dan tidak jarang baik masyarakat maupuragpanegak
hukum kurang memperhatikannya padahal saksi meampalat
bukti yang utama dalam Kitab Undang - Undang Hukbeara
Pidana. littp:/pemantauperadilan.cordiakses pada tanggal 03
Desember 2010 pukul 22.30 WIB)

Terkait kurang diperhatikannya peran saksi dalanses peradilan pidana

oleh penegak hukum baik jaksa penuntut umum mau@kim menyebabkan
banyak kasus yang tidak bisa diselesaikan dengasarml alat bukti tidak
mencukupi, padahal kasus tersebut bisa dibuktikaryd dengan seorang saksi
dengan ditambah adanya alat bukti yang lain. Bexkailengan alat bukti saksi
terdapatAsas Unus Testis Nullus Testis dimana dalam pengertiannya pada intinya
menyatakan bahwa satu saksi bukan saksi, jikaddta dalam kasus apak#isas
Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan mengingat dalam perkara hanyapeatd
satu alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa.

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulldari
adanya perbuatan hukum. Akibat hukum yang merupakan
tindakan dari subjek hukum mengenai suatu perigtivkaim bisa
berbentuk yang dikehendaki (menguntungkan) maupangy
tidak dikehendaki (merugikan). (Soepomo, 2001:79)

Perbuatan hukum bisa dilakukan dengan adanya sexbhuatan yang
menyangkut pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa teetlmum maupun suatu
putusan yang dibuat oleh seorang Hakim yang tejatuesda akibat hukumnya.
terkait dengan akibat hukum tersebut maka dalaipsikni akan dikaji mengenai
akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusamgyalibuat oleh Majelis
Hakim yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jesantut Umum.

Surat dakwaan dalam proses peradilan pidana dileat oleh
Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kemampuan untuk
membuatnya, dalam pembuatan surat dakwaan harus ada
wewenang oleh Undang-Undang agar surat dakwaagbters
memperoleh kekuatan yang tetap dan tentunya memsyaat—
syarat pembuatan surat dakwaan. Penuntutan dalam@at su
dakwaan merupakan hal dasar dalam sistem peragdizana
utamanya dalam proses persidangan. (Ansorie Sab888;121)

Dikatakan sebagai hal dasar karena putusan Hakintinga harus
berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat olea Jdnuntut Umum, namun

bagaimana putusan Hakim tersebut dapat dikatakemps®a atau mempunyai



kekuatan yang tetap bila surat dakwaan sebagar g@sabuatan putusan oleh
Hakim terdapat kesalahan akibat ketidak cermatah ekorang Jaksa Penuntut
Umum sebagai pejabat yang secara teknis sudah mmmigmasih terdapat

kekeliruan dan ketidak cermatan.

Terkait dengan surat dakwaan dalam kasus ini J&esantut Umum
mendakwakan kepada terdakwa Hartati Binti Abdul fR@2 Tahun, Tempat
Lahir Wajo, Jenis Kelamin Perempuan, Beragama IslBempat Tinggal Jalan
Manuntung Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Renddabupaten Penajam
Pasir Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tanggakelaangsaan Indonesia)
dengan 2 (dua) pasal yaitu diancam dengan Pasaya4(1) Undang—Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeras@mCRumah Tangga
(dakwaan kesatu), serta diancam dengan Pasal 80 (&yandang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bgdmamun dalam
Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut terdalengash Pasal 44 ayat (1)
Undang—-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlgaluinak, hal ini tentu
saja berbanding terbalik dengan yang didakwaamadeuh terdakwa dimana dalam
tuntutan Pasal 44 ayat (1) Undang—Undang Nomor 2Bufi 2002 Tentang
Perlindungan Anak tersebut tidak memuat ketentudang. Berkaitan dengan
penulisan penuntutan dalam surat dakwaan yang 8dakai dengan apa yang
didakwakan maka akan dikaji mengenai akibat hukangyimbulkan tersebut.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yanguéldakoleh Hakim
dalam sidang di pengadilan terbuka yang dapat bepgmidanaan maupun
berupa bebas atau lepas. Suatu putusan Hakim haeosenuhi syarat—syarat
yang ada dalam Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang—tnéakum Acara Pidana.
Berkaitan dengan pembuatan putusan yang tidak isdsngan ketentuan dalam
Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum A&adana tentu saja terdapat
akibat hukumnya, maka dalam penulisan skripsi kanamengkaji mengenai
akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusataki sesuai dengan surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berkaitan dengan uraian diatas ada suatu contals kas1g akan dibahas
dan dikaji pada skripsi ini yaitu mengenai perkgaag diputus oleh Mahkamah
Agung tentang kekerasan dalam rumah tangga ya#lk sebagai korban tindak



pidana dalam perkara No. 1958 K/Pid.Sus/2009. Dapartusan Mahkamah
Agung tersebut permohonan kasasi terdakwa Hariati Bbdul Rouf ditolak
oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwlex facti tidak salah menerapkan
aturan hukum serta putuspudex facti tidak bertentangan dengan hukum.

Pada awalnya sebelum terjadi pemukulan, hari Minggunggal 10
Februari 2008 sekitar jam 18.00 WITA si ibu (HartBinti Abdul Rouf, 32
Tahun, Perempuan, Beragama Islam, Tempat Tingdah Januntung Rt.13
Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupatexpae®asir Utara) untuk
selanjutnya disebut terdakwa, menyuruh anak tirif@ny Purwatiningtias Tuti
Binti Agus Dradi Purnomo, 15 Tahun Sesuai Kutipakia Kelahiran No.
3232/477/1993 Tanggal 18 September 1993) untuknjsieya disebut korban,
untuk pergi ke pasar mengambil jeruk, namun kagnanak terlambat maka
pemukulanpun terjadi di rumahnya sendiri, tepatdyadepan kamar si ibu.
Perlakuan ibu tersebut menyebabkan pembengkakam nahdng bawah kanan,
dan juga terjadi pembengkakan pada pipi kanan demfgertai memar, hal
tersebut diperoleh berdasarkan visum yang dibuaeh diswa yang sedang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Mahkamah Agung dalam hal ini mengadili dengan nmegermohonan
kasasi dari pemohon kasasi Hartati, Binti Abdul Réan menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 11 Septen#t®)8 Nomor
139/Pid.B/2008/PN.TG dan Putusan Pengadilan Tirl{gimantan Timur di
Samarinda Nomor 10/PID/2009/PT.KT.SMDA yang tetagmpidana terdakwa,
dengan dasar pertimbangan bahwa alasan kasadivterdidak dapat dibenarkan
karena mengenai berat ringannya pidana dalam enkiamerupakan wewenang
judex facti yang tunduk pada kasasi. Hakim dalam pertimbatejarmenyatakan
bahwa putusafudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
atau Undang-Undang, sehingga dalam hal ini Mahkawghng mengadili
sendiri dengan menyatakan menolak kasasi dari pemkhsasi atau terdakwa
Hartati Binti Abdul Rauf tersebut

Dari pemaparan latar belakang diatas maka pemujis imenelaah dan
membahasnya dalam skripsi dengan jutRNALISIS YURIDIS PUTUSAN
HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA



PENUNTUT UMUM ( PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1958 K
/ PID.SUS /2009 )".

1.2.  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, makagsadahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :
1. ApakahAsas Unus Testis Nullus Testis Bisa Diterapkan Pada Tindak
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mengingat DRalgasan Ini
Hanya Terdapat 1 (Satu) Alat Bukti Yang Sah ?
2. Apakah Akibat Hukum Jika Suatu Putusan Tidak SeBamigan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah melipditia hal yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apak@atas Unus Testis Nullus
Testis bisa diterapkan atau tidak pada perkara pidanaudmya pada
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga padas kdalam
putusan ini;

2. Untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum jikatsuputusan
yang dibuat oleh seorang Hakim yang tidak sesuaigale surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

1.4. Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penyusunan skrgmilah metode
penelitian. Metode penelitian ini digunakan untugn@mukan, mengembangkan
dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedwg panar dan tepat serta
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peter Mahmud Marzuki, (2010:39) menyatakan bahwtaeepenelitian
sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, phingum maupun doktrin -
doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi d&a juntuk menghasilkan
argumentasi, teori atau konsep baru sebagai ppsskdialam menyelesaikan

masalah yang dihadapi.



1.4.1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam skripsiadalahYuridis
Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2010:3%)ridis Normatif artinya
permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikalamd penelitian ini
difokuskan dengan menerapkan kaidah - kaidah aiauan- norma dalam hukum
positif, maksudnya adalah penelitiana ini dikajidasrkan peraturan Perundang -

Undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan laanygang ada

1.4.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalamiggmnskripsi ini

adalah :

a. Pendekatan Perundang - Undanga8atgte Approach) vyaitu
pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undamglang dan
regulasi yang bersangkutpaut dengan isu atau fakkam dengan
permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.

b. Pendekatan KonseptualCdnceptual Approach) yaitu pendekatan
yang beranjak dari pandangan - pandangan dan dekiioktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan igdie yang
melahirkan pengertian - pengertian hukum, konskpnsep hukum,
dan asas - asas hukum yang relevan dengan isudylzeddppi. (Peter
Mahmud Marzuki, 2010:93).

1.4.3. Sumber Bahan Hukum
Bahan - bahan hukum yang digunakn dalam penuliggapss ini adalah
sebagai berikut :
a. Sumber Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang bersifattoritatif artinya mempunyai
otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dariuRdang-Undangan, catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Uadadgn putusan-putusan
Hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsineiiputi :

1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukumrg\c
Pidana



8.

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perligan
Anak

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah
Agung

Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kegaksa
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghap
Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kelmasa
Kehakiman

Undang — Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peambah
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 1986 Tentang Pamad
Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K/PID.SUS/2009

b. Sumber Bahan Hukum Skunder

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yangabuknerupakan

dokumen - dokumen resmi, meliputi buku - buku t@kterature), kamus hukum,

jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadiater Mahmud Marzuki,

2010:141). Bahan hukum yang digunakan dalam skiipsneliputi buku-buku

teks (iterature) yang berkaitan dengan hukum Indonesia, komenkamentar

atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan ahagahg dibahas.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode ataa catuk

menemukan jawaban atas permasalahan yang dibamhasesPmenemukan

jawaban atas permasalahan yang dibahas menurut Retemud Marzuki
(2010:171) dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir halhal yang tidak

relevan dan menetapkan permasalahan yang dibahas.

2) Pengumpulan bahan - bahan hukum.

3) Melakukan telaah permasalahan yang akan dibahas.

4) Menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan gidoadnas.

5) Memberi preskripsi berdasarkan argumentasi yaadn bangun didalam

kesimpulan.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Pengertian, Bentuk Dan Unsur Kekerasan Dalam Rumafiangga
2.1.1. Pengertian Dan Unsur — Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut pakar hukum diriedia masih belum
ada kesepakatan pendapat. Ada yang menggunak&h iperbuatan pidana,
tindak pidana atau dengan istilah lain, namunaistperbuatan pidana dan tindak
pidana lebih sering digunakan dalam Tata BahasanBang - Undangan di
Indonesia.

Soedirdjo (1985:13) menulis dalam bukunya, bahweng@rbaru

akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahdragaémana

salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yidiak

dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuakan

menjadi perbuatan pidana apabila terdapat unsug yhlarang,

atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengaangid

sedangkan mengenai sifat dari perbuatan terselaut diketahui
dengan adanya unsur melawan hukum.

Maksud dari pernyataan Soedirdjo mengenai pengetiredak pidana
adalah bahwa seseorang yang telah melakukan sediugtan yang didalamnya
mengandung unsur kesalahan, unsur yang melakukdugian yang dilarang,
terdapat ancaman pidana bagi yang melakukan perbyang dilarang tersebut
serta terdapat sifat melawan hukum. Mengenai sielawan hukum maksudnya
adalah bahwa suatu perbuatan tersebut yang dilakolked subjek hukum diatur
dalam suatu Undang — Undang tertentu dan Undanghdamd) tersebut juga
memuat ancaman pidana atau sanksi pidana. Dapat dilgtakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh statanahukum dilarang dan
diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingatvealarangan ditujukan kepada
perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yamgbdlkan oleh kelakuan
sesorang, sedangkan ancaman pidananya ditujukamd&emrang yang
menimbulkan kejadian itu.

Menurut Rusli Muhammad (2006:25-26), tindak pidaamalah
perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbyatdensifat
melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bdgkuymya
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.



Berkaitan dengan pengertian tindak pidana menungliRMuhammad
maka maksud dari tindak pidana tersebut adalah d®adwatu perbuatan yang
dilakukan oleh subjek hukum tersebut bisa dikenaka@ana atau ancaman
pidana, adapaun ancaman pidana yang dimaksud askdaki dengan Pasal 10
Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu pidanaogofpidana mati, pidana
penjara, pidana kurungan, pidana denda) dan pitéanbahan (pencabutan hak-
hak tertentu, perampasan barang — barang terfggrigumuman putusan Hakim).
Unsur yang harus ada menurut Rusli Muhammad daladak pidana adalah
adanya unsur kesalahan yang berlaku bagi subjeknylang melakukan tindak
pidana, selain itu dalam tindak pidana juga haresnomat adanya unsur dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana. Istilah pggtamgjawaban pidana
mempunyai pengertian bahwa subjek hukum yang mietaktindak pidana harus
mampu menjalankan tanggungjawabnya secara pidana.

Berdasarkan pada beberapa pengertian tindak pidiates maka dalam
penulisan skripsi ini akan menggunakan pengertisdak pidana menurut Rusli
Muhammad karena dalam pengertiannya terdapat adamysur dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana sedangkan gelagertian tindak pidana
menurut Soedirdjo tidak menyinggung mengenai pggangjawaban pidana bagi
subjek hukum baik itu manusia maupun badan hukung yaelakukan tindak
pidana. Jadi tindak pidana memiliki pengertian bahswatu perbuatan yang
dilakukan oleh subjek hukum dimana perbuatan teksdbarang oleh hukum,
diancam dengan pidana. Perbuatan tersebut sel@rardi juga mengandung
unsur adanya kesalahan dan perbuatan tersebut dasatanggungjawabkan
secara pidana bagi yang melakukannya.

Berdasarkan pada pengertian tindak pidana diatds niea pengertian
tindak pidana tersebut diaplikasikan terhadap kaseka disini terdapat suatu
perbuatan yang dilakukan oleh ibu (Hartati Bintidtib Rouf) berupa pemukulan
sebanyak dua kali terhadap anak tirinya (Enny Ptimngtias Tuti Binti Agus
Dradi Purnomo), diman perbuatan tersebut dilaralp Undang — Undang
utamanya Pasal 44 ayat (1) Undang — Undang Nomora2®in 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pertsidtandiancam dengan



10

pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda palinggdlai5.000.000., (lima belas
juta rupiah), dan si ibu bisa mempertanggungjawabya secara pidana.

Setelah diuraikan mengenai pengertian dari tindadara dari pakar
hukum pidana, maka selanjutnya akan diuraikan meaigesur—unsur yang ada
dalam tindak pidana. Dalam hal ini ada beberapalgragan dari pakar hukum
pidana mengenai unsur — unsur yang ada dalam tipata, pandangan dari
beberapa pakar hukum pidana. Menurut Lamintang 7(193), unsur — unsur
tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan;

Maksud;
Perencanaan,;

Sifat melanggar hukum;

o 0Pp

Kausalitas.

Berdasarkan uraian unsur — unsur tindak pidana yi#temukakan oleh
Lamintang mempunyai maksud bahwa unsur kesengajeasebut harus
memenuhi rumusan Undang — Undang dan juga unsusudattan perencanaan
tersebut harus melawan hukum. Sedangkan unsur silanggar hukum
mempunyai maksud bahwa seseorang tersebut harakukah suatu perbuatan
yang bertentangan dengan Undang — Undang, sedangkamr kausalitas
mempunyai maksud bahwa harus ada hubungan antata sodakan dengan
kenyataan yang ada.

Unsur — unsur tindak pidana menurut Wirjono Proikjob
(2003:28) adalah sebagai berikut :

1) Adanya subjek tindak pidana;

2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;

3) Adanya sebab akibaC@usaal Verband);

4) Adanya unsur sifat melawan huku@nfechtmatigheid);

5) Adanya kesalahan

6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan subjek tindak p@asdalah subjek
hukum yang meliputi manusia maupun badan hukumnyadgerbuatan dari
tindak pidana mempunyai maksud adanya tindakan vyaglgs yang
mengakibatkan kerugian entah bagi orang lain, badd&um maupun negara.
Unsur sebab akibat mempunyai maksud bahwa adanybugian yang

menyebabkan dampak yang nyata bagi yang merasgikain) adanya unsur sifat
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melawan hukum mempunyai maksud bahwa perbuatagbtdrenelanggar suatu
norma yang ada dalam Undang - Undang. Unsur kemalatempunyai maksud
bahawa disini yang melakukan kesalahan dapat diksareksi dan tidaka ada
alasan pemaaf. Sedangkan unsur dapat dipertangguatgfan mengandung arti
bahwa perbuatan subjek tersebut bisa dipertanguabjen secara pidana bagi
seseorang yang melakukan perbuatan tersebut.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan ruaswnsur tindak
pidana yang dirumuskan oleh Wirjono Prodjodikordaun alasannya adalah
karena unsur yang dipaparkan sangat relevan dekasurs yang dikaji oleh
penulis. Selain itu menurut penulis adanya unsbalseakibat sangat penting
mengingat suatu akibat tidak akan terjadi tanpayalaebab.

Jika dikaitkan dengan kasus, maka unsur — unsudakirpidana yang
dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan unsastt tindak pidana diatas
sesuai dengan rumusan yang dikemuakan oleh Wirtnodjodikoro. Adapun
unsur — unsur tersebut meliputi adanya orang yaetakukan sebagai subjek
tindak pidana, adanya perbuatan yang dalam faktatisefleksikan dengan
perbuatan terdakwa menampar korban, adanya akdrag ditimbulkan yaitu
terdapat luka lebam yang diderita, adanya sifabma&h hukum dapat dibuktikan
bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam Undang — hnépddan yang terakhir

adanya unsur dapat dipertanggungjawabkan secaaglihgi terdakwa.

2.1.2. Pengertian Dan Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi dalasyanakat, dan ini
adalah salah satu bentuk konflik yang biasa terjdtkkerasan terhadap
perempuan dan anak merupakan tindakan yang marugi&rempuan maupun
anak baik secara fisik dan nonfisik.

Di dalam rumah tangga, konflik merupakan hal yarasdy perselisihan
pendapat, perdebatan, pertengkaran, tapi semuéidald serta merta disebut
sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Napaila konflik tersebut
berakibat pada suatu perbuatan yang terindikasiyadansur — unsur melawan
hukum maka perbuatan tersebut bisa dipertangguagjeam secara pidana,
misalnya perbuatan seorang ibu yang memukul anakayena alasan kesal

sehingga terdapat luka.
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Undang — Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pengaapkiskerasan
Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 maka kekedsdam rumah tangga
adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terpmampuan yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secaka $isksual, psikologi, atau
penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-ha yengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuakubertindak, rasa tidak
percaya, atau penderitaan psikis berat pada sespotandang-Undang ini
merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk ngaitéerjadinya kekerasan
dalam rumah tangga, menindak pelaku Kekerasan d&®amah Tangga, dan
melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Ruarajgd
dibentuk tidak bertujuan untuk mendorong percetaian
sebagaimana sering dituduhkan orang namun Undadg#dn
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini josttujuan
untuk memelihara keutuhan Rumah Tangga yang besraarb
harmonis dan sejahtera dengan mencegah segal&k hekierasan
sekaligus melindungi korban dan menindak pelaku eesan
dalam Rumah Tangga (Mufidah, 2006:14).

Menurut Pasal 5 Undang — Undang Nomor 23 Tahun ZDé&dtang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disethdkara bentuk—bentuk
Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatiéaa sakit, jatuh

sakit, atau luka berat (Pasal 5 jo. Pasal 6);

2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuatukubertindak,
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikist [pada seseorang
(Pasal 5 jo. Pasal 7);

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yangpéepemaksaan
hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual deagantidak
wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubung&susak dengan
orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuententu (Pasal 5 jo.
Pasal 8), yang meliputi:

a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tert@dag yang

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
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b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seadany lthgkup
rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan ksialedan atau
tujuan tertentu.

4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan measdant orang
dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukamgyberlaku
bagi yang bersangkutan atau karena persetujuarpatgnjian ia wajib
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemelihakepada orang
tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiapngoraang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan carabatasi dan
atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam dtduar rumah
sehingga korban berada di bawah kendali orangherg®asal 5 jo.
Pasal 9).

Pasal 2 ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahum ZDéntang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyakstema Lingkup
rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

a. Suami, isteri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dergang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungaah,d
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalamy ynenetap
dalam rumah tangga;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan npertam
rumah tangga tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kekerasan dalemah tangga
merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh sgal@am lingkungan rumah
tangga secara melawan hukum yang berakibat timaybeyderitaan baik secara
fisik, seksual, psikologis, penelantaran rumah ganglan juga termasuk
didalamnya hal — hal yang mengakibatkan ketakutéangnya rasa percaya diri,
penderitaan psikis berat kepada seseorang. Penbtettsebut bisa dikenakan
pertanggungjawaban pidana bagi siapa saja melakysan

Jika dikaitkan dengan kasus ini maka perbuatarakevd yang merupakan
ibu tiri korban adalah suatu perbuatan kekerasdandaumah tangga karena

perbuatan terdakwa dilakukan dalam lingkup rumamgdanya sendiri, dan
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perbuatan tersebut menyebabkan atau berakibat fiade secara fisik dan
psikologis pada korban. Jika dilihat dari faktard@lam melakukan perbuatan
terdakwa berada dalam keadaan sengaja, maka ajdbagnbuatan terdakwa bisa

dikenai pertanggungjawaban pidana.

2.1.3. Unsur — Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika dilihat dari Bab | Ketentuan Umum Undang — &mgl Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Pengahapusan Kekerasan DalamatRUeangga, Pasal 1
angka 1 yang dinamakan Kekerasan Dalam Rumah Taaggdah setiap
perbuatan terhadap seseorang terutama perempuag, bgaakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, sekgs#tologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuékukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaraeamélakum dalam lingkup
rumah tangga.

Unsur — Unsur yang ada dalam Undang — Undang N@®diahun

2004 Pasal 1 angka 1 tersebut adalah sebagi béMaufidah,

2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;

2. Berakibat kesengsaraan, penderiataan secara fs&ksual,
psikologis, dan penelantaran rumah tangga;

3. Secara melawan hukum;

4. Dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hal ini yang dimaksud setiap perbuatan saegoaalalah perbuatan
yang dilakukan oleh seseorang tersebut dilakukdanmddéingkup rumah tangga
atau dilakukan kepada salah satu anggota keluaagamyka dapat dikatakan hal
ini berkaitan dengan subjek hukum. Mengenai Maksdari berakibat
kesengsaraan, penderitaan secara fisik, mentahi dislalah perbuatan yang
dilakukan tersebut berakibat bagi korbannya sedaka memar, tidak bisa
bekerja karena sakit yang diderita sakit mentat, ydang lainnya.

Melawan hukum disini mempunyai maksud bahwa dala&mbymtannya
seseorang dikenakan pidana karena perbuatan terselaln diatur dalam
Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyainggaagjawaban pidana.
Mengenai unsur dalam lingkup rumah tangga disinmményai maksud bahwa

setiap prilaku yang dilakukan oleh orang siapa $ak itu laki-laki maupun
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perempuan, tua ataupun muda, masih keluarga, ggasgudara majikan, teman
dan sebagainya yang berada dalam lingkup rumalyaategsebut.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannsur—unsur yang
ada dalam kekerasan rumah tangga adalah :

a. Setiap perbuatan;

b. Berakibat kesengsaraan, penderitaan secara fisilsual, psikologis,

dan penelantaran rumah tangga;

c. Secara melawan hukum;

d. Dalam lingkup rumah tangga.

Adapun unsur — unsur diatas jika dikaitkan dengasuk adalah sudah
terpenuhi, karena dalam kasus ini terdapat suatwptan yang dilakukan oleh
terdakwa dalam lingkup rumah tangganya sendiri yaagpkibat penderitaan
secara fisik dan psikologis. Adapun perbuatan tevdayang dilakukan secara
melawan hukum disini bisa diartikan bahwasannyayman terdakwa diatur
dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasahy&t (1) Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ungkufimumah tangga jika
dikaitkan dengan kasus menurut penulis sudah tatpedarena sesuai dengan
pengertian dari lingkup rumah tangga menurut Passlat (1) Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekeras@mCRumah Tangga
adalah :

a. Suami, isteri, dan anak;

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dergang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungaah,d
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalamy ynenetap
dalam rumah tangga;

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan nperdstam
rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Roofemukul Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo meakan suatu perbuatan yang
dilakukan didalam lingkup rumah tangga, karenaranttartati Binti Abdul Rouf
dengan Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradurnomo terdapat hubungan

keluarga hasil dari perkawinan. Selain itu mengenulis Enny Purwatiningtias
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Tuti Binti Agus Dradi Purnomo merupakan anak tiari Hartati Binti Abdul

Rouf, maka unsur lingkup rumah tangga sudah tetgenu

2.1.4. Unsur — Unsur Yang Didakwakan Dalam Surat Dakwaan

Dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menBakweepada
terdakwa dengan 2 (dua) pasal sekaligus denganadakyang bersifat alternatif,
karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum masih @e&ngan perbuatan
terdakwa. Adapun pasal-pasal yang didakwakan kejgadakwa adalah sebagai
berikut :

1. Dalam dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatudidaicam dengan pidana
dalam Pasal 44 ayat (1) Undang — Undang Repubtilloriesia Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamhRliar@gga yang
berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perbuataketasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalaal Bdsuruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahan denda paling banyak
Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Adapmsur—unsurnya adalah
sebagai berikut :

a. Adanya subjek tindak pidana

b. Adanya perbuatan dari tindak pidana
c. Adanya sebab akibat

d. Adanya sifat melawan hukum

e. Adanya kesalahan

f. Adanya pertanggungjawaban pidana

2. Dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur @dencain dengan pidana
dalam Pasal 80 ayat (1) Undang — Undang Repubtilloriesia Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbseagai berikut :
“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerastau ancaman
kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, diptkangan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/aenda paling banyak Rp
72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Adapunsur — unsurnya
adalah sebagai berikut :

a. Adanya subjek tindak pidana
b. Adanya perbuatan dari tindak pidana
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c. Adanya sebab akibat
d. Adanya sifat melawan hukum
e. Adanya kesalahan

f. Adanya pertanggungjawaban pidana

2.2.Pengertian, Syarat, Tujuan Dan Bentuk Surat Dakwaan
2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yamg kiaga dan
dipertahankan secara mantap oleh Jaksa PenuntutmUnSwrat dakwaan
merupakan dasar bagi Hakim untuk melakukan penaaiksli sidang pengadilan
dan menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim dalammi&yawarah untuk
mengambil putusan.

Pengertian surat dakwaan menurut Ansorie Sabua®0(121)
adalah surat yang berisi rumusan tindak pidana vatekwakan
terhadap terdakwa berdasarkan kesimpulan yangkddari hasil
penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaan di dejomg
pengadilan.

Dari pengertian surat dakwaan diatas mempunyai mtakshwa dalam
penyusunannya harus sesuai dengan unsur — undek foidana yang dilakukan
oleh terdakwa karena surat dakwaan merupakan dag#« menjatuhkan putusan
dalam proses peradilan pidana. Pembuatan suratagakiersebut diperoleh atas
dasar adanya penyidikan yang dilakukan oleh pihakgyberwenang dan
kemudian menarik kesimpulan tentang tindak pidapa yang dilakukan oleh
terdakwa.

Dengan demikian yang dimaksud surat dakwaan adalatu surat yang
memuat perumusan tentang tindak pidana yang didakw&epada terdakwa
dengan berisikan identitas terdakwa, waktu, terdpgakukan tindak pidana, dan
dalam perumusan tersebut harus dilakukan secaraatejelas, dan lengkap
sesuai yang disyaratkan dalam Undang — Undang itenk@engan tindak pidana
yang dilakukan, dakwaan dan alat bukti, serta tantipidananya. Kecermatan
dan kejelasan dalam pembuatan surat dakwaan mesgjsuitu yang penting bagi
seorang Jaksa Penuntut Umum. Peranan surat dakmem@empati posisi sentral
dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilarsekaligus membatasi ruang

lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampkemahiran dan kejelian
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Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaagatindak pidana yang
dilakukan terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pgab Undang - Undang
Hukum Pidana dan pasal — pasal lain yang mengandisigy pidana. Selain itu
peran dari surat dakwaan adalah sebagai pertimbadtaieim dalam menjatuhkan
putusan yang sesuai dengan tindak pidana yanguédakoleh terdakwa.

Kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapamimakan
perkara yang diputus bebas atau lepas dari sagaiatan hukum.
Dan pada sisi lain membawa konsekuensi berupa Hhyéu
berbagai kendala dalam upaya pembuktian dakwaandi(An
Hamzah, 2005:163).

Dari kutipan diatas dapat diartikan bahwa apahkilam penyusunan surat
dakwaan terdapat kekeliruan yang berupa ketidalat@amnmmaka terdapat akibat
hukum. Akibat hukumnya bisa berbentuk perkara ydipgtus bebas atau lepas
dari segala tuntutan. Selain adanya akibat hukusebat terdapat akibat lain
yang ditimbulkan yang berkaitan dengan upaya petdukialam surta dakwaan.

Kecermatan dan kejelasan seorang Jaksa PenuntutmUmialam
menuliskan dan menjabarkan dakwaannya menjadi éating disini, karena
dalam hal ini merupakan salah satu dasar pertingrahgkim dalam menjatuhkan
pidana. Kecermatan dan kejelasan mengenai tindtlopiyang didakwakan oleh
Jaksa Penuntut Umum dalam membuat suatu surat dakdiatur dalam pasal
143 ayat (2) huruf b Kitab Undang — Undang HukunaracPidana.

2.2.2. Syarat — Syarat Surat Dakwaan
Surat dakwaan harus memenuhi 2 (dua) syarat sdsagian Pasal 143
ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidaaagymenyebutkan bahwa
surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatarsgata berisi :
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal ,|gbmis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaangka,;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengemakipidana yang
didakwakan dengan menyebutkan waktu dan termpaakipidana itu
dilakukan.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:122) surat dakwaanushar
memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayéitéb
Undang - Undang Hukum Acara Pidana Yaitu :
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a. Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebuti@na
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahirjsetelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaantka.

b. Syarat material, Dalam surat dakwaan harus beniaian
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanag ya
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tipdddna
dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakpenuntut
umum harus bersifat cermat atau teliti terutanmy\lzerkaitan dengan penerapan
peraturan perundang - undangan yang berlaku, et terjadi kekurangan dan
atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya swativdan atau unsur - unsur
dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara taengenai hal - hal sebagai
berikut :

a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan ngalasurat
pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undaogubh Acara
Pidana);

b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nehisidem atau
kadaluwarsa;

c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ddipgrtanggung-
jawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum &€adana);

d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Wntadak pidana
yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan perayafatmil dan
materiil seperti yang ada dalam berkas perkard pesyidikan;

e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembudaP,
tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum |(FaGaKitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakywenuntut
umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tinddénpi atau delik yang
didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsumsur delik harus dapat
dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian faktduatan yang dilakukan
oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian ungasur atau pengertian yuridis
tindak pidana atau delik yang dirumuskan dalam Ipgaiag didakwakan harus
dapat dijelaskan atau digambarkan dalam bentula fa&tbuatan atau perbuatan

materiil yang dilakukan oleh terdakwa.
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Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan inasyasyarat material
dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermatutang jelas. Hal ini dapat
dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaeguliskan tuntutan bukan
mengandung unsur pidana yaitu menuntut dengan Bdsakat (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungark Ateaitu saja dalam hal
ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat dan kuralag jgang mengakibatkan

syarat materialnya tidak terpenuhi.

2.2.3. Bentuk Surat Dakwaan

Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ktiderdapat
ketentuan atau pasal - pasal yang mengatur teritantyk dan susunan surat
dakwaan. Sehingga dalam praktik penuntutan, masimgsing Jaksa Penuntut
Umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnyatsdipgngaruhi oleh
strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalamidrik pnasing - masing.

Dalam praktik, proses penuntutan dikenal beberagduk surat
dakwaan, antara lain sebagai berikut (Hari Sasarig#@6:115) :
a.Dakwaan Tunggal
b. Dakwaan Alternatif
c. Dakwaan Subsider
d. Dakwaan Kumulatif
e.Dakwaan Kombinasi

Ad.a. Dakwaan tunggal memiliki pengertian bahwawdennya hanya
satu atau tunggal dan tindak pidana yang digunaebila berdasarkan hasil
penelitian terhadap materi perkara hanya satu kiqmdana saja yang dapat
didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikeatu perbuatan saja,
tanpa diikuti dengan dakwaan - dakwaan lain. Damaemyusun surat dakwaan
tersebut tidak terdapat kemungkinan yang bersitatratif, atau kemungkinan
untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai perigga) maupun
kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkomibi@astindak pidana
dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaarapait dlikatakan sederhana,
yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhndgtam pembuktian dan
penerapan hukumnya.

Ad.b. Dakwaan yang berbentuk alternatif mempunyengertian bahwa
dalam dakwaan tersusun dari beberapa tindak piglang didakwakan antara

tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yaag bersifat saling
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mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa didaketah dari satu tindak

pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwatgsadak pidana saja. Biasanya
dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasdinmbangan penggunaan
dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umumnbefakin benar tentang

kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkada tindak pidana tersebut,
maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dikwaan digunakanlah

bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demildgpergunakan dalam hal
antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengaalikkasi tindak pidana yang

lain menunjukkan corak atau ciri yang sama ataupiabersamaan misalnya,
pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelg@anbunuhan atau

penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagafkdeapun ciri khusus

dalam dakwaan ini adalah Jaksa menggunakan katausaiatau”.

Ad.c. Pengertian dari dakwaan yang berbentuk sabsidalah dakwaan
yang dipergunakan apabila suatu akibat yang ditikalou oleh suatu tindak
pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketenpidana. Keadaan
demikian dapat menimbulkan keraguan pada JaksanBernuUmum, baik
mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun meagepasal yang
dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwasatu tindak pidana saja,
oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memilih untekyasun dakwaan yang
berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang dimndengan pidana pokok
terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindin@ yang diancam dengan
pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnyangekuensi pembuktiannya,
jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaarbgelga tidak perlu dibuktikan
lagi. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat raphetindak pidana, tetapi
yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindd&ra yang didakwakan itu.

Ad.d. Dakwaan kumulatif mempunyai maksud bahwa a@elw ini
dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yangkukela beberapa tindak
pidana atau beberapa orang yang melakukan satktpidana. Dalam dakwaan
ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidanalggls. Biasanya dakwaan
akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan duaedarusnya. Jadi, dakwaan

ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasikbaimulasi perbuatan maupun



22

kumulasi pelakunya. Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal sekaligus
dengan menerapkan kata sambung “dan”.

Ad.e. Dakwaan kombinasi mempunyai pengertian babevauk dakwaan
ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dendakwaan alternatif
ataupun dakwaan subsidiair. Berdasarkan pada hEbdmntuk surat dakwaan
yang dipaparkan oleh Sasangka maka dalam putusadapat disimpulkan
bahwasannya yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Urdalam surat
dakwaannya adalah berbentuk alternatif, hal iniabidilihat pada surat
dakwaannya yang disana memuat kata “atau”, darirfiguga patut diketahui
bahwasannya kata atau merupakan ciri khas dari amkwang bersifat alternatif.
Selain itu alasan dari Jaksa Penuntut Umum menggonaurat dakwaan
berbentuk alternatif ini adalah karena Jaksa megygmgm perbuatan terdakwa
masih ragu — ragu dan belum jelas tentang kuadifidan pasal yang diterapkan
dalam surat dakwaannya.

2.3. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum Dan Azas Penuntutan
2.3.1. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana membeiianr pengertian
Jaksa dan Penuntut Umum pada Pasal 1 butir 6a dantd Pasal 13. Di dalam
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dapatrditean perincian tugas
penuntutan yang dilakukan oleh seorang jaksa.

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana membedakan

pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan PenUmwim

dalam pengertian Jaksa yang sementara menuntui pedtara

(Andi Hamzah 2005:71). Di dalam Pasal 1 butir @glitskan hal

itu sebagai berikut:

a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang olemgrgadang
ini untuk bertindak sebagai penuntut umum sertaaksalnakan
putusan pengadilan yang telah memperoieh kekuaitsoinin
tetap;

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenand ole
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan
melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan tersebut diatas, maka dapatikdkasimpulan bahwa
pengertian “Jaksa” adalah menyangkut jabatan, ggdan“Penuntut Umum”
menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsiomlg diangkat dan

diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukaragugenuntutan, jaksa
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bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakierdasarkan alat bukti

yang sah serta demi keadilan dan kebenaran bekdasKetuhanan Yang Maha

Esa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 3aksntiasa bertindak

berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keaganiamopanan dan

kesusilaan serta wajib menggali nilai - nilai kemmsinan hukum dan keadilan
yang hidup dalam masyarakat (Penjelasan Pasal 8igndUndang No.16 Tahun

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Sedangkenurut Undang —

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Ripuiolonesia mengenai

pengertian Jaksa (Pasal 1 angka 1) dan PenuntumUfasal 1 angka 2) sebagai

berikut :

a. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewgobeh undang-undang
untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanputusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuap t&trta wewenang
lain berdasarkan undang-undang.

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenany Gdledang-Undang
ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakaatppan hakim.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Jaksa Penuntuin adalah
pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UndandJndang untuk
melakukan penuntutan, melaksanakan putusan peageaatéu penetapan Hakim
dan wewenang lainnya. Penuntutan menurut Pasabkaan Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan Penuftotum untuk
melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negewy ymrwenang dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undandengan permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidaerggpdilan.

Pasal 2 Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2004 Teriajaksaan,
menyatakan bahwa kedudukan kejaksaan selain sdbagzaga yang melakukan
penetapan Hakim juga mempunyai kedudukan sebagkube

a. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalandang-
Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga petabrigang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntstata
kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

b. Kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka;
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c. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan Ja&santut Umum
adalah sebagai lembaga pemerintah yang melakukarasa@an Negara dibidang
penuntutan yang dilakukan secara merdeka dan tidplsahkan. Secara merdeka
maksudnya dalam penuntutannya tidak ada intervelasi pihak manapun
termasuk pemerintah. Kedudukan Jaksa Penuntut Udalam kasus ini adalah
sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai wewenatgk melakukan
penuntutan kepada subjek hukum yang dianggap niedakiindak pidana secara
merdeka dan tidak terpisahkan, maksudnya dalam npetamnya tidak ada

intervensi atau campur tangan dari pihak manapuametguk pemerintah.

2.3.2. Azas — Azas Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang Jaksa Penuntut Umungasebiat
pemerintah untuk melakukan penuntutan, maka dalarkuid Acara Pidana
dikenal asas — asas penuntutan. Asas penuntutailimggap penting dan harus
diperhatikan pada saat seorang Jaksa Penuntut Ummetakukan tugas
penuntutan.

Bahwa Penuntut Umum adalah alat pemerintah yangudses
melakukan penuntutan terhadap seserang atau ba#tamhyang
dianggap melakukan tindak pidana, dimana dalam aterian
tugas penuntutan ini menganut 2 (dua) azas yaitui (Bhsangka,
1996:109) :

a. Asas legalitas

b. Asas oportunitas

Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutannya menggunaksas
oportunitas, adapun maksudnya adalah penuntut undaikndiharuskan menuntut
seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jedtekukan suatu tindak
pidana yang dapat dihnukum. Menurut asas ini, JBesaintut Umum tidak wajib
menuntut seseorang yang melakukan suatu tindakngidgka menurut
pertimbangannya apabila orang tersebut dituntun akerugikan kepentingan
umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yatakaokan tindak pidana
dapat tidak dituntut. Sedangkan yang dimaksud Aegalitas adalah Penuntut
Umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggdup alasan bahwa

yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hulkiémurut asas ini, Jaksa
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Penuntut Umum wajib menuntut seseorang yang dida&lah melakukan tindak
pidana.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menggunakawadak sesuai
dengan azas legalitas, dimana dalam perkara insaJdkenuntut Umum
beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuataraktiq@idana yang
disesuaikan dengan fakta — fakta dari penyidik.aBat dari tindakan penyidik
maka dalam hal ini jaksa melakukan penuntutan tiEghaterdakwa karena

menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa melakukduatmn pidana.

2.4. Pengertian Dan Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perka Pidana

Apabila Hakim memandang pemeriksaan sidang suddédsasemaka
Hakim pengadilan sudah selayaknya membacakan putésdusan Pengadilan
dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu ju@ga g@ada hari lain yang
sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Unerdakwa, dan atau
Penasihat Hukum (Pasal 182 ayat (8) Kitab Undardndang Hukum Acara
Pidana).

Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup maka Haldngadakan
musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan gabika perlu
musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksnadieat
Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan rusidgng
(R. Soeroso, 2009:134).

Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (33Kiindang — Undang
Hukum Acara Pidana bahwa dalam musyawarah KetuainHakMajelis
mengajukan pertanyaan. Adapun dalam hal membepkaanyaan dimulai dari
Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua sedangfang terakhir
mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua maj@tissemua pendapat
harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Dengan tegas dinyatakan bahwa pengambilan keputitsan
didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesusjutemoukti
dalam sidang pengadilan (Pasal 191 Kitab Undangnealdg
Hukum Acara Pidana). Putusan pengadilan hanya samh d
mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan didasaang
terbuka untuk umum (R. Soeroso, 2009:134).

Maksud yang ingin dikemukakan oleh Soeroso dalaripé&un diatas
adalah bahwa suatu putusan yang dibuat oleh sedtakign harus berdasarkan
pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Perumiuin sebagai pejabat yang
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mempunyai kewenangan untuk membuatnya. Selain litlasarkan pada surat
dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pengucapannya pugusan harus
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum aghrdan mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.

A. Pengertian Putusan Pengadilan

Sebelum membicarakan putusan akhir perlu kita keté#lahwa pada
waktu Hakim menerima suatu perkara dari Penuntututdrndapat diterima,
Putusan mengenai hal ini bukan merupakan keputaddmr (vonis) tetapi
merupakan ketetapan. Putusan merupakan suatu feanygang dikemukakan
oleh Hakim pada saat proses pemeriksaan dianggégsage pada saat
pengucapannya harus dilakukan secara terbuka unukn.

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Acara PidansaPa& angka 11
menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah peanyld&kim yang diucapkan
dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat bgrepadanaan atau bebas atau
lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal sertammtecara yang diatur dalam
Undang - Undang ini. Maksudnya dalam memberikaugan seorang Hakim
harus mengacu pada Pasal 197 ayat (1) Kitab Unddmglang Hukum Acara
Pidana mengenai putusan pemidanaannya.

M. Yahya Harahap (2002:49), menyatakan bahwa Puothiskim

adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagalbgieyang

diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dantujpn

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atagke&a antara
para pihak.

Maksud dari uraian pengertian yang dikemukakan dahya Harahap
adalah bahwa suatu putusan tersebut harus dibelatHakim yang mempunyai
wewenang untuk memutuskan suatu perkara antaragiaai yang bertujuan
untuk mengakhirinya atau menyelesaikannya. Peragatdersebut harus
diucapkan dimuka umum, apabila dalam penjatuhanspanya masih tidak ada
keseragaman antara majelis Hakim maka musyawardtmgus dilakukan untuk
mencapai mufakat.

Ansorie Sabuan (1990:193), memberi batasan Putisagadilan

adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidangadilan

yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dangaieniri
perkara perdata.
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Sedangkan pengertian putusan menurut Ansorie Salbuampunyai
maksud bahwa putusan pengadilan merupakan pernyataang Hakim yang
bertujuan untuk menyelesaikan perkara perdata ydiagami pihak yang
berperkara pada siding pengadilan yang dibuka umtakm. Pernyataan seorang
Hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tet@mgenai penetapan
hukumnya karena Hakim mempunyai wewenang untuk amemkan suatu
putusan.

Harun M. Husein (1994:57), Merumuskan bahwa Kepmrnus

Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suaises perkara

dan Putusan Hakim itu disebut vonnis yang menuesimpulan-

kesimpulan terakhir mengenai hukum dari Hakim sememuat
akibat-akibatnya.

Maksud Keputusan Hakim menurut Harun M. Husain @dauatu vonis
yang didasarkan atas pertimbangan — pertimbangajatimnya proses peradilan
yang disertai dengan akibat — akibatnya misalnggadakan dipidana, dibebaskan
atau lepas dari segala tuntutan. Akte penutup batsgiga berisi mengenai
dakwaan, tuntutan pidana dan pasal peraturan Pamgnéd Undangan yang
menjadi dasar pertimbangan Hakim tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengepiainsan menurut M.
Yahya Harahap karena putusan hanya dapat dibuatHakim yang mempunyai
wewenang untuk menetapkan putusan baik berupa peaad, bebas maupun
lepas. Jadi putusan Hakim adalah suatu pernyata&imHsebagai pejabat yang
berwenang yang diucapkan dalam persidangan sqietales peradilan berakhir,
dimana pernyataan tersebut di dasarkan pada spgerbuktian yang ada dalam
proses persidangan. Putusan Hakim tersebut bisgpdgemidanaan, bebas atau

lepas dari segala tuntutan.

B. Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana
Putusan Pengadilan merupakan suatu produk hukumn diaasilkan atau
dibuat oleh seorang Hakim dengan melihat pertimdang pertimbangannya.
Putusan Pengadilan sangat penting dalam sistemnhwdaara pidana karena
dengan adanya putusan ini seseorang akan dipuaksiapersalah ataukah tidak

bersalah.
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Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknyandlkdua jenis
Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:195)

1. Jenis putusan yang bersifat formil

2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Adapun jenis putusan yang bersifat formil adalatu®an Pengadilan ynag
bukan merupakan putusan akhir, yaitu :

a. Putusan yang berisi pertanyaan tidak berwenangepgaalilan untuk

memeriksa suatu perkara, Pasal 148 ayat (1) Kitatlablg - Undang
Hukum Acara Pidana. Contoh, perkara yang diajukéeh gaksa
penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengaditany
bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain.

b. Putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan JaksatBt Umum

batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - bgddukum Acara
Pidana, dalam hal ini misalnya surat dakwaan J&eaintut Umum
tidak memenuhi Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang ddmg Hukum
Acara Pidana yaitu tidak dicantumkannya waktu damp@at tindak
pidana dilakukan didalam surat dakwaan.

c. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Patsantut Umum

tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal 156 &/pKitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya, perkara yaagikan oleh
Jaksa Penuntut Umum sudah daluarsa, perkara yamgnhgan syarat
aduan, penuntutan seorang penerbit yang telah mdreyarat Pasal
61 dan 62 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

d. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perketnakarena ada

perselisiharprejudisel (perselisihan kewenangan).

Jadi putusan yang sifatnya formil diberikan kardidalam perkara yang
bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih ldatadanya putusan dari
Hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzimagdagaimana yang diatur
dalam Pasal 284 Kitab Undang - Undang Hukum Acadara. Sedangkan
putusan yang bersifat materiil atau jenis PutusangRdilan yang merupakan

putusan akhir, adapun macamnya adalah sebagauberik
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a. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan ddvada
(vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana.

b. Putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dgalaséuntutan
hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang - bigddukum
Acara Pidana.

c. Putusan yang berisi pemidanaan sesuai Pasal 133(By&itab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Ad a. Dalam praktik putusan bebas yang lazim disphtusanacquittal,
yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terlmsdcara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana atau dapat juga disebdakeva tidak dijatuhi pidana”.
Jadi putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putbsdas atau dinyatakan bebas
dari tuntutan hukum(vrijspraak) atau acquittal. Inilah pengertian terdakwa
diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutkmrhudalam arti dibebaskan
dari pemidanaan.

Ad b. Sedang putusan lepas dari segala tuntutannmnslag van recht
vervolging) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undangndahg Hukum
Acara Pidana. Pada putusan jenis ini dapat disebutktahwa apa yang
didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwaktérbecara sah dan
meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidakat dipidana oleh
karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakedakipidana.

Ad c. Mengenai putusan pemidanaan pada hakikatmyesg@n pemidanaan
merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintabad@ terdakwa untuk
menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukarsgsuai dengan amar
putusan. Apabila Hakim menjatuhkan putusan pemmdaaka Hakim telah
yakin berdasarkan alat - alat bukti yang sah switta - fakta di persidangan
bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana datat dakwaan.

Kekuasaan mengadili yang biasanya disebut juga ktenpi ada 2 (dua)
macam, yaitu :

a. Kompetensi mutlak, yaitu kekuasaan atau kewenarmgadasarkan

peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mkiigtd butie
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van rechtsmacht) kepada satu macam pengadilan (pengadilan negeri)
bukan pada pengadilan lain.

b. Kompetensi relative, yaitu kekuasaan atau kewemarmmdasarkan
peraturan hokum mengenai pembagian kekuasaan mikngad
(distributie van rechtsmacht) diantara satu macam (pengadilan -
pengadilan negeri).

Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis putusan adaug)(d/aitu putusan
yang bersifat formal dan putusan yang bersifat naitelika dikaitkan dengan
kasus maka, jenis putusan yang dijatuhkan bersigériil karena Majelis Hakim
menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadakveadserta Majelis Hakim
memerintahkan kepada terdakwa untuk menjalani hakuaias perbuatan yang
dilakukannya.

2.5. Hakim Dan Kekuasaan Kehakiman
2.5.1. Pengertian Hakim

Hakim merupakan sosok penting dalam proses peradikk dalam
perkara pidana, perdata maupun dalam perkara t#haunegara. Pada masa
sekarang ini, masalah yang muncul dalam lingkungagsyarakat adalah masalah
- masalah yang berkaitan dengan proses penegakamhdi Indonesia. Dalam
kaitan ini, UUD 1945 telah mengatur mengenai mas#lekuasaan Kehakiman
yang dirumuskan di dalam Pasal 24 dan Pasal 25ndgndaindang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan kedudukan dan peran Hakim diaBiany
Negeri dalam penegakan hukum, Hakim mempunyai tutzas
wewenang yang secara normatif dapat dilihat dalamladg -
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ketaaki
(Soedirdjo, 1985:43)

Lembaga peradilan ini tidak akan berarti tanpa @aasan Hakim sebab
putusan ini menjadi rujukan mencari keadilan dalaenyelesaikan perselisihan
antara pihak yang satu dengan pihak lainnya karerapakan pencerminan nilai
dan rasa keadilan, kebenaran hakiki dan penghamistk asasi manusia. Hakim
adalah profesi yang mulia, oleh sebab itu banyaig yaengatakan Hakim adalah
wakil tuhan di dunia bagi para pencari keadilan.

Hakim sebagai aparat penegak hukum yang salah tegas
utamanya adalah menegakkan keadilan, maka dalaimp set
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putusannya seorang Hakim tidak harus berpedomaa yradbng -
undang saja tetapi juga harus sesuai hati nurang yalus.
(Soedirdjo, 1985:45)

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Pasal tkan8
menerangkan bahwasannya yang dinamakan Hakim agedbat peradilan
negara yang diberi wewenang oleh undang-undand unangadili. Sedangkan
dalam Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasahgkaa5 Tentang
Kekuasaan Kehakiman yang dinamakan Hakim adalahnHakda Mahkamah
Agung dan Hakim pada badan peradilan yang berdd bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, lingkungan PeradilanmAgalingkungan Peradilan
Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negaray #kakim pada Pengadilan
Khusus yang berada dalam lingkungan peratiliesebut.

Dengan demikian yang dinamakan Hakim adalah PeRdyatdilan Negara
baik dalam Hakim Mahkamah Agung, Hakim dalam PémadUmum, Hakim
Peradilan Agama, Hakim Peradilan Militer, Hakim &#lan Tat Usaha Negara
dan Hakim Peradilan Khusus yang diberi kewenandah dndang — Undang
untuk mengadili.

2.5.2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yantdgelkae untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukonkehdilan berdasarkan
Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Rlepudionesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indanddenurut Pasal 1
angka 2 Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentdekuasaan
Kehakiman maka Mahkamah Agung dan Mahkamah Kosstdadalah pelaku
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalanangddndang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rusli Muhammad (2006:42) menyatakan dalam Undabgdang
Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Ka&oa
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum da
keadilan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Paaalgka 1 yang
berbunyi : “Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaajafdeyang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gunaegaé&kan
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Unddndang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”
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Menyelenggarakan peradilan maksudnya adalah pamagiang berada di
bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkan§&radilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan PeradilTata Usaha Negara, dan
Hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalagkungan peradilan
tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1&ldhg — Undang Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang memyatdahwa
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah MalakeAgung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungamadilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilahitdj lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Kastit

2.6. Pembuktian Dalam Perkara Pidana
2.6.1. Pengertian Dan Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses dalam persidasigaana dalam
proses tersebut terdapat beberapa teori yang diigahakan sesuai dengan
kebutuhannya masing — masing. Berkaitan dengareprpembuktian terseburt,
dalam sub bab ini akan dibahas mengenai pengeeidgang pembuktian dengan
disertai beberapa bentuk teori yang dianut dalakuimuacara pidana yang ada di
Indonesia.

Menurut Ansorie Sabuan (1990:186) pembuktian adalah
menunjukkan hal — hal yang dapat ditangkap oleltgiadera dan
mengutamakan hal — hal tersebut, dan berfikir selcayika.

Maksud dari kutipan diatas adalah bahwa pembukta@rupakan
pembenaran mengenai adanya tindakan yang dilakolemsubjek hukum atas
segala perbuatan yang dilarang diperkuat denganyadalat bukti yang sah
menurut ketentuan Perundang — Undangan yaitu sdengan Pasal 184 ayat (1)
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana sertanfgsgian — kesimpulan lain
dari Hakim. Kesimpulan — kesimpulan tersebut bisgupa keadaan yang
memberatkan maupun yang meringankan serta dengamggale adanya
penetapan lain mengenai perkara yang sama yangoltipedalam suatu proses
peradilan pidana.

Andi Hamzah (2005:243) menyatakan bahwa Pembukisgam
perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalamrperserdata.
Dalam hukum acara pidana itu pembuktian bertujuan :

a) Bertujuan mencari kebenaran material,
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b) Hakimnya bersifat pasif.
c) Alat buktinya bisa berupa keterangan saksi,rketgan ahli,
surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Tujuan dari sistem pembuktian yang dimaksud oleliAfamzah yang
berkaitan dengan mencari kebenaran materiil adslaiwa dalam mencari
kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran segdingkan Hakim bersifat
pasif mempunyai maksud bahwa Hakim dituntut untidadapatkan bukti yang
cukup untuk membuktikan tuduhan kepada terdakwa siteersalah dengan cara
menilai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Pertutdmum maupun oleh
terdakwa atau Kuasa Hukumnya. Sedangkan berka#gagath alat bukti yang
digunakan harus sesuai dalam Pasal 184 ayat (4 Kihdang - Undang Hukum
Acara Pidana.

Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri @annbuktian oleh
Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa Rémasehat Hukum dan
Pemeriksaan pada Terdakwa. Dasar hukum tentangoydian dalam hukum
acara pidana mengacu pada Pasal 183-189 Kitab gnddandang Hukum Acara
Pidana.

Menurut Andi Hamzah (2005:45) dalam hukum acaraarnmad

dikenal ada empat (4) teori pembuktian yaitu :

a. Sistem pembuktian keyakinan Hakim belakngt gemoed lijke
overtuinging, conviction intime),

b. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secasi#ifpo
(positief wettwlijke bewijs theorie).

c. Sistem pembuktian menurut Undang - Undang secagatihe
(negatief wettwlijke bewijs theorie),

d. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim al@san
yang logis (aconviction raisonnee).

Istilah sistem pembuktian dengan berdasar padakkeya Hakim belaka
mempunyai maksud bahwa Pemidanaan tanpa didaseskada alat - alat bukti
dalam Undang - Undang, karena aliran ini didasarkamata - mata atas
keyakinan Hakim belaka dan tidak terikat kepadaraatu- aturan tentang
pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kephidakkanaan sehingga ada
anggapan Hakim bersifat subjektif. Dalam sistem Ipgktian ini keyakinan
belaka dalam menentukan apakah keadaan harus d@atejgh terbukti.

Sistem pembuktian menurut Undang — Undang secarsitifpani

mempunyai maksud bahwa apabila alat - alat buldalsuwdipakai secara yang
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ditetapkan Undang - Undang maka Hakim harus mekatafkeadaan sudah
terbukti, walaupun Hakim mungkin berkeyakinan bahyemg harus dianggap
terbukti itu tidak benar. Hakim tetap menyatakamddkwa tidak terbukti,
walaupun mungkin Hakim berkeyakinan bahwa terdakwamelakukan tindak
pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kebeadasarkan kekuatan
ketentuan Perundang - Undangan pidana yang telaketmklumnya (Pasal 1 ayat
(1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana).

Sistem pembuktian menurut Undang — Undang secaatih@erpaduan
antara sistem pembuktian menurut Undang - Undangraepositif dan sistem
pembuktian keyakinan Hakim belaka, sistem pembuokhamempunyai maksud
bahwa “ salah tidaknya seorang terdakwa ditentakein keyakinan Hakim yang
didasarkan pada cara dan dengan alat - alat bakty yah menurut undang -
undang”. Sedangkan sistem pembuktian berdasarkayakikean Hakim
mempunyai pengertian bahwa Hakim dapat memutuskeseosang bersalah
berdasarkan keyakinannya. Keyakinan itu didasarkepada dasar — dasar
pembuktian dengan disertai suatu kesimpulan yandarmaskan peraturan
pembuktian tertentu.

Berkaitan dengan sistem pembuktian diatas makakumamecahkan
permasalahan dalam kasus ini adalah menggunak@mspembuktian menurut
Undang — Undang secara negatif. Adapun alasan yarglasari adalah bahwa
dalam pembuktiannya didasarkan dalam pada caralelagan alat — alat bukti
yang sah menurut Undang — Undang dengan disereyadkeyakinan dari
seorang Hakim.

2.6.2. Sistem Pembuktian Dalam Kitab Undang - Undang HukumAcara

Pidana

Hukum acara pidana Indonesia mengenal 4 (empagnsipembuktian,
dimana antara sistem pembuktian yang satu denga@nsypembuktian yang lain
sangat berbeda. Dalam bab ini akan dibahas meng&tam pembuktian yang
dipakai dalam Kitab Undang - Undang Hukum AcaraR&

Pasal 183 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidaeaunjukkan
bahwa hukum acara pidana positif Indonesia mengastem pembuktian negatif

(Negatief Bewijstheorie) atau yang disebut juga dengan pembuktian berdasarka
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Undang - Undang secara negdhiegatief Wettelijke). Adapun alasannya adalah
karena dalam penerapannya Kitab Undang - Undangitdukcara Pidana lebih
menggunakan cara dan alat — alat bukti yang bedattan Undang — Undang
serta dipadukan dengan keyakinan Hakim.

Menurut Pasal 184 ayat (1) kitab Undang — Undariguiimuacara pidana
tersebut alat bukti yang sah ialah :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.

Penyebutan alat bukti menurut urutan sebagaimardaget di dalam
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana menimbulkacenderungan
beberapa kalangan untuk menganggap bahwa alat yangi satu lebih penting
daripada alat bukti yang lain. Keterangan sak®hamberada pada urutan pertama
dinilai sebagai mutlak perlu ada. Hal ini adalalsdtehan pemahaman karena
tidak demikianlah yang dimaksudkan oleh Kitab Urglatundang Hukum Acara
Pidana.

Dari 5 (lima) macam alat bukti yang disebutkan dRaisal 184
ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidanasing-
masing dijelaskan secara cukup jelas pengertiadalgan pasal-
pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang - Unddaogum

Acara Pidana. Dari semua alat bukti tersebut, selegji,

keterangan saksi merupakan alat bukti yang menanikik

kembali disoroti. (Andi Hamzah, 2005:249)

Berdasarkan pada kutipan yang dikemukakan oleh AHdmzah
mempunyai maksud bahwa alat bukti saksi merupakainbakti yang utama
dalam proses peradilan pidana di Indonesia dibgkdim dengan alat — alat bukti
lain. Adapun alasannya adalah urutan posisi yangemeatkan alat bukti
keterangan saksi di urutan pertama, namun dalaral B#% ayat (2) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana pada intinya yatakan bahwa
keterangan seorang saksi saja tidak cukup untukbuktikan seorang terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakaadenya.
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Uraian diatas menyimpulkan bahwasannya dalam Kitadbang - Undang
Hukum Acara Pidana menganut sistem pembuktian aetwgatif karena dalam
pembuktian berdasarkan Undang - Undang. Selairabarklan Undang — Undang
pembuktian dalam sistem ini juga menggunakan kewakihakim sebagai

pedoman pembuktiannya.

2.6.3. Sistem Pembuktian Dalam Undang — Undang Nomor 23 Tan 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika dalam sub bab sebelumnya kita membicarakatartgnsistem
pembuktian yang digunakan dalam Kitab Undang — dgddukum Acara Pidana
maka dalam sub bab ini kita akan membahas tentatgrs pembuktian yang
digunakan dalam Undang — Undang Nomor 23 Tahun Z@ddang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kita ketahui bahwgsaantara satu Undang
— Undang dengan Undang - Undang lain tentulah mgéerg dibahas berbeda,
maka sistem pembuktiannyapun antara Undang — Unglamg satu dengan yang
lain pasti berbeda.

Menurut Andi Hamzah (2005:249) HIR maupun Kitab &ng -
Undang Hukum Acara Pidana menganut sistem ataui teor
pembuktian berdasarkan Undang — Undang negatif. tétakbut
dapat disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang - asigdHukum
Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh mtrjaan
pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekura
kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperolebkiagn bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan balesdakwalah
yang bersalah melakukannya”.

Dalam kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian hdidgsarkan pada
Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, yaitu bhigkti yang sah tersebut
dalam Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Acatarfa. Selain didasarkan
pada adanya alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Unddogdang Hukum Acara
Pidana dalam pembuktiannya harus disertai dengaakkean Hakim yang
diperoleh dari alat — alat bukti tersebut. Adaplat bukti yang dapat digunakan
adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surayngek dan keterangan
terdakwa.

Sebelum Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
diberlakukan ketentuan lain juga menyatakan hafysama yaitu
dalam Pasal 6 ayat 2 Undang — Undang Tentang PolRukok
Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikiitidak
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seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apapdagadilan
karena alat pembuktian yang sah menurut Undddigdang,
mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dipngbepat
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatandidakwakan
atas dirinya” (Andi Hamzah , 2005:249).

Andi Hamzah menyatakan bahwa seseorang yang didugjakukan
tindak pidana tidak bisa dijatuhi pidana begituasdarena dalam melakukan
penjatuhan pidana harus sesuai dengan alat bukgi yah dan Hakim meyakini
bahwa subjek hukum tersebut mampu bertanggungjaiabgenai alat bukti
yang sah yang dapat digunakan adalah sesuai détegai 184 ayat (1) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang antara Keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tevdak

Sistem pembuktian yang dianut dalam Undang — Undlaorgor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumalydamgadalah sesuai
dengan Pasal 55 yanng berbunyi “ Sebagai salah alatubukti yang sah,
keterangan seorang saksi korban saja sudah cuku orembuktikan bahwa
terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatubakti yang sah lainnya”.
Pada Pasal 55 tersebut dinyatakan bahwa satu akdt $aja cukup untuk
menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah, nadmlam kelanjutannya
menyatakan bahwa apabila disertai dengan satubaldi yang sah lainnya.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalamesmsipembuktian yang
berdasarkan Pasal 55 tersebut satu saksi harutadidengan satu (1) alat bukti
lain untuk membuat terdakwa terbukti bersalah adangan kata lain disini
menggunakan dua (2) alat bukti.

Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 TgrRenghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini menganut atau andrb sistem
pembuktian yang ada dalam Kitab Undang - UndanguHuRcara Pidana maka
sistem yang digunakan adalah sistem pembuktiarabarkan Undang - Undang
secara negatifNegatief Wettelijke). Karena dalam pembuktiannya didasarkan
pada Undang — Undang yaitu sesuai dengan Kitab mnégndaUndang Hukum
Acara Pidana dengan disertai keyakinan Hakim yapgrdleh dari alat — alat
bukti tersebut. Maka dalam Undang — Undang NomoiTaBun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sisterbukigemnya juga
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mengacu pada Kitab Undang - Undang Hukum Acaran@igaitu menggunakan
sistem pembuktian negatif.
2.6.4. Asas Unus Testis Nullus Testis

Asas Unus Testis Nullus Testis merupakan salah satu asas yang digunakan
atau dianut dalam hukum acara pidana di Indonésas ini termasuk dalam
bagian sistem pembuktian di indonesia, karenaiasakan membahas mengenai
kedudukan 1 (satu) saksi dalam hukum acara pidana.

Andi Hamzah (2005:249) mengatakan bahwa istilas Testis
Nullus Testis sering kali disalah artikan karena dipahami secara
literal. Pemahaman semacam ini membuat pembukizesnisk -
kasus pidana menjadi sulit karena harus ada lednihsdtu saksi
dimana apabila hanya ada satu saksi maka saksddtk dinilai
sebagai alat bukti keterangan saksi. Padahal skisi sapabila
diperkuat oleh alat bukti lain adalah alat bukti.

Uraian penjelasan diatas dimaksudkan bahwa, P&&alagat (3) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya felgdn secara jelas
mengantisipasi permasalahan yang mungkin ditimloutheh pemahaman harfiah
atas istilahUnus Testis Nullus Testis. Pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan
Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Ad@idana tidak berlaku
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang ammya. Pasal 185 ayat (2) Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana menyatakan b&eteaangan seorang
saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwaatesd bersalah terhadap
perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pasal 183 KUJhWnyatakan bahwa
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan selurafkurangnya dua alat
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa diratak pidana benar — benar
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah metaiuja.

Unus Testis Nullus Testis adalah suatu asas yang dikenal dalam
hukum acara, baik pidana maupun perdata, yang nsanara
harfiah istilah tersebut berarti satu saksi bukaksis (Andi
Hamzah, 2005:249)

Jadi dari kutipan diatas dapat dimaksudkan bahvesBsus Testis Nullus
Testis merupakan suatu azas yang menyatakan bahwa $aiubs&anlah saksi
dimana seorang hakim harus melihat suatu persoséara objektif dan

mempercayai keterangan saksi minimal dua orangyateketerangan yang tidak
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saling bertentangan. Atau juga, keterangan sakg y\anya satu orang terhadap
suatu kasus, tidak dapat dinilai sebagai saksi.

Dalam kasus ini, dasar pertimbangan Hakim yang rdigan dalam
menjatuhkan putusan pidana adalah dengan hanydu) édat bukti yaitu dengan
1 (satu) saksi, padahal Asdsus Testis Nullus Testis menyatakan bahwasannya 1
(satu) saksi bukan merupakan saksi. Sebenarnyaptr@ (dua) alat bukti yang
bisa dijadikan dasar pertimbangan yaitu alat bdksum Et Repertum dan
keterangan terdakwa, namun dalam proses pembukdaaiat buktiVisum Et
Repertum tersebut tidak sah karena yang membuat adalahsisafzayang sedang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL), oleh kangaa Hakim dalam
menjatuhkan putusan hanya didasarkan oleh keteraegdakwa.

2.7. Pengertian Akibat Hukum

Sebelum berbicara mengenai akibat hukum baik lataHui dulu tentang
pengertian perbuatan hukum karena dengan adangagten hukum baru dapat
diketahui akibat hukumnya. Dalam hal pengertiarbpatan hukum bisa dilihat
dari definisi dari pakar hukum berikut ini;

Adapun pengertian dari perbuatan hukum adalah spertouatan
yang dilakukan oleh subjek hukum dimana dalam kdbyatannya
tersebut terdapat akibat hukum baik yang dikehendaupun
yang tidak dikehendaki Akibat hukum merupakan akipang
diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukunu grbuatan
dari subjek hukum (Menurut Soepomo, 2001:78).

Sesuai dengan uraian pengertian perbuatan hukunurote®oepomo
diatas mempunyai maksud bahwa perbuatan hukumbtdrseerupakan suatu
perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang@dzemanusia atau badan
hukum dimana perbuatan tersebut mempunyai akibdturhu baik yang
dikehendaki atau yang menguntungkan maupun yaag tikkehendaki atau yang
merugikan. Akibat hukum tersebut hanya diberikaehohukum atas suatu
pertistiwa atau fakta hukum yang terjadi sebag#baikadanya perbuatan yang
dilakukan oleh manusia atau badan hukum.

Akibat hukum ialah segala akibat atau konsekuemnsigyterjadi
dari segala perbuatan hukum yang dilakukan olelekutukum
terhadap objek hukum ataupun akibat - akibat lamgydisebabkan
oleh kejadian - kejadian tertentu yang oleh hukumangy
bersangkutan sendiri telah ditentukan atau diangebpgai akibat
hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merwpakumber
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lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subsekjek hukum
yang bersangkutan. (Soepomo, 2001:78)

Maksud pengertian akibat hukum yang dikemukakah Sleepomo adalah
bahwa adanya akibat atau hasil yang terjadi atsebdbkan karena adanya
perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia atdarbhukum terhadap objek
hukum. Akibat hukum pada dasarnya merupakan sufahe&nya suatu hak dan
kewajiban bagi subjek hukum (manusia atau badarurhylkyang melakukan
perbuatan hukum.

Kaitannya dengan kasus ini akibat hukum dari ssatat dakwaan yang
tidak sesuai dengan syarat formal ( syarat iniditak dengan identitas tersangka
yang meliputi : nama lengkap, tempat lahir, umuauatanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama danrjpaké., sedangkan syarat
material (Syarat ini berkaitan dengan Dalam sueltwéan harus berisi uraian
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidamey ydidakwakan dengan
menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakuké@)dalam pembuatan surat
dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat material fdemal yang ada dalam
Pasal 143 ayat (2) maka akibat hukumnya adalah betai hukum, hal ini
tercantum dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) parbunyi “Surat dakwaan
yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimattalzan ayat (2) huruf b
batal demi hukum.”

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaankpads ini tidak
memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 1d48(ay huruf b yaitu kurang
jelas dan tidak cermat karena terdapat kekelirugand penulisan tahun dalam
tuntutannya, kurang cermat disini dibuktikan dengenulisan tuntutan dimana
seharusnya dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undasimdang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumalgdalitlis menjadi
dituntut dengan Pasal 44 ayat (1) Undang — Undaomady 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak yang pada dasarnya tesabut tidak mengandung
unsur pidana.

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kucangat juga
dalam pembuatan putusannya Hakim ikut — ikutanhsaalam memberikan
putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UndangangrNomor 23 Tahun 2002,
yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang — undampiN23 Tahun 2004, jelas
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disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negéfiakim Pengadilan Tinggi

serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatikaerikean yang ada dalam
Pasal 197 ayat (1) ¢ dan d. Dalam Pasal 197 ayatij@askan apabila suatu
putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19id)a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k,

| berakibat putusan Hakim tersebut batal demi hukum



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas Unus Testis Nullus Testis Pada Tindak Pidana
K ekerasan Dalam Rumah Tangga (Perkara No.1858/K /Pid.Sus/2009)

Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukumpsa sekarang
masih belum ada kesepakatan pendapat karena masmgsing ahli hukum
tersebut memiliki dasar sendiri dalam menentukamatusuperbuatan yang
dinamakan tindak pidana. Tindak pidana pada hakghamerupakan suatu
perbuatan yang dilarang oleh undang — undang d&adap pelakunya dapat
diancam dengan pidana.

Rusli Muhammad (2006:25) menyatakan bahwa tindaena
adalah perbuatan seseorang (bisa berupa hak daajitbeny
yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawmam,
terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana yakgndikakan oleh
Rusli Muhammad maka menurut penulis perbuatan yhliagukan oleh Hartati
Binti Abdul Rouf merupakan suatu tindak pidanaekar dalam faktanya terdapat
suatu subjek hukum berupa manusia yaitu Hartatiti Bébdul Rouf yang
melakukan suatu perbuatan yaitu pemukulan terh&tay Purwatiningtias Tuti
Binti Agus Dradi Purnomo yang menyebabkan luka nredan pembengkakan
pada rahang bawah kanan dan pipi bagian kanan wathgartai memar. Rusli
Muhammad juga menambahkan melawan hukum sebagainatzahwa seorang
melakukan tindak pidana, mengenai melawan hukundapet beberapa
pengertian yang bermacam — macam, ada yang me@gatanpa hak sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, atau berteartatdgngan hukum (undang -
undang). Menurut penulis berkaitan dengan melawakurh jika dikaitkan
dengan kasus maka perbuatan Hartati Binti AbdulfRoerupakan perbuatan
melawan hukum karena disamping perbuatan tersebriertangan dengan
undang — undang (Pasal 44 ayat (1) Undang—UndamgoN@3 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangkag@n kesatu), serta
bertentangan dengan Pasal 80 ayat (1) Undang—-Undangr 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak) dan bertentangan demgiaiorng lain.

42
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Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf
bisa dipertanggungjawabkan secara pidana karentatH&inti Abdul Rauf
merupakan subyek hukum yang mampu bertanggungjamatsudnya Hartati
Binti Abdul Rauf sudah mengetahui akibat yang ditithan setelah melakukan
pemukulan tersebut dan sadar bahwa perbuatannientaergan dengan hukum.
Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana merRasli Muhammad maka
menurut penulis Perbuatan Hartati Binti Abdul Rengrupakan perbuatan tindak
pidana. Setelah membahas mengenai pengertian tpidaka dengan dikaitkan
pada kasus maka untuk selanjutnya akan dibahasemangnsur — unsur tindak
pidana dengan dikaitkan pada kasus. Wirjono Prdkijod menyatakan bahwa
seseorang dianggap melakukan tindak pidana apeéa memenuhi beberapa
unsur — unsur. Unsur — unsur tersebut yaitu unsbjek tindak pidana, unsur
perbuatan tindak pidana, unsur sebab akibat, unmselawan hukum, unsur
kesalahan dan unsur dapat dipertanggungjawabkanesgiclana.

Unsur — unsur tindak pidana adalah sebagai be(ikiijono
Prodjodikoro, 2003:28) :

1) Adanya subjek tindak pidana;

2) Adanya perbuatan dari tindak pidana;

3) Adanya sebab akibaCéusaal Verband);

4) Adanya unsur sifat melawan hukukivedderechtelijk);

5) Adanya kesalahan

6) Unsur dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur — unsur tindak pidana tersebut jika dikaitdengan kasus maka,
unsur subjek tindak pidana berupa manusia yaitutatiaBinti Abdul Rauf
sebagai orang yang melakukan pemukulan, sedangksur adanya perbuatan
tindak pidana dapat diketahui dengan adanya perankHdlartati Binti Abdul
Rauf kepada anak tirinya yang menyebabkan adarkzm miemar dan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti Agus

Dradi Purnomo.
Mengenai unsur sebab akibat, menurut teonditio sine qua
non (teori syarat mutlak) adalah suatu hal adalah setzi

suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjéai sebab itu
tidak ada. (Von Buri dalam Wirdjono Prodjodikor®03:62)

Berdasarkan teori Von Buri tersebut diatas makaumumsgbab akibat

terpenuhi karena dalam kasus ini dapat diketahungae adanya pemukulan
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(sebab) yang menyebabkan (akibat) Enny Purwatimisdtuti Binti Agus Dradi
Purnomo mengalami luka memar dan bengkak pada gdteanah kanan, selain
unsur sebab akibat sudah terpenuhi unsur melawkunijuga terpenuhi hal ini
dapat dibuktikan bahwa perbuatan Hartati Binti Abddauf bertentangan dengan
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapKekerasan
Dalam Rumah Tangga utamanya Pasal 44 ayat (1) demenktangan dengan
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pertigan Anak utamanya
Pasal 81 ayat (1) juga bertentangan dengan halg daam (memukul orang lain
yang menyebabkan kerugian). Mengenai unsur terdasalahan dapat diketahui
bahwa pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Riarfgan sengaja melakukan
pemukulan terhadap korban karena terlambat pul&®eglangkan unsur yang
terakhir yang sudah terpenuhi adalah perbuataratid@inti Abdul Rauf dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana Menurut pepetlsuatan yang dilakukan
oleh Hartati Binti Abdul Rauf bisa dipertanggunggwan secara pidana karena
Hartati Binti Abdul Rauf merupakan subyek hukum ganmampu
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rewdah mengetahui akibat
yang ditimbulkan setelah melakukan pemukulan tensetan sadar bahwa
perbuatannya bertentangan dengan hukum. Berdasamgan tindak pidana
menurut pemaparan Wirjono Prodjodikoro jika dikaitkdengan pasal yang
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebaghit :

a. Unsur tindak pidana pada Pasal 44 ayat (1) Undatgneang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamiRUargga adalah
sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapehjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kilanporang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindelana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindkna berupa manusia

yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;
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2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan seceraffperbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwdigri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteblan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Purimgtins Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yadanga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

3. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursheda suatu akibat
tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgedruatan sipelaku
dengan Kkerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui denmamukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Bintusdoradi Purnomo
mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bieavesm;

4. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan kuksangat
bermacam — macam karena bisa diartikan sebagamn thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadehukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbtargéa dikaitkan
dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul
Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8urr 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tarmgamnta Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang taem(kul orang lain
yang menyebabkan kerugian).

5. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pttalak pidana dapat
diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipetibuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang diggn kesalahan yang

disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secarsyafan kepastian,
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kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekadasamacam

kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus n@d@a kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhketahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan

mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka mestaarlebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan beguaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya
penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dilri sudut umum
maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radapat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang punam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rswdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukt#aisebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

b. Unsur tindak pidana pada Pasal 80 ayat (1) Undargndang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungzak adalah sebagai
berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapehjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kilanmprang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pideamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tindalana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindkna berupa manusia
yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

2. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan seceraffperbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwdigri suatu gerakan

tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
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memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteban bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yadanga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiiati Abdul Rauf.

. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursheda suatu akibat
tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgedvuatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui denmamukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Bintuddoradi Purnomo
mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bieavesm;

. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan muksangat
bermacam — macam karena bisa diartikan sebagain thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadehukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbigrgéa dikaitkan
dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul
Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targgana Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang maeém(kul orang lain
yang menyebabkan kerugian).

. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan ptfalak pidana dapat
diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipatibuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelekisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang diggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secairssylafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekaasamacam
kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus n@d@a kasus ini

kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhketahui bahwa
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pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan
mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka mestaarlebam;

6. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan bguaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya
penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamaerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radbpat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprigkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang punam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rewdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukidgisebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tpidaka yang
sering terjadi akhir — akhir ini karena korbannigak hanya istri tetapi seluruh
orang yang ada dalam lingkup rumah tangga bisa adefkjprban. Kekerasan
dalam rumah tangga biasanya berbentuk penderiteaarss fisik, seksual,
psikologi, atau penelantaran rumah tangga. Pasaigka 1 Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeraslmORumah Tangga
menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tanggahadatéap perbuatan
terhadap seseorang terutama perempuan yang bertikibalnya kesengsaraan
atau penderitaan secara fisik, seksual, psikoligi) penelantaran rumah tangga
termasuk juga hal - hal yang mengakibatkan ketautdangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasakigercaya, atau penderitaan
psikis berat pada seseorang. Berdasarkan Pasagkh dnUndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragslEmCRumah Tangga
maka menurut penulis perbuatan Hartati Binti Ab&duf merupakan suatu
perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana kekerdalam rumah tangga
karena perbuatan pemukulan yang dilakukan kepad& #rinya merupakan
perbuatan yang mengakibatkan penderitaan secdadfis psikis, hal tersebut

bisa diketahui dengan adanya luka memar, pembeagkpida rahang bawah
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kanan, pembengkakan pada pipi kanan serta korbamgal@ni ketakutan
sehingga tidak ada rasa percaya diri untuk melakpkabuatan atau bertindak.
Hal tersebut juga dipertegas dengan Pasal 44 dyatndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragstlmORumah Tangga
yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perlou&&kerasan fisik dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalaral Bakuruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahan denda paling banyak Rp
15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)” dan PaSahyat (1) Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragslEmCRumah Tangga
yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perlukékerasan psikis dalam
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalaral Bakuruf b dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahao denda paling banyak Rp
9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)”. Jadi menysahulis perbuatan Hartati
Binti Abdul Rauf merupakan suatu perbuatan tindadama kekerasan dalam
rumah tangga yang berbentuk kekerasan secaradsiksecara psikis karena
perbuatan pemukulan tersebut mengakibatkan lukaamelan pembengkakan
pada rahang bawah kanan serta pembengkakan padakai@an serta
mengakibatkan ketakutan yang mendalam sehinggakditbak percaya diri dan
hilang kemampuan untuk bertindak. Pada dasarnyakumtenyatakan bahwa
terdapat suatu perbuatan yang berbentuk kekerasamdumah tangga maka
selain harus sesuai dengan pengertian dari tinao@ kekerasan dalam rumah
tangga juga harus sesuai dengan unsur — unsurdsakedalam rumah tangga.

Suatu perbuatan dianggap sebagai kekerasan dalarahru

tangga harus memenuhi unsur — unsur sebagai beraitut

(Mufidah, 2006:18) :

1. Setiap perbuatan terhadap seseorang;

2. Berakibat kesengsaraan, penderiataan secara $isksual,
psikologis, dan penelantaran rumah tangga;

3. Secara melawan hukum;

4. Dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan unsur — unsur diatas jika di kaitkangde kasus maka
unsur setiap perbuatan terhadap seseorang dapstaldik dengan adanya suatu
pemukulan yang dilakukan oleh Hartati Binti AbdudlR kepada anak tirinya
Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnompang berakibat luka memar
dan pembengkakan pada rahang bawah kanan serteepgkakan pada pipi
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kanan. Setelah unsur adanya perbuatan terhadapraegeterpenuhi, unsur
selanjutnya yang harus dipenuhi adalah unsur Heabkikesengsaraan,
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ganelantaran dalam rumah
tangga. Jika unsur ini dikaitkan dengan kasus maleaurut penulis sudah
terpenuhi karena dalam hal ini terdapat suatu akdai pemukulan yang
dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anadkinya Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo vyaitlwuka memar dan
pembengkakan pada rahang bawah kanan serta perakengiada pipi kanan.
Selanjutnya unsur yang harus dipenuhi agar suatbupgn dapat dikatakan
sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah taadgjah adanya unsur secara
melawan hukum. Menurut penulis perbuatan HartatitiBAbdul Rauf kepada
anak tirinya Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agusdali Purnomo yang berakibat
luka memar dan pembengkakan pada rahang bawah ken@npembengkakan
pada pipi kanan sudah memenuhi unsur secara meldaw&am karena
pemukulan tersebut bertentangan dengan Pasal 44(Hy&ndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeraaslmORumah Tangga
yang berakibat dapat diancam dengan pidana terh@elagunya. Adapun unsur
yang terakhir yaitu unsur dalam lingkup rumah tagggenurut penulis perbuatan
Hartati Binti Abdul Rauf kepada anak tirinya EnnyrRatiningtias Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo sudah memenuhi unsur yang tergkitu dalam lingkup
rumah tangga karena pemukulan tersebut dilakukalepin kamar Hartati Binti
Abdul Rauf dan dalam hal ini korbannya merupakaakairinya sendiri, tinggal
dengan si terdakwa, maka menurut penulis unsumdétagkup rumah tangga
sudah terpenuhi hal ini didasarkan pada Pasal 2 @yaUndang — Undang
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeragkamCRumah Tangga
yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga adalah :
a. Suami, isteri, dan anak;
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dermgang
sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungaah,d
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalary ynenetap

dalam rumah tangga;
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c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan npemktam
rumah tangga tersebut.

Menurut penulis perbuatan Hartati Binti Abdul Rauemukul Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo mpakan suatu perbuatan
yang dilakukan didalam lingkup rumah tangga, kam@mara Hartati Binti Abdul
Rouf dengan Enny Purwatiningtias Tuti Binti AgusabDr Purnomo terdapat
hubungan keluarga hasil dari perkawinan, maka merpenulis unsur lingkup
rumah tangga sudah terpenuladi menurut penulis perbuatan pemukulan yang
dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf kepada anadkinya Enny
Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradi Purnomo sudalerupakan suatu tindak
pidana, hal ini didasarkan pada pengertian tindd&ira kekerasan dalam rumah
tangga dan sesuai dengan unsur — unsur tindak gikiekerasan dalam rumah
tangga. Selain itu jika melihat pengertian Rumatggm maka antara pelaku dan
korban merupakan bagian dari keluarga, karena rdarajga Sering juga disebut
dengan keluarga yang berasal dari bahasa sansekakia kula yang berarti
famili danwarga yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah andgotéi yang
dalam hal ini adalah terdiri dari ibu (istri), b&péuami), dan anak. Setelah
membahas mengenai unsur — unsur tindak pidanadskedalam rumah tangga
menurut Mufidah, untuk selanjutnya akan dibahasgerai unsur — unsur tindak
pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jakeankg Umum. Surat
dakwaan merupakan suatu surat yang berisi mengenaisan tindak pidana
yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan keEmpang ditarik dari
hasil penyidikan dan merupakan dasar pemeriksaaemhn siding pengadilan.
Surat dakwaan pada prakteknya terbagi menjadinfajlibentuk yaitu dakwaan
tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsider, dakw komulatif, serta
dakwaan yang berbentuk kombinasi. Jaksa Penuntuintmpada kasus ini
menggunakan surat dakwaan yang berbentuk alterhatifini bisa dilihat pada
surat dakwaannya yang disana memuat kata “atauf, hdd ini juga patut
diketahui bahwasannya kata atau merupakan ciri #heglakwaan yang bersifat
alternatif. Selain itu alasan dari Jaksa Penuntotutd menggunakan surat
dakwaan berbentuk alternatif ini adalah karena alakenganggap perbuatan

terdakwa masih ragu — ragu dan belum jelas teritaatifikasi dan pasal yang
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diterapkan dalam surat dakwaannya. Jaksa Penuntounl) dalam surat

dakwaannya mendakwa Hartati Binti Abdul Rauf demg2iidua) pasal yaitu :

1.

Dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur dan diaeagan pidana dalam
Pasal 44 ayat (1) Undang — Undang Republik Indangsimor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diamieargan pidana dalam
Pasal 80 ayat (1) Undang — Undang Republik Indendemor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.

Unsur — unsur tindak pidana yang didakwakan dalamtsdakwaan

adalah sebagai berikut :

1. Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapenhjadi subjek

tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kilanmprang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarmppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tingekana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindkna berupa manusia

yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

. Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secaraf@erbuatan yang

dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwigri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteblan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti
Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yadtanga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

. Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsurshedte suatu akibat

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
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lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgedruatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui denmamukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti Bintuadoradi Purnomo
mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bleavesn;

. Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan muksangat
bermacam — macam karena bisa diartikan sebagan thaf sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadehukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbtargéa dikaitkan
dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbiteati Binti Abdul
Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targgamnta Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang mém(kul orang lain
yang menyebabkan kerugian).

. Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pgtalak pidana dapat
diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ip&tihuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang diggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secairsyafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekaasamacam
kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus n@d@a kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhletahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan
mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka medtaarlebam;

. Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan beguaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya
penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamgalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radfpat

dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
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keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang punam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rewdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukiaisebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penunut Umum adalah pejabat fungsional ydegi dvewenang
oleh Undang — Undang untuk melakukan penuntutariaks&nakan putusan
pengadilan atau penetapan Hakim dan wewenang kidaksa Penuntut Umum
mempunyai kedudukan dan wewenang dalam menjalanigasnya. Berkaitan
dengan kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasusdatah lembaga
pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negaraadgigenuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang — undang yédadgukian secara merdeka
dan tidak terpisahkan, hal ini sesuai dengan Pashidang — Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Sedangkan berkadngad asas penuntutan
maka Jaksa Penuntut Umum menganut 2 (dua) asasmtptmu yaitu asas
legalitas dan asas oportunitas. Pada kasus ina jgenuntut umum dalam
melakukan penuntutan menggunakan asas legalitas&gaksa penuntut umum
beranggapan bahwa terdakwa melakukan perbuataraktindana yang
disesuaikan dengan fakta — fakta dari penyidiku®an adalah suatu pernyataan
yang oleh Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewgnéu, diucapkan
dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau mesgidan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak. Putusan Pegadilandeadanya memiliki jenis yang
berbeda baik dalam perkara pidana, perkara pendetapun dalam perkara tata
usaha negara.

Didalam sistem hukum acara pidana pada pokoknyendilkdua
jenis Putusan Pengadilan yaitu (Ansorie Sabuar(:199) :

1. Jenis putusan yang bersifat formil

2. Jenis putusan yang bersifat materiil

Putusan yang bersifat formil (Putusan yang bermsitgmyaan tidak
berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu m@erkButusan yang
menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Urataihsesuai Pasal 156
ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Acara PidaRatusan yang berisi
pernyataan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum digla&t diterima hal ini
sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitab Undang - Undanguhlukcara Pidana, Putusan
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yang berisi penundaan pemeriksaan perkara olehn&aexa perselisihan
prgudisiel atau perselisihan kewenangan), putusan yang aersifateriil
(Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan alasiaén rijspraak) sesuai
Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Ad@idana, Putusan yang
menyatakan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutdeam sesuai Pasal 191
ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara PidaRatusan yang berisi
pemidanaan sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undadgdang Hukum Acara
Pidana).

Menurut penulis, putusan dalam kasus ini merupakartu putusan yang
bersifat materiil karena putusan yang diberikanholéakim berisi mengenai
pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui denganyadperintah oleh Hakim
untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti AbdaluR Sesuai dengan putusan
yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwakan menurut penulis
putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintahad@pterdakwa untuk
menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amasdPuPengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana tesdals (lima) bulan
penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang beeisiidanaan sesuai
Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Ad&dana menurut penulis
harus sesuai dengan syarat — syarat pembuatanapubesdasarkan Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pid&&sal 197 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana menyatakan badwedu putusan
pemidanaan harus memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KBAAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lajeinis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaiaktea;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengekia flan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persaaik di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam suntatan;
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f. Pasal peraturan perundang - undangan yang mergadr ggemidanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang - gadayang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yangberatkan dan yang
meringankan terdakwa;

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelisriakcuali perkara
diperiksa oleh Hakim tunggal;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telpéntgri semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kka$iinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

I. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankagademenyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai bdraki

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsukatewmangan di mana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat oteditlkiggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalananan atau
dibebaskan;

|. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nidaldm yang
memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diatksa mhapat ditarik
suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusamgsdrakim harus
mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yéamygerta petimbangan yang
jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh prsidangan, namun dalam
putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penlrum sebagai dasar
pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat ke&glidalam menuliskan pasal
tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur piddeaurut penulis mengenai
putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdblemiati Binti Abdul Rauf
tidak sesuai dengan syarat — syarat pembuatangpuyasig ada dalam Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidamafhd dan e. Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidanaufhd menyatakan
bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pangaf yang disusun
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beskttapembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadad penentuan kesalahan

terdakwa, namun pada kenyataannya dalam membepédimbangan majelis
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Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggtassddiakim Mahkamah
Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yamguklan oleh Jaksa
Penuntut Umum baik alat buktisum Et Repertum maupun alat bukti keterangan
terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadifamggi serta Hakim
Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan terddiagya alat bukii
Visum Et Repertum karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sa
mengingat yang membuat bukan pejabat yang berweiadga menurut penulis
putusan pemidanaan yang didasarkan pada alat Mi&tim Et Repertum
merupakan putusan yang keliru untuk membuktikarwlbaterdakwa melakukan
tindak pidana.

Berbicara mengenai putusan berarti kiat berbicaenganai Hakim,
karena antara putusan dan Hakim berkaitan satu $simaHakim merupakan
sosok penting dalam proses peradilan yang akan erémh putusan baik berupa
penjatuhan pidana atau bebas. Pengertian HakimmiteRasal 1 angka 8 Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana adalah pejadraidigan negara yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk menga&#&dangkan dalam
Undang — Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angkanfang Kekuasaan
Kehakiman yang dinamakan Hakim adalah Hakim padakist@ah Agung dan
Hakim pada badan peradilan yang berada diabaya dalam lingkungan
Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingjam Peradilan Militer,
lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakida j°Pengadilan Khusus
yang berada dalam lingkungan peradilan tersebka pengertian Hakim
tersebut diatas dikaitkan kasus maka, menurut Eersuidah sesuai dengan
Hakim yang mengadili baik pada Pengadilan NegenahaGerogot, Pengadilan
Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda serta HakimHhWdamah Agung karena
merupakan pejabat Negara yang diberi wewenang wtelang — undang untuk
mengadili. Berkaitan dengan kekuasaan kehakimanaknd- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Pasal 24 ayat (1) mekgatdbahwa kekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk umgemyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilannselailang — Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 2 Undddgdang Nomor 48 Tahun

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatkan bahvw&amah Agung dan
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Mahkamah Konstitusi adalah pelaku Kekuasaan Kelakinsebagaimana
dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Répldionesia Tahun

1945. Jika pengertian kekuasaan kehakiman dikaittangan kasus maka
menurut penulis mahkamah agung yang mengadili dglenkara No. 1958

K/Pid.Sus/2009 sebagai pelaku kekuasaan kehakinualahs sesuai dengan
ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang — Undang Dasgans Republik Indonesia
dan Pasal 1 angka 2 Undang — Undang Nomor 48 T&©@® Tentang

Kekuasaan Kehakiman, karena bertujuan untuk mekagakukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila. Pembuktian merupakan suasesp dalam sistem
Peradilan Pidana, perdata maupun dalam Peradiltan Usaha Negara, karena
pembuktian adalah membenarkan hubungan hukum decay@n memperkuat
kesimpulan hakim dengan disertai alat — alat byddtig sah.

Pembuktian adalah menunjukkan hal — hal yang daipaigkap
oleh panca indera dan mengutamakan hal — hal tersdhn
berfikir secara logika. (Menurut Ansorie Sabuan@286)

Berdasarkan uraian mengenai pengertian pembuktiaka nterdapat
suatu maksud bahwa pembuktian tersebut merupakatu scara untuk
memperoleh kebenaran mengenai suatu perbuatandyanggap tindak pidana
atau suatu perbuatan tersebut melanggar hukum mengaggunakan alat bukti
dan kesimpulan hakim. Sistem pembuktian dalam perng@ana berbeda dengan
perkara perdata maupun perkara tata usaha Negaemakadalam sistem
pembuktian pada perkara pidana pembuktiannya ditakwleh jaksa penuntut
umum, penesehat hukum terdakwa atau terdakwanydirisesedangkan dalam
sistim pembuktian perkara perdata maupun perkaea usaha Negara sistem
pembuktiannya hanya dilakukan oleh penasehat hulendakwa atau terdakwa
sendiri tanpa ada pembuktian dari Jaksa PenuntutnJnDalam hukum acara
pidana sistem pembuktian didasarkan pada PasaKit&88 Undang — Undang
Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 183 Kitab Undablmdang Hukum Acara
Pidana sistem pembuktian yang dianut adalah sigiembuktian undang —
undang secara negatilidgative Bewijstheorie), adapun alasannya adalah dalam
penerapannya menggunakan cara dan alat bukti yarapd dalam undang —

undang (KUHAP) dengan disertai keyakinan Hakim.
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Jika berbicara mengenai alat - alat bukti yang midgan untuk
membuktikan bahwa terdakwa bersalah maka menusdl R84 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, alat — alati lpakg sah adalah :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang — Ugpdidukum Acara
Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam paotirs berkaitan dengan alat
bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nteidapat 2 (dua) alat bukti
yaitu berupa suraM(sum Et Repertum) dan keterangan terdakwa. Pengertian alat
bukti surat menurut Pasal 187 Kitab Undang — Unddogum Acara Pidana
adalah suatu surat yang dibuat atas sumpah jatstan dikuatkan dengan
sumpah:

a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi ydibgat oleh
pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat @digzachya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaam didengar,
dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dem@lasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya itu;

b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan gangiundangan
atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal had yarmasuk
dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabrgm yhng
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal ataiagegeadaan;

c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat apeabd
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal esaats keadaan
yang diminta secara resmi dan padanya;

d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hudnumga dengan isi
dari alat pembuktian yang lain.

Berkaitan dengan pengertian surat jika dikaitkangde kasus maka

dalam putusan ini surat yang dijadikan sebagai lal&ti oleh Jaksa Penuntut

Umum untuk dasar membuat surat dakwaan maupuntaunmya adalaisum Et
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Repertum yang dibuat oleh siswa yang melakukan Praktek eKégpangan
(PKL). Sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang — Umpditukum Acara Pidana
huruf a maka alat bukWisum Et Repertum dalam putusan ini menurut penulis
tidak sah dan tidak hisa dijadikan sebagai dasamkumempidana terdakwa
karena suatu surat yang bisa dijadikan sebagabalkdit harus dibuat oleh pejabat
yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yemguat keterangan
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dibltau yang dialaminya
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas darsteg@ang keterangannya itu.
Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang — Undang Hulkeara Pidana, menurut
Pasal 187 huruf c¢ Kitab Undang - Undang Hukum Ac®&idana juga
menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebagaibukti adalah Surat
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendagraiagarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yangtaligécara resmi dan
padanya, maka dalam putusan ini sulisym Et Repertum) yang dijadikan
sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tidek lsarena yang membuat
bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tidgalmpah atas jabatannya.
Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengaja#at bukti
berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk it@napterdakwa, jika kita
berbicara mengenai alat bukti keterangan terdakakarmenurut Pasal 189 ayat
(1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana keigma terdakwa adalah
apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang penbuang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jlagertian alat bukti keterangan
terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dpildansan ini sudah sesuai
dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti AbdubuRsudah mengakui telah
melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namuand&Pasal 189 ayat (4)
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana dikatakahwa keterangan
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwé@ersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkans hdisertal dengan alat
bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4aiKltndang — Undang Hukum
Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti kegawra terdakwa yang
digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntutntsudah memenuhi untuk

mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakaagsehlalat bukti maka



61

keterangan terdakwa harus disertai dengan alat akg lain dan dalam hal ini
adalah keyakinan hakim, oleh karenanya menurutligealat bukti keterangan
terdakwa dengan ditambah keyakinan hakim sudahpcukiiuk menunjukkan
bahwa terdawa bersalah melakukan tindak pidana.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan Hakim Reitn Tinggi
Kalimantan Timur dalam putusannya menjatuhkan p@Edg&rhadap terdakwa
Hartati Binti Abdul Rauf dengan pertimbangan 2 (dalat bukti yaitu alat bukti
surat (Visum Et Repertum) dan dengan alat bukti keterangan terdakwa serta
dengan keyakinan hakim, namun kenyataannya memeuotlis penjatuhan
pidana kepada terdakwa tidak tepat. Mengenai atgsaadalah karena alat bukti
surat yang digunakan adalafisum Et Repertum yang dibuat oleh siswa yang
melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Sesuai a@engasal 187 huruf a
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana maka bl#ti Visum Et
Repertum dalam putusan ini menurut penulis tidak sah ddaktibisa dijadikan
sebagai dasar untuk mempidana terdakwa karena suigtlyang bisa dijadikan
sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yargidnang atau yang dibuat di
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejad&n keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiriedis dengan alasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya itu. Selain P&ahdruf a Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 harifitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahvwa gang bisa dijadikan
sebagai alat bukti adalah Surat keterangan danasgoahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesabtatdu sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalénsgn ini surat\(isum Et
Repertum) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidandakwa tidak sah
karena yang membuat bukan pejabat yang berwenar@nbahli, dan tidak
disumpah atas jabatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Dan Hakim Bditan Tinggi
Kalimantan Timur juga menggunakan alat bukti ketgea terdakwa sebagai
alasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwangenai alat bukti
keterangan terdakwa maka menurut Pasal 189 ay#itdl) Undang — Undang

Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa adalah apa terdakwa nyatakan di
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sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau jearkgtahui sendiri atau ia
alami sendiri, jika pengertian alat bukti keterangardakwa tersebut dikaitkan
dengan kasus maka dalam putusan ini sudah seswgardéakta karena terdakwa
Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakui telah melekn pemukulan terhadap
anak tirinya namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitaglashg — Undang Hukum
Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan terdakyea tefak cukup untuk
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatang ydidakwakan
kepadanya, melainkan harus disertal dengan alai pakg lain. Berdasarkan
Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang — Undang Hukum A&4dana tersebut diatas
maka alat bukti keterangan terdakwa yang digunad&am putusan ini oleh
Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi untuk mempidedakwa karena untuk
dapat dikatakan sebagai alat bukti maka keterarigedekwa harus disertai
dengan alat bukti yang lain yaitu keyakinan hakoteh karenanya menurut
penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan digdnkeyakinan hakim sudah
cukup untuk menunjukkan bahwa terdawa bersalahkuieda tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang — Undang Hukum @cBidana
menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapaiakan terhadap dirinya
sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undanghdadg Hukum Acara Pidana
ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwkanaaputusan ini bisa
dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan baherdakwa bersalah atas
tindak pidana yang dilakukan karena menurut pendidam putusan ini
keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagibakti apabila disertai
dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, suratyakénan hakim ataupun
keterangan ahli, maka menurut penulis alat bukteremgan terdakwa dengan
ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk mentmajukbahwa terdawa
bersalah melakukan tindak pidana.

Menurut penulis putusan Hakim Pengadilan Negeriaha@rogot dan
Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam na¢nipkan pidana yang
tidak didasarkan pada alat bukti yang tidak sala judgak mencantumkan Pasal
Peraturan Perundang — Undangan yang menjadi dasdadgnaan atau tindakan
dan Pasal Peraturan Perundang — Undangan yang dnelgsar hukum dari

putusan, tentu saja hal ini tidak memenuhi syagatlpuatan putusan pemidanaan
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sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang ddg Hukum Acara Pidana.
Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undangrdbhg Hukum Acara Pidana
menyatakan bahwa Surat putusan pemidanaan memusdl HAReraturan
Perundang - Undangan yang menjadi dasar pemidataartindakan dan Pasal
Peraturan Perundang - Undangan yang menjadi dadernmh dari putusan,
disertai keadaan yang memberatkan dan yang mekagaerdakwa. Berkaitan
dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang ddg Hukum Acara Pidana
tersebut maka dalam Pasal 197 ayat (2) Kitab Undablpdang Hukum Acara
Pidana dinyatakan bahwa apabila tidak dipenuhirgtarikuan dalam Pasal 197
ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan | Kitdndang — Undang Hukum Acara
Pidana maka akan mengakibatkan putusan batal démih

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menolak peormsn
kasasi terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf, adapumasahnya adalah bahwa
menurut Mahkamah Agung putusjuaex facti tidak bertentangan dengan hukum
atau undang — undang, hal tersebut menurut pekallisl karena dalam faktanya
judex facti dalam menjatuhkan pidana bertentangan dengan R&3alKitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 @yaKitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 187 Kitab Undabgdang Hukum Acara
Pidana menyatakan bahwa surat sebagaimana ted&hot Pasal 184 ayat (1)
huruf ¢ harus dibuat atas sumpah jabatan atau ttkkaalengan sumpah, namun
dalam faktanya surat yang dijadikan sebagai alkti ersebut dibuat tidak atas
sumpah jabatan atau tidak dikuatkan dengan sumpaén& yang membuat
adalah siswa yang sedang praktek kerja lapangah)(PK

Pasal 184 Kitab Undang — Undang Hukum Acara PiddiRaitkan
putusan ini maka disini terdapat 2 alat bukti ydigunakan sebagai pembuktian
dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ha&itatii Abdul Rauf, yaitu alat
bukti surat(Visum Et Repertum) dan alat bukti keterangan terdakwa. Mengenai
alat bukti surat maka terdapditsum Et Repertum yang dibuat oleh siswa yang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai d@erRRpsal 187 huruf a Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana maka alat bviltim Et Repertum
dalam putusan ini menurut penulis tidak sah daaktidisa dijadikan sebagai

dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu samgt lyisa dijadikan sebagai
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alat bukti harus dibuat oleh pejabat yang berwenatey yang dibuat di
hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejad&n keadaan yang
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiriedis dengan alasan yang jelas
dan tegas tentang keterangannya itu. Selain P&ahdruf a Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, menurut Pasal 187 harifitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana juga menyatakan bahved gang bisa dijadikan
sebagai alat bukti adalah Surat keterangan daniasgoahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesahiiau sesuatu keadaan
yang diminta secara resmi dan padanya, maka dalénsgn ini surat\(isum Et
Repertum) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempidandakwa tidak sah
karena yang membuat bukan pejabat yang berwenar@nbahli, dan tidak
disumpah atas jabatannya.

Mengenai alat bukti keterangan terdakwa maka, mgrRasal 189 ayat
(1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana keigma terdakwa adalah
apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang penbueang ia lakukan atau
yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, jileangertian alat bukti keterangan
terdakwa tersebut dikaitkan dengan kasus maka dpldaosan ini sudah sesuai
dengan fakta karena terdakwa Hartati Binti AbduuRsudah mengakui telah
melakukan pemukulan terhadap anak tirinya namuandaPasal 189 ayat (4)
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana dikatakahwa keterangan
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahavdersalah melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkans hdisertai dengan alat
bukti yang lain. Berdasarkan Pasal 189 ayat (4alKlndang — Undang Hukum
Acara Pidana tersebut diatas maka alat bukti kegara terdakwa yang
digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntuttsudah memenuhi untuk
mempidana terdakwa karena untuk dapat dikatakaagsetalat bukti maka
keterangan terdakwa harus disertai dengan alat pakg lain yaitu keyakinan
hakim, oleh karenanya menurut penulis alat buktedengan terdakwa dengan
ditambah keyakinan hakim sudah cukup untuk meniajukbahwa terdawa
bersalah melakukan tindak pidana.

Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang — Undang Hukum @cBidana

menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapatakan terhadap dirinya
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sendiri. Sesuai Pasal 189 ayat (3) Kitab Undangdadg Hukum Acara Pidana
ini maka mengenai alat bukti keterangan terdakwkanaaputusan ini bisa
dijadikan sebagai alat bukti untuk menunjukkan baherdakwa bersalah atas
tindak pidana yang dilakukan karena menurut pendidam putusan ini
keterangan terdakwa hanya bisa digunakan sebagibakti apabila disertai
dengan alat bukti lain misalnya petunjuk, suraduptin keterangan ahli atau
dengan keyakinan hakim karena keterangan terdalalandputusan ini hanya
dapat digunakan terhadap terdakwa sendiri. Jadiurnerpenulis berdsarkan
uraian diatas maka putusan yang dibuat oleh Halemg&dilan Negeri Tanah
Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan TimurndBlakim Mahkamah
Agung batal demi hukum karena dalam pertimbangartigkim Pengadilan
Negeri Tanah Grogot, Hakim Pengadilan Tinggi Kalwaa Timur dan Hakim
Mahkamah Agung tidak mencermati alat bukti yangudi@n oleh Jaksa Penuntut
Umum berupa/isum Et Repertum yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang
atau tidak dibuat oleh seorang ahli.

Asas Unus Testis Nullus Testis yang dalam hal ini berkaitan dengan alat
bukti keterangan saksi merupakan suatu upaya umeknbuktikan bahwa
terdakwa melakukan tindak pidana atau seseoraagljauhi pidanaAsas Unus
Testis Nullus Testis ini juga merupakan suatu pedoman bagi Jaksa Rénunt
Umum dan Hakim dalam membuat surat dakwaan dansamitubaik berupa
putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari tuntuwtesm. Asas Unus Testis
Nullus Testis adalah suatu asas yang menyatakan bahwa satubsédasi saksi.
Jika asas ini kita kita kaitkan dengan kasus maka @i bisa diterapkan dalam
kasus pada putusan ini, hal ini diasarkan padaef@gin Pasal 184, Pasal 185
ayat (3) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidalza Pasal 55 Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengahapusagr&ssa Dalam Rumah
Tangga.

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 Kitab Undang -amgndHukum
Acara Pidana dinyatakan bahwa dalam acara pemanksapat, keyakinan
hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. &asan Pasal 184 Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana jika dikaitkangan kasus maka dalam

kasus ini menurut penulis sudah sesuai apabilabaktt saksi ditambah dengan
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keyakinan hakim, namun dalam faktanya saksi kotiak dimasukkan dalam
alat bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa melakuguatu perbuatan tindak
pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga.ritepenulis sebenarnya
ada saksi yang dapat dijadikan sebagai alat budtu ysaksi korban, namun
kenyataannya saksi korban tidak dimasukkan dalambpktian dalam proses
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tentu saja tdrgebut sangat
disayangkan mengingat hal ini berkaitan dengan gbeingan pidana terhadap
terdakwa.

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yatekriga berada
diurutan nomor 1 (satu) dalam susunan alat buktisePasal 184 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, hal ini merkkgo bahwasannya alat
bukti keterangan saksi ini merupakan alat buktigyaangat penting dalam
pembuktian perkara pidana. Menurut Pasal 1 butikéd&b Undang — Undang
Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa yang dinam#k#éerangan saksi
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidamg yerupa keterangan dari
saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia desggaliri, la lihat sendiri dan
ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pemggmaya tersebut. Namun
satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bakevdakwa melakukan
tindak pidana. Berdasarkan pada putusan ini maldakea dipidana dengan
pertimbangan 2 (dua) alat bukti yaitu surdisgm Et Repertum) yang menurut
penulis tidak sah karena dibuat oleh siswa yan@rspdPKL dan alat bukti
keterangan terdakwa, seharusnya dalam kasus gapat alat bukti lain yang
bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh Jaksa r@nuJmum dalam
membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidiaraoleh Hakim sebagai
dasar penjatuhan putusan pidana yaitu alat bukérdeegan saksi korban namun
dalam faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak memasukied@rangan saksi
korban dalam proses pembuktian yang tentu sajagikau korban.

Berkaitan dengan alat bukti keterangan saksi makiai derdapatAsas
Unus Testis Nullus Testis yang berarti satu saksi bukan saksi. Menurut Andi
Hamzah asas ini sering disalah tafsirkan padahglaheengan 1 (satu) alat bukti
apabila diperkuat dengan alat bukti lain merupa&ian bukti, jadi berdasarkan

uraian dari Andi Hamzah mengenfsgas Unus Testis Nullus Testis maka penulis
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berpendapat bahwa seseorang bisa dikatakan metakuidak pidana apabila
didasarkan pada sekurang — kurangnya 2 (dua) altstrbisalnya alat bukti saksi
dengan alat bukti surat dengan disertai keyakinakird, atau alat bukti saksi
dengan alat bukti keterangan ahli, namun pada pokoklalam asas ini yang
harus ada adalah alat bukti saksi dengan alat pakg lain.

Asas Unus Testis Nullus Testis apabila diterapkan dalam kasus ini maka
bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan dalamah tangga, hal ini
didasarkan pada Pasal 184 Kitab Undang — Undanairdukcara Pidana, juga
didasarkan pada Pasal 185 ayat (3) Kitab Undangdakg Hukum Acara Pidana
dan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 Tahun 200daiig Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut Pasal 1&b Kindang — Undang
Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam acar@pksaan cepat keyakinan
hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah. Dgbaitusan ini Jaksa Penuntut
Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dasaeRdldu bukti yaitu surat
(Visum Et Repertum) dan alat bukti keterangan terdakwa tanpa memasukk
keterangan saksi korban dalam proses pembuktiamdaérsidangan namun jika
melihat Pasal 184 satu alat bukti saja sudah cukipk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah ditambah dengan keyakinan hakiaka menurut penulis
sudah jelafisas Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan dalam perkara tindak
pidana dalam kasus ini karena dengan hanya keyakiakim ditambah dengan
satu alat bukti bisa digunakan untuk menyatakanwbakerdakwa bersalah
melakukan tindak pidana.

Menurut penulis alasan lain mengenai bisa ditenapka Asas Unus
Testis Nullus Testis pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangda p
putusan ini adalah bahwa menurut Pasal 185 ayai{8p Undang — Undang
Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Ketentuan safama dimaksud
dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengaatu alat bukti yang sah
lainnya.” Maksud Pasal 185 ayat (3) adalah ketexrarig(satu) saksi tidak cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah adaldak tiberlaku apabila
disertai dengan alat bukti lain. Jika pasal iniaitkan dengan kasus dan
permasalahan pada skripsi ini maka hakim harus quevakan 1 alat bukti

dengan disertai keyakinan hakim dalam menjatuhkamspn pidana terhadap
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terdakwa, misalnya alat bukti surat dengan keyakiwakim, alat bukti
keterangan terdakwa dengan keyakinan hakim atag lan. Maka menurut
penulis dengan adanya alat bukti keterangan teralakitambah dengan
keyakinan hakim sudah cukup untuk membuktikan batsvdakwa bersalah
melakukan tindak pidana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingmaupun dalam
Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pidananrdanolak kasasi dari
terdakwa hanya berdasarkan 2 alat bukti y&isum Et Repertum yang dibuat
oleh siswa yang melakukan praktek kerja lapangakL)Pserta alat bukti
keterangan terdakwa dengan disertai keyakinan haRienkaitan dengan alat
bukti surat {isum Et Repertum) Sesuai dengan Pasal 187 huruf a Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana maka alat bivkéum Et Repertum dalam putusan
ini menurut penulis tidak sah dan tidak bisa dkadi sebagai dasar untuk
mempidana terdakwa karena suatu surat yang biadikiin sebagai alat bukti
harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atau gingt di hadapannya, yang
memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan didengar, dilihat atau
yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasargy@as dan tegas tentang
keterangannya itu.

Selain Pasal 187 huruf a Kitab Undang — Undang Hukara Pidana,
menurut Pasal 187 huruf ¢ Kitab Undang — Undanguruldcara Pidana juga
menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan sebaghaibukti adalah Surat
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendagraiasarkan keahliannya
mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yangtadigécara resmi dan
padanya, maka dalam putusan ini supasum Et Repertum) yang dijadikan
sebagai alat bukti untuk mempidana terdakwa tid#k lsarena yang membuat
bukan pejabat yang berwenang, bukan ahli, dan tisknpah atas jabatannya.
Alat bukti lain yang digunakan adalah keterangadaiewa, maka menurut Pasal
189 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara RFadiketerangan terdakwa
adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang temgarimatan yang ia lakukan
atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sengikg pengertian alat bukti
keterangan terdakwa tersebut dikaitkan dengan kaml& dalam putusan ini

sudah sesuai dengan fakta karena terdakwa Hariati Bbdul Rauf sudah
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mengakui telah melakukan pemukulan terhadap analainamun dalam Pasal
189 ayat (4) Kitab Undang — Undang Hukum Acara ®addikatakan bahwa
keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk memkaktibahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,inketa harus disertai

dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan Pasal a8 (4) Kitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana tersebut diatas maka lal&ti keterangan

terdakwa yang digunakan dalam putusan ini olehal&enuntut Umum tidak
memenuhi untuk mempidana terdakwa karena untukt difpgiakan sebagai alat
bukti maka keterangan terdakwa harus disertai deagst bukti yang lain, oleh
karenanya menurut penulis alat bukti keterangadateva dengan ditambah
keyakinan hakim saja sudah cukup untuk menunjulldahwa terdawa bersalah
melakukan tindak pidana.

Selain menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang dddg Hukum Acara
Pidana terdapat alasan lain yang menyatakan basas Unus Testis Nullus
Testis bisa diterapkan pada kasus tindak pidana kekemdai@m rumah tangga
pada putusan ini, karena menurut Pasal 55 Undddgdang Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumalga amnyatakan bahwa
sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterassegamang saksi korban saja sudah
cukup untuk membuktikan bahwa siterdakwa bersatamun apabila disertai
dengan suatu alat bukti yang sah lainnya yang dalaimni adanya keyakinan
hakim. Berdasarkan uraian Pasal 55 Undang — Undieomgor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangggbue diatas maka
Asas Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan pada kasus kekerasan dalam
rumah tangga karena dalam pasal tersebut yangligshkan sebagai alat bukti
untuk membuktikan si terdakwa bersalah adalah kit keterangan saksi

korban dengan disertai alat bukti lainnya yaitudtegan hakim.

3.2. Akibat Hukum Suatu Putusan Yang Tidak Sesuai Dengan Surat
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang Hgaga dan
dipertahankan oleh Jaksa Penuntut Umum karena slatavaan dasar bagi
seorang Hakim dalam melakukan pemeriksaan sampajatuabkan putusan di

sidang pengadilan baik berupa pemidanaan, bebadegias dari segala tuntutan
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hukum. Pada saat membuat surat dakwaan seorang Faksuntut Umum
dituntut untuk mampu, mahir dan jeli untuk menyusta mengingat surat
dakwaan menempati posisi yang penting dalam sisgeradilan pidana. Surat
dakwaan diperoleh dari adanya penyidikan yang dkak oleh penyidik dengan
disertai berita acara pemeriksaan (BAP). Pada dgsasurat dakwaan yang
dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum harus sesuai ddregda acara pemeriksaan
yang dibuat oleh penyidik hal ini sesuai dengaraPa3 Kitab Undang — Undang
Hukum Acara Pidana. Sebelum membahas mengenai dkikam suatu putusan
yang tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Ré&nuntum maka akan
dibahas dulu mengenai pengertian surat dakwaaratsyayarat pembuatan surat
dakwaan, bentuk surat dakwaan dan akibat hukunadeghsuatu surat dakwaan
yang tidak sesuai dengan syarat — syarat pembuyatarang di kaitkan dengan
permasalahan pada kasus dalam putusan ini.

Surat dakwaan adalah surat yang berisi rumusaakipdiana
yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan geatam
yang ditarik dari hasil penyidikan dan merupakarsada
pemeriksaan di depan sidang pengadilan (Ansorieuggab
1990:121).

Berdasarkan pengertian surat dakwaan yang dikerankaleh Ansorie
Sabuan diatas jika dikaitkan dengan kasus makandetesus ini Jaksa Penuntut
Umum dalam membuat surat dakwaan sudah sesuai rdemgausan tindak
pidana yang didakwakan terhadap terdakwa HartatiAidul Rauf berdasarkan
hasil kesimpulan yang dilakukan oleh penyidik. Memg tindak pidana yang
didakwakan terhadap Hartati Bin Abdul Rauf adalalamggar Pasal 44 Ayat (1)
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PenghapKekerasan
Dalam Rumah Tangga dan Pasal 80 Ayat (1) Undangdakhf Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuarm@agal

143 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Réda
Yaitu (Ansorie Sabuan, 1990:122) :

a.Syarat formal, Dalam surat dakwaan harus disebutieamna
lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahirisjé®lamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaamtga.

b.Syarat material, Dalam surat dakwaan harus beraian
cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanag ya
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didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak
pidana dilakukan.

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakpenuntut
umum harus bersifat cermat atau teliti terutanrayyzerkaitan dengan penerapan
peraturan perundang - undangan yang berlaku, migdr terjadi kekurangan dan
atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya swalivdan atau unsur - unsur
dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan, antara taengenai hal - hal sebagai
berikut :

a. Dalam tindak pidana atau delik aduan diperlukan ngalasurat

pengaduan (Pasal 1 butir 25 Kitab Undang - Undanguhh Acara
Pidana);

b. Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nehisdem atau
kadaluwarsa;

c. Apakah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ddipatrtanggung-
jawabkan (Pasal 44 Kitab Undang - Undang Hukum &&adana);

d. Apakah ketentuan pasal - pasal dalam Undang - Wntladak pidana
yang didakwakan sudah tepat sesuai dengan pemsyai@tmil dan
materiil seperti yang ada dalam berkas perkara pasyidikan;

e. Apakah dalam pemeriksaan penyidikan atau pembudddir,
tersangkanya sudah didampingi penasihat hukum I(FagaKitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana).

Jelas dimaksudkan bahwa dalam penyusunan suratadakwenuntut
umum harus mampu merumuskan unsur - unsur tinddénpi atau delik yang
didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsumsur delik harus dapat
dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian faktduatan yang dilakukan
oleh terdakwa. Dengan perkataan lain, uraian uRsunsur atau pengertian
yuridis tindak pidana atau delik yang dirumuskafagiapasal yang didakwakan
harus dapat dijelaskan atau digambarkan dalam lbefakia perbuatan atau
perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Kaitannya dengan kasus, maka dalam putusan inasyasyarat material
dalam pembuatan surat dakwaannya kurang cermatkualamg jelas. Hal ini
dapat dilihat pada tuntutan dari Jaksa Penuntutrdiypang menuliskan tuntutan

bukan mengandung unsur pidana yaitu menuntut defgeal 44 ayat (1)
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Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perigain Anak, tentu saja
dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum kurang cermat klamang jelas yang
mengakibatkan syarat materialnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan derigesus maka disini
terjadi suatu perbuatan pemukulan yang dilakukeh élartati Binti Abdul Rauf
terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Binti Agus Dradturnomo yang
menyebabkan memar pada pipi kanan dan bengkakrphdag bagian atas kiri,
perbuatan Hartati Binti Abdul Rauf tersebut diadian diancam dengan Pasal —

Pasal sebagai berikut :

1. Pasal 44 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahuf420entang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengaragdnjara 5 tahun
atau denda 15.000.000,- rupiah, Adapun unsur —w@am Pasal 44 Ayat (1)
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagéut :

a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapahjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. Kitamporang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pidamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tingelkana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindtna berupa manusia
yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan seceralff@erbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandwdigri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan péehuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitk@amgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukanteldan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtins Tuti Binti

Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
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kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaianga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursteda suatu akibat

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgediuatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dergEmukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti BintuAddradi Purnomo

mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bleavesn;

d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan imuksangat

bermacam — macam karena bisa diartikan sebagamn thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadenukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbigrgia dikaitkan

dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul

Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targganya Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang mém(kul orang lain

yang menyebabkan kerugian).

e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pttalak pidana dapat

f)

diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipe&tihuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang djggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secarsyafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekda&samacam

kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus npdda kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhietahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan

mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka meaaarlebam;

Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan begdaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya

penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
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maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguadgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamgalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radfpat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang pumam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rswdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemukiasebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

2. Pasal 80 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 23 Tahuf220entang
Perlindungan Anak yang mana perbuatan tersebutipg#ana dengan pidana
penjara 3 tahun 6 bulan atau denda 72.000.000ahruAdapun unsur — unsur
pada Pasal 80 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 2udd#&002 Tentang
Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

a) Adanya subjek tindak pidana, dalam KUHP yang dapabjadi subjek
tindak pidana adalah seorang manusia, hal ini jegéhat pada wujud
hukumannya yaitu penjara, kurungan atau denda. kKilanprang — orang
atau badan hukum juga merupakan subjek tindak pideamena dalam
perkumpulan tersebut pasti ada pengurus sehinggarmppulan atau badan
hukum tersebut bisa dijadikan sebagai subjek tingekana yang bisa
mempertanggungjawabkan pidananya. Jika unsur ikaitdan dengan
kasus maka dalam kasus ini terdapat subyek tindina berupa manusia
yaitu Hartati Binti Abdul Rauf sebagai orang yanglakukan pemukulan;

b) Adanya perbuatan tindak pidana, perumusan secaraf@erbuatan yang
dianggap tindak pidana benar — benar disebutkandvdgri suatu gerakan
tertentu dari subyek hukum tersebut, sedangkampesan secara material
memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan méebuatannya.
Berdasarkan perumusan secara formal jika dikaitkamgan kasus dapat
diketahui dengan adanya gerakan tangan Hartati Bbdul Rauf kepada
wajah anak tirinya yang menyebabkan adanya lukaneblan bengkak
sehingga pemukulan tersebut merugikan Enny Puringtias Tuti Binti

Agus Dradi Purnomo; sedangkan secara material dikaitkan dengan
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kasus maka terdapat akibat yang ditimbulkan yaianga luka lebam dan
bengkak akibat pemukulan yang dilakukan oleh HiaBiati Abdul Rauf.

c) Adanya sebab akibat, sebagai unsur pokok unsursteda suatu akibat

tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugtas kepentingan orang
lain, menandakan adanya hubungan sebab akibatgediuatan sipelaku
dengan kerugian kepentingan tertentu. Berdasarkan térsebut jika
dikaitkan dengan kasus yaitu dapat diketahui dergEmukulan (sebab)
yang menyebabkan Enny Purwatiningtias Tuti BintuAddradi Purnomo

mengalami luka memar dan bengkak pada rahang bleavesn;

d) Adanya sifat melawan hukum, pengertian melawan imuksangat

bermacam — macam karena bisa diartikan sebagamn thag sendiri,
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangagadenukum (undang -
undang). Berdasarkan pengertian melawan hukumbigrgia dikaitkan

dengan kasus maka dapat dibuktikan bahwa perbitgetati Binti Abdul

Rauf bertentangan dengan Undang — Undang Nomor &8 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Targganya Pasal 44
ayat (1) serta bertentangan dengan hak orang mém(kul orang lain

yang menyebabkan kerugian);

e) Adanya kesalahan, berkaitan dengan kesalahan pttalak pidana dapat

f)

diukur dengan kebatinan, hanya dengan hukuman Ipe&tihuatan yang
dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelbkisur kesalahan
dibagi menjadi 4 (empat) yaitu kesalahan yang djggn kesalahan yang
disengaja dan bersifat tujuan, kesengajaan secarsyafan kepastian,
kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Bekda&samacam

kesalahan tersebut jika dikaitkan dengan kasus npdda kasus ini
kesalahan dilakukan dengan sengaja hal tersebut dhietahui bahwa
pada saat pemukulan, Hartati Binti Abdul Rauf dengangaja melakukan
pemukulan terhadap anak tirinya karena terlambatangu dan

mengakibatkan kerugian bagi korban yaitu luka meaaarlebam;

Adanya pertanggungjawaban pidana, Kemampuan begdaggawab dapat
diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang meankem adanya

penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, bt dikri sudut umum
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maupun dari orangnya, seseorang mampu bertangguatdgjpka jiwanya
sehat. Berdasarkan uraian diatas jika dikaitkamgalerkasus maka menurut
undang - undang perbuatan Hartati Binti Abdul Radfpat
dipertanggungjawabkan secara pidana karena yargprgkutan dalam
keadaan sehat serta merupakan subyek hukum yang pumam
bertanggungjawab maksudnya Hartati Binti Abdul Rswdah mengetahui
akibat yang ditimbulkan setelah melakukan pemuki#asebut dan sadar
bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaas h@@menuhi
beberapa syarat, Syarat — syarat untuk membuat daksvaan adalah sebagai
berikut :

1. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaag memuat mengenai
nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahirjsjeelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa.sjylarat — syarat ini kita
kaitkan dengan kasus maka disini terdapat suatoupt&an pemukulan yang
dilakukan oleh Hartati Binti Abdul Rauf (32 Tahdrempat Lahir Wajo, Jenis
Kelamin Perempuan, Beragama Islam, Tempat TinggklnJManuntung
Rt.13 Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupg@d¢énajam Pasir
Utara, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, dam@saan indonesia).
Menurut penulis syarat formal dalam pembuatan sui@twaan yang
dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah sesuai.

2. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwgang memuat
mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelaganai tindak pidana
yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang akaR. Jika syarat ini
dikaitkan dengan kasus maka dalam putusan ini JAg&santut Umum dalam
menguraikan tindak pidana yang didakwakan sudagikbgm dan jelas yaitu
dengan mendakwakan dua pasal kepada terdakwa, adapupasal tersebut
adalah :

a. Pada dakwaan kesatu perbuatan terdakwa diatur @encadn dengan
pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ri&puidonesia
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KekeraalmDRumah
Tangga yang berbunyi : “Setiap orang yang melakukenbuatan
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kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebam@@mdimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana @emaling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.0@0@0(lima belas juta
rupiah)”.

b. Pada dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dercadn dengan
pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Ri&puidonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ymamgunyi sebagai
berikut : “Setiap orang yang melakukan kekejamaekekasan atau
ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap dipmlana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enlamfgn dan/atau denda
paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua jupiah)”.

Berdasarkan syarat materialnya Jaksa Penuntut Udalam membuat
surat dakwaan kurang cermat dalam penulisan tuntpidananya padahal hal
tersebut merupakan dasar Hakim dalam membuat puaitean pemidanaan yang
mana hal tersebut tercantum dalam Pasal 197 aydiu(lf e Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa Penuntut Umunmd@alatutan pidananya
mencantumkan pasal yang berbeda dengan surat dakwyeitu menuntut
terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang — UndammaX 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak, maka menurut penulstslakwaan Jaksa Penuntut
Umum tersebut batal demi hukum karena kurang ceeiurut penulis Alasan
lain yang menyatakan bahwa surat dakwaan kurangateadalah bahwa
seharusnya tuntutan pidana dalam surat dakwaars haamuat pasal yang
mengandung unsur pemidanaan, namun dalam fakta gdagdalam surat
dakwaan, tuntutan pidana yang di berikan oleh Jdksaunut Umum tidak
memuat pasal yang mengandung unsur pemidanaaiterBabut sesuai dengan
bunyi Pasal 44 Ayat (1) Undang — Undang Nomor 28uha2002 Tentang
Perlindungan Anak vyang berbunyi sebagai berikut nigentah wajib
menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upayasehktan yang
komprehensif bagi anak agar setiap anak mempemiéehjat kesehatan yang
optimal sejak dalam kandungan”, maka dari bunyiaP44 Ayat (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindungankAleasebut diatas

menurut penulis tuntutan pidana jaksa penuntut urkurang tepat karena tidak
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sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tuntutamgmya tidak mengandung
unsur pemidanaan.

Surat dakwaan dalam praktik pada dasarnya berbéntlikna) macam
yaitu surat dakwaan berbentuk tunggal, surat dakveeabentuk alternatif, surat
dakwaan berbentuk subsider, surat dakwaan berbekdukulatif dan yang
terakhir surat dakwaan yang berbentuk kombinasiigghn hal tersebut
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hari SasangkemDapraktik, proses
penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwadaraalain sebagai berikut
(Hari Sasangka, 1996:115) :

a.Dakwaan Tunggal
b. Dakwaan Alternatif
c. Dakwaan Subsider
d.Dakwaan Kumulatif
e. Dakwaan Kombinasi

Bentuk — bentuk surat dakwaan tersebut diatas gikaitkan dengan
kasus maka dalam putusan ini surat dakwaan yanmakan oleh Jaksa Penuntut
Umum adalah surat dakwaan yang berbentuk alterreatdpun pengertian dari
dakwaan yang bersifat alternatif adalah surat dakwi@rsusun dari beberapa
tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidgar@g satu dengan tindak
pidana yang lain bersifat saling mengecualikan,apddkwaan ini, terdakwa
didakwa lebih dari satu tindak pidana, tetapi phdkikatnya ia hanya didakwa
satu tindak pidana saja. Bisaanya dalam penulisammnggunakan kata “atau”,
sedangkan dasar pertimbangan penggunaan dakwaanatft adalah karena
Jaksa Penuntut Umum belum yakin benar tentang fikaesli atau pasal yang
tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersabaka untuk memperkecil
peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakamtaituk dakwaan alternatif.

Surat dakwaan alternatif dipergunakan dalam habarankualifikasi
tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindalapa yang lain menunjukkan
corak atau ciri yang sama. Dalam kasus ini JaksariRet Umum menggunakan
surat dakwaan yang berbentuk alternatif, hal testskisa dilihat dari penyusunan
pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan 2 (hsal yang coraknya
sama yaitu Pasal 44 Ayat (1) Undang — Undang Na28ofahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan8@asght (1) Undang —
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungank Arsang mana pada
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kedua pasal tersebut sama — sama mengandung wrbuagan kekerasan fisik,

selain mengandung corak yang sama menurut peralasndsurat dakwaan yang

dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat ciri khysitu memuat kata “atau”
dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.

Mengenai akibat hukum yang diakibatkan berkaitamgda tidak
dipenuhinya syarat — syarat pembuatan surat dakeesumi Pasal 143 ayat (2)
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana makatesakibat surat dakwaan
tersebut batal demi hukum, adapun syarat — syanaqg yarus dipenuhi adalah
sebagai berikut :

a. Syarat formal, yaitu syarat pembuatan surat dakwaag memuat mengenai
nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahirjsjgelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama serta pekerjaan terdakwa.

b. Syarat material, yaitu syarat pembuatan surat dakwgang memuat
mengenai uraian secara cermat, lengkap dan jelagenai tindak pidana
yang didakwakan dan tempat tindak pidana yang ukiak.

Dalam pembuatan surat dakwaan yang dilakukan a&baJPenuntut
Umum pada putusan ini tidak memenuhi syarat materal tersebut dapat
diperoleh dengan fakta bahwa Jaksa Penuntut Umilamdaenuliskan tuntutan
pidana yang tidak sesuai dengan pasal yang didakwaielainkan menuliskan
tuntutan pidana dengan pasal yang tidak ada daddmvahn yaitu Pasal 44 Ayat
(1) Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentanfindangan Anak, selain
itu pada pasal tuntutan pidananya tidak mengandasgr pemidanaan sehingga
menurut penulis surat dakwaan tersebut batal dakurh.

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yahgHalkim, sebagai
pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan diparsjan dan bertujuan
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atagket antara para pihak.
Putusan Pegadilan pada dasarnya memiliki jenis pangeda baik dalam perkara
pidana, perkara perdata, maupun dalam perkaraisatea negara. Dalam perkara
pidana dikenal 2 (dua) jenis Putusan Pengadilatu yRButusan yang bersifat
formil (Putusan yang berisi pertanyaan tidak beamgmya pengadilan untuk
memeriksa suatu perkara, Putusan yang menyatakavalbsurat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum batal sesuai Pasal 156 ayat (1) Kitadang - Undang Hukum
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Acara Pidana, Putusan yang berisi pernyataan balakavaan Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat diterima hal ini sesuai Pasal agét (1) Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana, Putusan yang berisi qiEan pemeriksaan
perkara oleh karena ada perselisipagudisiel atau perselisihan kewenangan),
putusan yang bersifat materiil (Putusan yang meihgeat terdakwa dibebaskan
dari dakwaan \fijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana, Putusan yang menyatakan tealdikepaskan dari segala
tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab bgdaUndang Hukum Acara
Pidana, Putusan yang berisi pemidanaan sesuai F¥&alyat (1) Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut penulis putusan dalam kasus ini merupakatusputusan yang
bersifat materiil karena putusan yang diberikanholéakim berisi mengenai
pemidanaan, hal tersebut dapat diketahui denganyadperintah oleh Hakim
untuk menolak kasasi terdakwa Hartati Binti AbdaluR Sesuai dengan putusan
yang diberikan oleh Majelis hakim kepada terdakwakan menurut penulis
putusan Hakim tersebut berisikan suatu perintahad@pterdakwa untuk
menjalani hukuman atas perbuatannya sesuai amasdPuPengadilan Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda yang mempidana tesdals (lima) bulan
penjara.

Putusan yang bersifat materiil khususnya yang beeisiidanaan sesuai
Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Ad&dana menurut penulis
harus sesuai dengan syarat — syarat pembuatanapubesdasarkan Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pid&&sal 197 ayat (1) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana menyatakan badwedu putusan
pemidanaan harus memuat :

a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KBAAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal |ajeinis kelamin,
kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaiakiea;

c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
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d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengekia flan keadaan
beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persaaik di sidang yang
menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,

e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam suntatan;

f. Pasal peraturan perundang - undangan yang mergadr ¢ghemidanaan
atau tindakan dan pasal peraturan perundang - gadayang menjadi
dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yangberatkan dan yang
meringankan terdakwa;

g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelisriakcuali perkara
diperiksa oleh Hakim tunggal;

h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telpéntdri semua unsur
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kka$iinya dan
pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankagademenyebutkan
jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai bdraki

j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsukamangan di mana
letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otediékiggap palsu;

k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalananan atau
dibebaskan;

|. Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, ndaldm yang
memutus dan nama Panitera.

Berdasarkan uraian sebagaimana huruf d, e diat&s woha@pat ditarik
suatu maksud bahwa dalam menyusun suatu putusamgsdrakim harus
mencantumkan surat dakwaan, tuntutan pidana yaggerta petimbangan yang
jelas mengenai alat pembuktian yang diperoleh parsidangan, namun dalam
putusan ini surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penlrum sebagai dasar
pembuatan putusan tidak cermat dan terdapat ke&alidalam menuliskan pasal
tuntutan pidana yang tidak mengandung unsur piddeaurut penulis mengenai
putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdblasiati Binti Abdul Rauf
tidak sesuai dengan syarat — syarat pembuatangouyasg ada dalam Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidamahd dan e. Pasal 197
ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidanaufhd menyatakan
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bahwa suatu putusan pemidanaan harus memuat pangaf yang disusun
secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beskttapembuktian yang
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadad penentuan kesalahan
terdakwa, namun pada kenyataannya dalam membepdimbangan majelis
Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggtasédakim Mahkamah
Agung tidak mempertimbangkan alat pembuktian yamguklan oleh Jaksa
Penuntut Umum baik alat buRtisum Et Repertum maupun alat bukti keterangan
terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadifamggi serta Hakim
Mahkamah Agung seharusnya tidak membenarkan terddiagya alat bukti
Visum Et Repertum karena menurut penulis alat bukti tersebut tidak sa
mengingat yang membuat bukan pejabat yang berweiaiga menurut penulis
putusan pemidanaan yang didasarkan 1 (satu) ttitkmierangan terdakwa saja
dengan disertai keyakinan hakim sudah cukup untidmibuktikan bahwa
terdakwa melakukan tindak pidana.

Jika Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang — Undang Huldgara Pidana
kita kaitkan dengan kasus pada putusan ini maka gadusan ini menurut
penulis Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilangdi, dan Hakim
Mahkamah Agung dalam membuat putusan tidak berkiasdasal 197 ayat (1)
huruf d, e dan f Kitab Undang — Undang Hukum AcBidana. Menurut Pasal
197 ayat (1) huruf d Kitab Undang — Undang Hukumarac Pidana bahwa
putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yaangud secara ringkas
mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktag diperoleh dari
pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penenkasalahan terdakwa.
berdasarkan uraian Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitabang — Undang Hukum
Acara Pidana tersebut Hakim dalam membuat putusaoshsesuai dengan
pembuktian yang ada dalam persidangan. Berbicarg@mnai pembuktian maka
pembuktian adalah suatu cara untuk memperoleh ketvenmengenai suatu
perbuatan yang dianggap tindak pidana atau suahwg@n tersebut melanggar
hukum dengan menggunakan alat bukti dan kesimpdkam. Dalam hukum
acara pidana sistem pembuktian didasarkan padd P&3aKitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana, yang mana menurut A@&alKitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana tersebut menyatakan baistam pembuktian
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yang dianut adalah sistem pembuktian undang — unsecara negatifNegative
Bewijstheorie), adapun alasannya adalah dalam penerapannya umexkggn cara
dan alat bukti yang berada dalam undang — undatyH@P) dengan disertai
keyakinan Hakim. Alat bukti yang sah sesuai Pa84dldyat (1) Kitab Undang —
Undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang — Undtiukum Acara
Pidana jika dikaitkan dengan kasus maka dalam paotirs berkaitan dengan alat
bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum nteidapat 2 (dua) alat bukti
yaitu berupa surai{sum Et Repertum) dan keterangan terdakwa.

1. Surat (Visum Et Repertum) yang dibuat oleh siswa yang melakukan
praktek kerja lapangan (PKL). Sesuai dengan Pa&alhuruf a Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana maka alat bug&tim dalam
putusan ini menurut penulis tidak sah dan tidak ligadikan sebagai
dasar untuk mempidana terdakwa karena suatu sangt lyisa dijadikan
sebagai alat bukti harus dibuat oleh pejabat yastgvdnang atau yang
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tgrkejadian atau
keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialamisgadiri, disertai
dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keamrayayitu. Selain Pasal
187 huruf a Kitab Undang — Undang Hukum Acara Padamenurut Pasal
187 huruf c Kitab Undang — Undang Hukum Acara Padgnga
menyatakan bahwa surat yang bisa dijadikan selagtibukti adalah
Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatapandoerdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu éteadang diminta
secara resmi dan padanya, maka dalam putusan hat @l4sum Et
Repertum) yang dijadikan sebagai alat bukti untuk mempideardakwa
tidak sah karena yang membuat bukan pejabat yarwgebang, bukan

ahli, dan tidak disumpah atas jabatannya.
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2. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini juga mengajatat bukti
berupa keterangan terdakwa sebagai upaya untuk i@napterdakwa,
jika kita berbicara mengenai alat bukti keterangadakwa maka menurut
Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum &cRidana
keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa myathlsidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuiiseathu ia alami
sendiri, jika pengertian alat bukti keterangan a&wda tersebut dikaitkan
dengan kasus maka dalam putusan ini sudah sesugamddéakta karena
terdakwa Hartati Binti Abdul Rauf sudah mengakualie melakukan
pemukulan terhadap Enny Purwatiningtias Tuti Bigus Dradi
Purnomo namun dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undangndang
Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa keterangan kesasaja tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakydeabhuatan yang
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertalateadat bukti yang
lain. Pada Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang — Unddogum Acara
Pidana tersebut diatas maka alat bukti keterangadakwa yang
digunakan dalam putusan ini oleh Jaksa Penuntutntidak memenubhi
untuk mempidana terdakwa karena untuk dapat dikataebagai alat
bukti maka keterangan terdakwa harus disertai derad@t bukti yang
lain, dalam hal ini sebelumnya kita membahas meaigalat bukti lain
yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yeisum Et Repertum
namun alat bukti surat yang berup@um Et Repertum ini tidak bisa
dijadikan sebagai alat bukti karena tidak dibua¢holpejabat yang
berwenang dan dibuat tidak menggunakan sumpahajalbet ini sesuai
dengan Pasal 187 Kitab Undang — Undang Hukum ARatana, menurut
penulis alat bukti keterangan terdakwa dengan digdmnkeyakinan hakim
saja sudah cukup untuk menunjukkan bahwa terdavealaéd melakukan
tindak pidana. Pada Pasal 189 ayat (3) Kitab Undakhimdang Hukum
Acara Pidana menyatakan bahwa Keterangan terdakamgahdapat
digunakan terhadap dirinya sendiri. Sesuai Pasél dyat (3) Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana ini maka mengaaa bukti

keterangan terdakwa dalam putusan ini bisa dijaddebagai alat bukti
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asalkan dengan disertai keyakinan hakim untuk mjekkan bahwa

terdakwa bersalah atas tindak pidana yang dilakukan

Menurut penulis Hakim dalam menjatuhkan putusan ig@naan tidak
sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab bmdaUndang Hukum Acara
Pidana. Mengenai alasan tidak sesuainya penjatoi@san oleh majelis hakim
adalah karena dalam penjatuhan pidananya dengdadagkan alat bukti yang
tidak sah yaitu dengan alat bukiisum Et Repertum yang dibuat oleh siswa yang
melakukan praktek kerja lapangan (PKL).

Berkaitan dengan penjatuhan putusan pemidanaah F¥sayat (1) uruf
e Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana mengatdahwa “dalam
putusan pemidanaan harus memuat Tuntutan pidaregaenana terdapat dalam
surat tuntutan”. Jika pasal ini kita kaitkan dengasus maka menurut penulis
putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim RilagaNegeri dan Hakim
Pengadilan Tinggi serta Hakim Mahkamah Agung tidekuai dengan Pasal 197
ayat (1) huruf e Kitab Undang — Undang Hukum AcRidana, karena tuntutan
pidana yang ada dalam surat dakwaan tidak sesngadgpasal yang didakwakan
oleh Jaksa Penunut Umum, maka menurut penulistamfpidana tersebut tidak
jelas sehingga menyebabkan surat dakwaan dan putlsdam tersebut berakibat
batal demi hukum, selain tidak sesuai dengan pgsa didakwakan, tututan
pidana yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum tidkuat pasal pemidanaan
sehingga menurut penulis tuntutan tersebut tidakat

Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang — Undanduthu Acara Pidana
menyatakan bahwa “putusan pemidanaan harus memasal Foeraturan
perundang - undangan yang menjadi dasar pemidaataantindakan dan pasal
peraturan perundang - undangan yang menjadi dakamhdari putusan, disertai
keadaan yang memberatkan dan yang meringankarkweatiaPasal 197 ayat (1)
huruf f Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidanesdbut diatas jika
dikaitkan dengan kasus maka menurut penulis putysamidanaan yang
dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri dan Hakiemdadilan Tinggi serta
Hakim Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Pasalaya? (1) huruf f Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana, adapun alasamuilah dalam

faktanya hakim tidak mencantumkan pasal yang medgshr pemidanaan, pada
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utusan ini hakim hanya memuat tentang kesalahatakem yaitu melakukan
kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tanggaa disertai dengan pasal
yang memuat pidananya.

Akibat hukum adalah akibat atau hasil yang terjddu disebabkan karena
adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh manata badan hukum
terhadap objek hukum. Akibat hukum pada dasarnyapma&an sumber lahirnya
suatu hak dan kewajiban bagi subjek hukum (maratsia badan hukum) yang
melakukan perbuatan hukum. Kaitannya dengan kasusakibat hukum dari
suatu surat dakwaan yang tidak sesuai dengan dpanat (Syarat ini berkaitan
dengan identitas tersangka yang meliputi : namgklegm, tempat lahir, umur atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempafgthl, agama dan pekerjaan).,
sedangkan syarat materiil (syarat ini berkaitangdanDalam surat dakwaan
harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap memgendak pidana yang
didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tipiz&na dilakukan). Jika
dalam pembuatan surat dakwaan tersebut tidak mdmegarat material dan
formal yang ada dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab dgdaUndang Hukum Acara
Pidana maka akibat hukumnya adalah batal demi hukwah ini tercantum
dengan jelas dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undatipdang Hukum Acara
Pidana yang berbunyi “Surat dakwaan yang tidak nmeime ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) hiithb Undang — Undang
Hukum Acara Pidana batal demi hukum.”

Selain surat dakwaan yang dalam pembuatannya kutenmat juga
dalam pembuatan putusannya Hakim ikut — ikutanhsaalam memberikan
putusan pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UndandangrNomor 23 Tahun 2002,
yang seharusnya Pasal 44 ayat (1) Undang — undampiN23 Tahun 2004, jelas
disini Majelis Hakim baik Hakim Pengadilan Negéfiakim Pengadilan Tinggi
serta Hakim Mahkamah Agung kurang memperhatika@aritean yang ada dalam
Pasal 197 ayat (1) ¢ dan d Kitab Undang — UndarkuhtuAcara Pidana. Dalam
Pasal 197 ayat (2) Kitab Undang — Undang Hukum &daidana dijelaskan
apabila suatu putusan tersebut tidak sesuai dépagad 197 (1) huruf a, b, c, d, e,
f, g, h, i, j, k, | Kitab Undang — Undang Hukum AaaPidana berakibat putusan

Hakim tersebut batal demi hukum. Menurut penulikk béakim maupun Jaksa
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Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan danagutigak melihat alat
bukti yang digunakan yaitu berupa alat bitsum Et Repertum, padahal alat
bukti surat Yisum Et Repertum) tersebut dibuat oleh pejabat yang tidak
mempunyai kewenangan, bukan ahlinya, bukan merumpaiejabat yang
disumpah atas jabatannya, oleh karenanya menurutlipeéhal tersebut sangat
fatal mengingat baik hakim dan Jaksa Penuntut utm@&rupakan orang pilihan
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penuntlganpemberi vonis
bagi orang yang membutuhkan keadilan.

Berdasarkan pada uraian diatas maka apabila datemtbyatan putusan
pemidanaan yang tidak sesuai atau didasarkan etas hcara pemeriksaan dan
surat dakwaan yang salah maka menurut penulis gufpsmidanaan yang dibuat
oleh Hakim berakibat batal demi hukum. Putusan gamaan yang dibuat oleh
Hakim dianggap memunyai kekuatan hukum yang tetpabi dalam
pembuatannya didasarkan pada surat dakwaan yangméirsyarat formal dan
materialnya, harus didasarkan dengan adanya atsityang sah yang ada dalam
kasus, dan harus memuat tentang Pasal PeraturandBag — Undangan yang

menjadi dasar hukum dari suatu putusan.



BAB 4
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penahspenoleh suatu

kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1.

4.2.

Asas Unus Testis Nullus Testis bisa diterapkan pada tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga pada kasus dalam putusan apuacdhlasannya adalah
sebagai berikut :
a. Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP;
b. Berdasarkan Pasal 185 ayat (3) KUHAP;
c. Berdasarkan Pasal 55 Undang — Undang Nomor 23 T20¢h Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Akibat hukum yang ditimbulkan jika suatu putusamgalibuat oleh hakim
tidak sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penunwmladalah batal demi
hukum, adapun alasannya adalah karena alat bukg g&gunakan oleh
majelis hakim berup&isum Et Repertum tidak sah karena yang membuat
Visum Et Repertum tersebut bukan pejabat yang berwenang, hal ira jug
didasarkan pada Pasal 197 ayat (2) Kitab Undangdably Hukum Acara
Pidana yang menyatakan bahwa tidak terpenuhinyentketn dalam Pasal
197 ayat (1) Kitab Undang — Undang Hukum Acara Radanengakibatkan
putusan batal demi hukum, mengenai alasan padasgutini bahwa
putusan yang dibuat oleh majelis hakim tidak merhehketentuan pada
Pasal 197 ayat (1) huruf c, d dan e Kitab Undatgndang Hukum Acara
Pidana.

Saran

Berdasarkan pada uaraian kesimpulan diatas madtapesr beberapa saran.

Yaitu sebagai berikut :

1.

Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam mernnpeangkan alat

bukti yang digunakan untuk mendakwakan dan merjatutpidana serta
dalam menerapkarsas Unus Testis Nullus Testis harus sesuai dengan
penjelasan Pasal 184 ayat (1), Pasal 185 ayataf2)3) Kitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal 55 Undangdand) Nomor 23
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Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan DalamhRLengga.

. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaars Isasuai
dengan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang — UndanguimMulicara
Pidana, sedangkan Majelis Hakim dalam membuat aotusarus
sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang -atndHukum
Acara Pidana agar surat dakwaan maupun putusan dibogt oleh
Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak merigakan batal

demi hukum.



DAFTAR PUSTAKA

. Buku

Andi Hamzah, 2003Hukum Acara PidanaGhalia Indonesia, Jakarta.
Ansorie Sabuan, 1998lukum Acara PidanaAngkasa, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008&doman Penulisan Proposal
Penelitian Dan Skripsi-akultas Hukum Unversitas Jember, Jember.

Hari Sasangka, 199@enyidikan, Penahanan, Penuntutan, Dan Peradilan
Dharma Surya Berlian, Surabaya

Harun M. Husein 1994Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan
Permasalahanny&aRineka Cipta, Jakarta.

Herkutanto, 2000Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum
Pidana, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Teripaidanita
PT. Alumni, Bandung.

Mufidah et al, 2006Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ? Panduan
Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan AnaPT. PSG dan Pilar Media, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2002Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan
KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 199/Masar — Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana
Yang Berlaku Di Indonesj@T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 201@®enelitian Hukum Kencana Prenada Media
Group, Jakarta.

R. Soeroso, 2009,ata Cara Dan Proses Persidang&®inar Grafika, Jakarta

R.H.H. Soeharjo, 1971, Alguran Dan Terjemahannya Yayasan
Penyelenggaraan Penterjemahan / Penafsiran Alquiiédarta

Rusli Muhammad, 2006Potret Lembaga Peradilan Di Indonesi&aja
Grafindo Prasada, Jakarta.

Soedirdjo, 1985,Jaksa dan Hakim dalam Proses PidanAkademika
Pressindo, Jakarta.

Soepomo, 2001Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidasnar
Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikiro, 2003Asas-Asas Hukum Pidana Indonesi@efika
Aditama, Bandung.

. Peraturan Perundang — undangan
Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 8 TahusilIBentang Hukum
Acara Pidana

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tah®022Tentang
Perlindungan Anak



Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahu®420entang
Mahkamah Agung

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tah0042Tentang
Kejaksaan

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tah0042 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tah0092 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tah0092 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang — Undang Nomor 198@aign
Peradilan Umum.

. Internet

http://putusan.mahkamahagung.go.didkses pada tanggal 25 September 2010
pukul 01.30 WIB Putusan Mahkamah Agung Nomor 1958 K /
PID.SUS 2009

http://pemantauperadilan.contiAkses pada tanggal 03 Desember 2010 pukul 22.30
WIB.




